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Judul :  Inovasi Kebijakan Transportasi Publik ( Studi Kasus Program Suroboyo Bus 
Membayar Dengan Limbah Botol Plastik)  
Penulis  : Rony Bachtiar Firmansyah  
Pembimbing : Dr. Khoirul Yahya S.Ag, M.Si. 
 Penelitian ini membahas tentang Inovasi Kebijakan Transportasi Publik (Studi Kasus 
Program Suroboyo Bus Membayar Dengan Limbah Botol Plastik).Metode yang digunakan 
adalah deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan data penelitan lapangan sebagai 
sumber utama. Sedangkan teori yang dipakai adalah teori yang ada dalam buku Riant 
Nugroho berkaitan dengan dasar pertimbangan dalam membuat manajemen pembangunan 
kebijakan publik, efektifitas implementasi kebijakan dan teori prinsip dasar kebijakan yang 
unggul. Hasil penelitian ini yakni : 
Diketahui bahwa dasar pertimbangan lahirnya kebijakan ini karena menciptakan 
moda transportasi massal yang nyaman didasari karena memang bentuk tanggung jawab 
pemerintah kota Surabaya, kemudian desain Suroboyo Bus meniru beberapa negara maju, 
wujud dan mekanisme pembayaran karena didorong menciptakan moda transportasi yang 
ramah lingkungan. Dan inovasi program ini juga memiliki spirit mengondisikan dan 
memberikan edukasi kepada masyarakat.  
Sedangkan, efektifitas implementasinya diketahui bahwa tepat masalah yakni masalah 
kemacetan transportasi, tepat secara pelaksanaan yakni aturan penggunaan botol plastik benar 
– benar konsekuen dijalankan, tepat secara target artinya kebijakan ini memang diarahkan 
untuk masyarakat yang memang ada kebutuhan penggunaan moda transportasi massal. 
Selanjutnya tepat secara lingkungan, karena perumusan kebijakan transportasi publik ini 
melibatkan beberapa stakeholders terkait yang sesui fungsi dan kedudukannya. Dan yang 
terakhir tepat secara aspek proses, karena mayoritas masyarakat mengetahui dan menjalankan 
aturan. 
Kemudian, adanya Suroboyo Bus itu diklasikasikan dalam standard ukuran kebijakan 
yang unggul. Dan diketahui, bahwasannya kebijakan Suroboyo Bus masuk dalam 
pengklasifikasian kebijakan yang standard. Karena memenuhi di aspek kebijakan yang 
bijaksana dan kebijakan yang memberikan harapan. Dan belum memenuhi, unsur kebijakan 
yang memecahkan masalah. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Di zaman serba teknologi ini, transportasi sudah menjadi kebutuhan khusus 
yang dimiliki oleh tiap individu dalam kehidupan masyarakat untuk menjalankan 
kehidupan sehari – hari. Alat transportasi, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi 
masyarakat perkotaan dalam menjalankan aktifitasnya. Bahkan, menurut Abdul 
Kadir transportasi adalah merupakan aspek yang penting yang berfungsi sebagai urat 
nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk 
yang tumbuh  bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai 
bidang / sektor di masyarakat.1 Pentingnya sarana transportasi dalam perkembangan 
dunia bersifat multidimensi. Sebagai contoh salah satu fungsi dasar transportasi 
adalah menghubungkan tempat kediaman dengan tempat bekerja. 
Dari sudut pandang yang lebih luas, fasilitas transportasi memberikan aneka 
pilihan untuk menuju ke tempat kerja, pusat dan sarana rekreasi, serta menyediakan 
akses ke sarana sarana kesehatan, pendidikan dan sarana lainnya.2 Sejarah mencatat, 
alat transportasi senantiasa mengalami yang namanya perkembangan sedemikian 
rupa. Kendaraan (dan benda – benda  lain yang fungsinya mirip dengan fungsi 
kendaraan) telah digunakan sejak manusia belajar berjalan. Tercatat bahwa bangsa 
                                                          
1 Abdul Kadir, Transportasi : ‘’Peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional,‟‟Jurnal 
Perencanaan dan Pengembangan wilayah wahana hijau, vol.1 no.3 (April 2006)  
2 Riant Nugroho, Public Policy Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan, 
(Jakarta : PT Gramedia, 2008),703 

































Inca, adalah bangsa yang awal kali menggunakan media transportasi dengan cara 
mampu mengirimkan pesan menggunakan transportasi pelari – pelari cepat yang 
berlari secara estafet.  
Seiring berjalannya waktu, transportasi mengalami perkembangan. Hal ini, 
dapat ditandai dengan adanya alat transportasi tradisional yang digunakan manusia 
pada saat itu. Yakni, dengan menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, unta 
dlsb. Kemudian, perkembangan transportasi terus terjadi dan baru pada tahun 1805 
terbentuklah alat transportasi massa pertama yang dicetuskan oleh Ernest dan Pierre 
Michaux yakni alat transportasi yang bisa digunakan lebih dari 1 orang. Dan 
menggunakan mesin, yakni sepeda motor. Pada tahun 1880, alat transportasi 
berikutnya tercipta. Yakni mobil, mobil adalah alat transportasi massa yang kedua 
yang tercipta menggunakan mesin.  
Setelah motor, mobil pertama dibuat di negara Jerman. Beberapa orang yang 
memiliki jasa dalam menciptakan mobil. Diantaranya adalah Carl Benz, Henry Ford 
dan Suzuki.3 Dari penjelasan diatas, merujuk dalam perkembangan yang ada 
berkaitan dengan transportasi, penulis bisa mengetahui bahwasannya fungsi 
transportasi pada masyarakat itu mengalami perkembangan dari setiap waktunya. 
Dan transportasi itu memiliki peran yang sangat vital. Terlebih, bagi kota yang 
masyarakatnya memiliki tingkat mobilitas tinggi. Beberapa kota, yang memiliki 
tingkat mobilitas yang tinggi di dunia dan termasuk negara maju, karena ditunjang 
                                                          
3 Nisfi Laela Nur Fitria,’’Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay dan 
Snowbal Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Gugus Kartini Tahun 
Ajaran 2015 / 2016.‟‟(Skripsi jurusan PGSD- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga),70-75  

































dengan transportasi massa yang effektif dan effisien adalah kota Tokyvo, London, 
New York, Berlin, Copenhagen hingga Madrid di Spanyol.4 
Di negara Indonesia, salah satu kota yang memiliki tingkat mobilitas 
masyarakat yang tinggi salah satunya adalah kota Surabaya. Kota Surabaya dengan 
luas wilayah 326,36 km2 dan jumlah penduduk 2.599.796 jiwa, (±7,4% dari total 
penduduk Jawa Timur), dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya menjadikan kota 
ini mempunyai peran yang cukup strategis dan diperhitungkan dalam menentukan 
arah kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Timur. Termasuk, kebijakan dalam hal 
transportasi publik.5 Surabaya sebagai kota metropolitan, membutuhkan moda 
transportasi publik yang bisa mengatasi permasalahan yang klasik, salah satunya 
adalah kemacetan.6 
Oleh karena itu, moda transportasi terutama transportasi publik memiliki 
sebuah peran penting di dalam menunjang kegiatan manusia, karena kehadiran 
transportasi publik mampu memberikan manfaat yang signfikan bagi semua lapisan 
masyarakat.Tidak hanya melancarkan aktifitas perpindahan dari satu tempat ke 
tempat yang lain. Melainkan, juga bisa meminimalisir terjadinya kemacetan yang 
akan berpengaruh terhadap roda ekonomi dalam sebuah kota tersebut.7Sebelum 
berjamur transportasi online di kota – kota besar, termasuk kota Surabaya. 
Kebutuhan transportasi publik di Surabaya dilayani oleh bus kota (dengan variant 2 
                                                          
4 http://www.tahupedia.com/content/show/1075/10-Kota-Dengan-Transportasi-Terbaik-Di-Dunia, 
Diakses pada 10 Januari 2019, Pukul 12.30 wib. 
5 Marbun, Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek, (Jakarta: Airlangga, 1994),85 
6 Zuhri Muhis dan Wahju Herijanto, „‟Manajemen Lalu Lintas Akibat Trem Di Jalan Raya Darmo.‟‟ 
Jurnal Teknik Pomits Vol.3, No.1 (2014) ISSN : 2337 – 3539 (2301- 9271).  
7 Setiap Prayudha, „’Management of Public Transportation in Order To Conduct Operational 
Terminal  (Case Study in Mojosari Terminal, Mojokerto Regency).‟‟Vol 1, no 10 , 2012. Jurnal 
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,1  

































jenis, yakni Bus berjenis Patas dan Bus berjenis Ekonomi) dengan spesifikasi 
melewati 19 rute, angkutan kota (mikrolet, MPU lebih populer disebut bemo), taksi, 
becak, dan kereta api. Komuter didukung oleh terminal - terminal yang representatif 
antara lain (Terminal Purabaya, Terminal Osowilangon, Terminal Jembatan Merah, 
Terminal Joyoboyo, Terminal l Bratang). Namun, dengan berbagai macam moda 
transportasi tersebut di beberapa titik, masalah kemacetan di Surabaya, masih belum 
terpecahkan. Terutama, di jalan utama kota Surabaya seperti jalan Ahmad Yani dan 
Raya Darmo Surabaya.8 
Secara umum, unsur – unsur dari sebuah transportasi massa biasanya adalah 
ada aspek muatan yang diangkut, tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya, ada 
jalan yang dapat dilalui, ada terminal asal dan terminal tujuan, ada sumber daya 
manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan transportasi tersebut. 
Secara realitas menurut Sakti Adji Adisasmita, beliau menjelaskan bahwa angkutan 
umum adalah angkutan yang biasa digunakan untuk umum dengan persyaratan 
tertentu. Dan itu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi 
dan merupakan komponen yang perannya sangat penting karena kondisi sistem 
angkutan umum yang jelek akan berpengaruh kepada sistem pelayanan transportasi 
tersebut.9  
Dari jenis- jenis transportasi publik yang dimiliki oleh Surabaya selama ini. 
Fakta menunjukkan, berdasarkan dengan perwali nomor 67 tahun 2018 tentang 
                                                          
8 Aloisius de Rozari dan Yudi Hari Wibowo,‟‟Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu 
Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya.’’ Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik UNTAG,42. 
9 Nur Azizah Affandy, Zulkifli Lubis, Farid Bustomi, „’Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Trayek Lyn 
Merah Jurusan Sukodadi – Paciran Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kepuasan.‟‟Jurnal 
TeknikaVol 5/2013, no 2. 

































kontribusi sampah dalam penggunaan layanan Surabaya.10 Pemerintah kota Surabaya 
membuat sebuah kebijakan transportasi publik yang baru yang inovatif yakni berupa 
Suroboyo Bus. Program Suroboyo Bus ini termasuk dalam pengklasifikasian yang 
menurut penulis masuk dalam ranah yang inovatif. Inovatif artinya adalah kebijakan 
ini termasuk kebijakan yang baru dan belum ada sebelumnya di kota Surabaya dan 
kota – kota selain Surabaya di Indonesia. Sesuai, dengan PP nomor 38 tahun 2017 
yang menjelaskan mengenai tentang inovasi daerah. Atau, dalam UU nomor 23 tahun 
2014 tentang inovasi daerah diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
Wujud dari inovasi kebijakan publik ini, dapat dilihat dari indikator – 
indikator yang menyertai berjalannya moda transportasi ini. Diantaranya adalah 
berupa sistem pembayaran transportasi bus disini yakni menggunakan pembayaran 
sampah botol plastik, tidak menggunakan uang. Kemudian, juga berupa fasilitas yang 
ada didalam bus tersebut. Seperti adanya pembagian shift – shift tempat duduk yang 
ada didalam bus. Yang terdiri dari beberapa bagian kelompok diantaranya adalah 
tempat duduk untuk kalangan umum, kalangan difabel, kalangan perempuan dan 
juga untuk kalangan senja.11  
Adanya inovasi transportasi publik, tentunya bertujuan untuk menyelesaikan 
masalah yang selama ini belum terpecahkan dalam bidang transportasi publik. Dan 
menurut penulis, inovasi kebijakan transportasi publik ini termasuk dalam kebijakan 
transportasi yang menarik untuk diteliti. Sebab, dilihat berdasarkan kriteria di kota – 
                                                          
10 https://jdih.surabaya.go.id/index.php. Diakses tanggal 23 November 2018, Pukul 13.30 wib. 
11https://www.instagram.com/p/Bn-TqpNHnqL/(Instagram Dinas Perhubungan Surabaya).Diakses 
tanggal 23 November 2018, Pukul 13.30 wib. 

































kota yang lainnya. Tidak ada kota metropolitan yang itu, menggratiskan biaya 
transportasi publik berupa transportasi bus dengan menggantikannya berupa limbah 
botol plastik, seperti Suroboyo Bus.  
Kota Semarang dengan pelayanan Bus Rapid Transit-nya dengan operator 
PT. Trans Semarang. Transportasi publik dengan moda transportasi massa dengan 
fasilitas modern. Menarik biaya kurang lebih adalah sebesar Rp. 3.500.12 Bukan 
hanya, Semarang. Kota Jakarta dengan TransJakarta-nya dengan fasilitas e-ticketing 
dengan metode Tap In di Barrier Gate. Pun, juga menarik tiket kisaran Rp. 2.000 - 
3.500 per penumpangya, disesuaikan dengan waktu penggunaan layanan 
transjakartanya tersebut.13 Hal yang serupa, juga terjadi di kota Jogjakarta. BRT 
Yogyakarta, yang dioperasikan sejak awal bulan Maret 2008, oleh Pemerintah 
provinsi DIY dengan mottonya aman nyaman, andal, terjangkau dan ramah 
lingkungan pun. Dengan memberikan fasilitas beberapa kategori tiket, seperti (tiket 
sekali jalan – single trip), tiket umum berlangganan. Kenyataannya pun, juga 
menarik biaya Rp.3.500.14 
Di lain sisi, mengacu pada data dan informasi mengenai jumlah penumpang 
yang masuk datang dan pergi yang ada di kota Surabaya. Di ketahui bersama, 
bahwasannya tingkat rasio penumpang yang ada di kota Surabaya juga terbilang 
cukup tinggi. Diambil, berdasarkan data pusat statistik surabaya arus kendaraan dan 
penumpang yang datang dan berangkat menurut jenis kendaraan melalui terminal 
                                                          
12http://miksemar.id/201/info-tarif-dan-jam-layanan-brt-trans-semarang/.Diakses pada tanggal 8 
Januari 2019, Pukul 22.00 wib. 
13 https://transjakarta.co.id/produk-dan-layanan/info-tiket/. Diakses pada tanggal 8 Januari 2019. 
Pukul 22.05 wib. 
14Gunadi Prayitno,’’Analisis Perilaku Mengeluh Konsumen Penggunan Jasa Bus 
Transjogja.‟‟(Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma), 2-3.  

































Purabaya. Dengan spesifikasi moda transportasi berbentuk Bus. Seperti hal-nya 
untuk bus malam cepat saja di periode tahun 2016 yang datang sebanyak 616.119. 
Kemudian, yang berangkat adalah sebanyak 686.000. 
Untuk asumsi bus kota penumpang yang datang di tahun yang sama, 
sebanyak 4.428. 055. Sedangkan, yang berangkat adalah sebanyak 4.350.741. 
Kemudian, untuk bus antar kota sendiri penumpang yang datang adalah sebanyak 
11.107.541. Disisi lain, penumpang yang berangkat adalah sebanyak 11. 033. 971.15 
Dari data ini, dapat diketahui bahwasannya jumlah penumpang yang menggunakan 
bus di Surabaya cukup banyak. Hal ini, dapat dilihat berdasarkan rasio penumpang 
yang datang dan pergi melalui terminal Purabaya. Dalam data yang lain pun juga 
sama, berdasarkan arus kendaraan dan penumpang yg datang dan berangkat melalui 
terminal purabaya. Tidak dilihat, berdasarkan jenis kendaraannya. Melainkan, dilihat 
murni berdasarkan penumpangnya. Berdasarkan data yang ada jumlah penumpang 
yang datang di kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.  
Hal ini, menunjukkan bahwasannya potensi penggunaan moda transportasi 
itupun harusnya masih sangat dibutuhkan karena rasio kendaraan yang banyak 
tersebut. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam badan pusat statistik 
surabaya. Di tahun 2007, jumlah penumpang yang datang adalah sebanyak 6.480.000 
dan jumlah penumpang yang berangkat adalah sebanyak 7.920.000. Di tahun 2016, 
jumlah penumpang yang datang sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Yakni, 
                                                          
15 https://surabayakota.bps.go.id/publication/download.html. Diakses pada tanggal 10 Februari pada 
pukul 21.30 wib. 

































sebanyak 16. 151. 715. Dan jumlah penumpang yang berangkat adalah sebanyak 
16.071.055.16 
Mengutip pernyataan dari Ralph Gakenheimer, tentang kebijakan yang 
unggul. Ia, menyampaikan bahwa kebijakan yang unggul adalah manakala 
transportasi itu dapat menjadi alat untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan 
berkontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan.17 Menurut Riant Nugroho, 
suatu kebijakan bisa dikatakan maju adalah manakala memenuhi 3 prinsip utama 
diantaranya cerdas, bijaksana dan memberikan harapan. Cerdas adalah ketika 
kebijakan publik yang dibuat oleh sebuah pemerintahan itu dapat memecahkan inti 
masalahnya. Bijaksana artinya, kebijakan itu tidak menghasilkan masalah baru yang 
lebih besar dari pada masalah yang dipecahkan. Memberikan harapan artinya 
kebijakan itu dapat memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat 
memasuki hari esok hari lebih baik daripada hari ini.18  
Untuk menciptakan sebuah kebijakan yang bersifat unggul tersebut, 
diperlukan dasar pertimbangan dalam membangun sebuah kebijakan. Riant Nugroho 
menyampaikannya ada beberapa hal yang harus menjadi pijakan, diantaranya adalah 
Pertama kebijakan tersebut dibangun dengan prinsip kerjasama tim (yang melibatkan 
pihak eksekutif dan legislatif di suatu daerah. Kedua, kebijakan tersebut adalah hasil 
pengkreasian nilai yang bertujuan ingin memberikan nilai manfaat yang maksimal ke 
masyarakat. Ketiga, program tersebut dibangun karena dasar kesinambungan. Yakni, 
                                                          
16
 Ibid,  
17 Ralph Gakenheimer, „’Six Strategic Decisions for Transportation in Mega cities’’. Fuchs, Roland. J. 
(eds), 1994, Mega-city Growth and the Future, United Nations University Press, Tokyo,12 
18 Riant Nugroho, ‘’Public Policy Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan – Manajemen 
Kebijakan‟‟.(Jakarta : PT Gramedia, 2008),703 

































mengikuti impian dari pemimpin sebelumnya terkait dengan impian – impian 
pembangunan di daerah tersebut. Keempat, dasar pembangunan itu didasari karena 
memegang prinsip disiplin terhadap inovasi. Dan hal itu, tercermin dari konsistensi 
perangkat yang menyertai kebijakan itu. Dilihat dari visi, misi, strategi sampai 
implementasinya. Dan yang terakhir adalah kebijakan itu lahir, karena didasari 
kondisi Pemerintah kuat dan ingin masyarakatnya pun juga kuat. Kebijakan ini, 
dikenal dengan prinsip win – win model.  
Jika dihubungkan dengan objek adanya pogram Suroboyo Bus sendiri yang 
tergolong baru. Karena dilaunching tanggal 7 April 2018, bertempat di gedung Siola 
Surabaya dipimpin oleh walikota Surabaya, Ir.Tri Risma Harini. Dari kebijakan 
transportasi publik ini, penulis mengidentifikasi ada indikasi bahwasannya kebijakan 
ini ada. Didasari atas pertimbangan sesuai dengan teori dasar pertimbangan 
menciptakan atau membangun kebijakan yang unggul di kota Surabaya. Salah satu 
Indikasi tersebut, penulis mengidentifikasinya karena ada salah satu dasar 
pertimbangan Suroboyo Bus itu, dalam rangka memberikan nilai manfaat yang 
sangat besar kepada pemegang saham. Dalam konteks ini, adalah rakyat di daerah 
kota Surabaya itu sendiri. 
Selain itu, program Suroboyo Bus juga menimbulkan sebuah pertanyaan 
sendiri. Program kebijakan transportasi ini masuk dalam ranah unggul ataukah tidak. 
Kebijakan yang unggul artinya, adalah program kebijakan ini memang dibutuhkan 
dalam sistem transportasi yang ada di kota Surabaya. Mengingat, kondisi kota 
Surabaya yang dimana, termasuk kota yang masyarakatnya memiliki tingkat 
mobilitas yang sangat tinggi. Dikarenakan, secara ekonomi dasarnya masyarakatnya 

































banyak yang menjadi pedagang atau aktifitas industri. Atau juga bisa diistilahkan 
dengan kota perdagangan dan industri.  
Selain itu, hal ini ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit. 
Yakni, + - 3 juta dan diikuti dengan meningkatnya volume kendaraan tentunya. 
Potensi lain yang tercipta adalah seperti akan adanya peningkatan jumlah lokasi 
kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Dari kondisi seperti inipun, juga bisa menjadi 
potensi permasalahan transportasi tersendiri. 19 Ditambah lagi, dengan keadaan kota 
Surabaya yakni sebagai kota terpadat dan tersibuk kedua setelah ibukota negara DKI 
Jakarta. Surabaya, juga berpotensi mendapatkan beberapa permasalahan diantaranya 
adalah polusi lingkungan karena asap kendaraan bermotor. Fakta menjelaskan 
beberapa permasalahan kualitas udara yang disebabkan dari transportasi di Surabaya 
adalah seperti peningkatan asap / gas buang, belum adanya larangan atau sanksi atas 
pelanggaran kualitas emisi kegiatan transportasi ataupun kualitas emisi karena 
kendaraan bermotor yang tidak layak dlsb.20 
Dari penjelasan diatas, menurut penulis jika ini dibiarkan tanpa diberikan 
solusi untuk mencegah ataupun mengatasi beberapa titik yang sudah mengalami 
kemacetan. Maka, bukan tidak mungkin, jika hal ini akan mengancam tidak 
berjalannya aktifitas keseharian masyarakat kota Surabaya nantinya. Oleh sebab itu, 
beberapa program dan kebijakan yang ada di kota Surabaya sudah diselenggarakan 
secara holistik untuk memberikan pencegahan dan juga penyelesaian masalah 
                                                          
 19 https://surabayakota.bps.go.id/, Diakses tanggal 24 September 2018, pukul 20.00 wib.   
 
20 Titien Setiyo Rini, „’Kebijakan Sistem Transportasi Kota Surabaya Dalam Rangka Pengendalian 
Pencemaran Udara Area Transportasi.‟‟Vol 1, no 2, Februari, 2005. Jurnal Rekayasa 
Perencanaan.Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 7 

































transportasi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup yang ada di kota 
Surabaya ini.  
Diantaranya, adalah program dari kapolrestabes surabaya. Yakni : Program 
SOS (Save Our Student) yang digaungkan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes 
Surabaya dilaksanakan bertujuan untuk mengurangi adanya kecelakaan lalu lintas 
yang kerap melibatkan pengendara roda dua terutama dari kalangan pelajar. 
Penindakan berupa teguran maupun tilang diberikan anggota satuan lalu lintas 
Polrestabes Surabaya kepada para pelajar yang melanggar aturan lalu 
lintas.21Kemudian surat edaran yang diberikan pemerintah kota Surabaya untuk 
memberikan larangan menggunakan kendaraan pribadi jika tidak memiliki SIM atau 
jika tidak begitu pihak sekolah menyediakan pembukaan dan penerimaan SIM 
selektif. Adalah beberapa hal program dan kebijakan yang dicanangkan untuk 
mengatasi hal itu. Disisi lain, penanaman tanaman hijau, tanaman kota yang sengaja 
dibuat dan diciptakan di padestrian perkotaan kota Surabaya oleh pemerintah kota 
Surabaya disini juga, berperan untuk menanggulangi yang namanya polusi udara dan 
juga tetap menjaga Surabaya agar tetap menjadi kota yang hijau, sehat dan rindang.  
Selain program diatas, fakta kebijakan baru. Yakni, program Suroboyo Bus 
gratis dengan sistem pembayaran menggunakan botol bekas yang sudah tidak 
digunakan, dan tidak menarik uang sepeserpun. Menurut penulis, ini menarik untuk 
diteliti. Untuk mengetahui program ini masuk dalam ranah yang inovatif dan 
memungkinkan memberikan harapan baru terhadap kondisi transportasi publik di 
                                                          
21http://surabaya.tribunnews.com/2017/09/19/lewat-program-sos-polisi-berharap-bisa-mencegah 
siswa-bawa-motor-dan-mobil-ke-sekolah, Diakses tanggal 8 Januari 2019, pukul 18.40 wib. 

































kota pahlawan ini ataukah tidak.22 Hipotesa penulis, adanya program Suroboyo Bus 
ini ada spirit untuk memberikan kesadaran diri mengenai pentingnya menjaga 
lingkungan hidup kepada warga atau masyarakat kota. Karena, dengan begini akan 
menambah cakrawala warga kota surabaya. Tentang bagaimana memperlakukan 
sampah / limbah plastik secara produktif. Diantaranya, adalah sampah janganlah 
dibuang secara sembarangan, terutama sampah plastik. Selanjutnya, justru sampah 
itu bisa digunakan atau dimanfaatkan (seperti di daur ulang dan lain sebagainya).  
Jika memang begitu yang menjadi sebab lahirnya program Suroboyo Bus 
tersebut. Maka, program ini bisa juga diistilahkan sejalan dengan program Bu 
Walikota Bu Risma mengenai lingkungan hidup lainnya. Contohnya, sebelumnya 
beberapa program yang cukup membangun dan memberdayakan masyarakat kota 
Surabaya adalah seperti program kompetisi green and clean yang diikuti oleh hampir 
seluruh kampung di kota Surabaya, kemudian ada juga pembangunan taman – taman 
kota yang ramah keluarga dengan dilengkapi fasiilitas main bola bagi anak – anak. 
Yang bertujuan, menjaga dan merawat anak secara baik jikalau anak-anak 
membutuhkan taman atau tempat bermain selayaknya di lapangan.  
B. Rumusan Masalah  
 
Oleh sebab itu, berdasarkan kondisi yang telah diuraikan pada latar belakang 
masalah diatas, maka batasan penelitian yang dibahas dalam penulisan ini adalah 
berkaitan dengan menanyakan dasar pertimbangan dari adanya inovasi program 
transportasi publik melalui program Suroboyo Bus dengan sistem pembayaran 
                                                          
22http://surabaya.tribunnews.com/2018/04/06/launching-suroboyo-bus-di-siola-bisa-naik-bus-pakai-
sampah-platik-begini-caranya. Diakses tanggal 24 September 2018, pukul 18.30 wib. 

































menggunakan limbah sampah botol plastik. Serta, bagaimana implementasi inovatif 
program Suroboyo Bus ini. Sehingga dari keadaan itu, penulis bisa mengindentifikasi 
kebijakan publik berupa layanan Suroboyo Bus ini, masuk kategori kebijakan yang 
unggul ataukah tidak. Sehingga, secara redaksionalnya rumusan masalah yang 
disusun adalah sebagai berikut :  
1. Apa dasar pertimbangan lahirnya kebijakan transportasi publik Suroboyo 
Bus? 
2. Bagaimana implementasi inovasi kebijakan transportasi publik Suroboyo Bus 
dengan pembayaran menggunakan sampah botol plastik ? 
3. Apakah kebijakan Suroboyo Bus masuk dalam kategori kebijakan yang 
unggul? 
C. Tujuan Penelitian         
  
Tujuan penelitian yang bisa didapatkan ketika melakukan penelitian yang 
peneliti dapatkan, yaitu : 
a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pemerintah kota Surabaya dalam 
membuat program Suroboyo Bus dengan sistem pembayaran menggunakan 
sampah limbah plastik  
b. Untuk mengetahui efektifitas implementasi dari inovasi kebjakan transportasi 
publik Suroboyo Bus. 
c. Untuk mengetahui kualitas kebijakan transportasi publik, berdasarkan 
standard kebijakan publik yang unggul. 

































D. Manfaat Penelitian         
  
1. Manfaat teoritis  
a. Menjadi tambahan data dalam bidang kebijakan publik khususnya berkaitan 
dengan faktor apa saja yang melatar belakangi terbentuknya program 
kebijakan publik di sebuah pemerintah serta juga implementasi pengadaan 
program transportasi publik di suatu wilayah pemerintahan tertentu. 
b. Menjadi referensi karya ilmiah dengan tema yang sama. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi peneliti manfaat penilitian ini sebagai pengalaman dalam mengamati 
realitas mekanisme berjalannya sebuah program transportasi publik. 
Dihubungkan, dengan bagaimana teori yang telah diajarkan selama proses 
perkuliahan. 
b. Menjadi referensi bagi para pengamat, praktisi maupun pihak-pihak yang 
bersentuhan langsung secara struktural dalam membuat sebuah kebijakan,  
jika menghadapi situasi yang sama. 
E. Penelitian Yang Terdahulu 
 
Untuk menjadi bahan telaah dalam penelitian skripsi ini penulis mencari 
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul yang peneliti pilih, dalam 
beberapa literasi yang ditemukan penulis, menemukan ada setidaknya 8 karya ilmiah. 
Yang dianggap memiliki kedekatan ataupun sama dengan apa yang hendak penulis 
dijadikan penelitian kali ini. Diantara penelitian yang sudah terpublikasi sebelumnya 
yang dianggap penulis memiliki kesamaan dan perbedaan dengan  penelitian ini 
adalah: 

































Tabel 1.1  
No.  Penelitian Yang Sudah Terpublikasi 
1.            Uswatun Fitroh, tahun 2015 melalui karya, “Efektifitas Pelayanan 
Angkutan Bus Sekolah Gratis Dinas Perhubungan Komunkasi dan Informatika 
Kota Blitar”. Jurnal ini membahas mengenai efektivitas pelayanan angkutan 
bus sekolah gratis oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 
Blitar dengan menggunakan pengukuran efektifitas melalui indikator dari 
peraturan Menteri perhubungan Nomor  PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang 
Standart Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor 
umum dalam trayek yang meliputi keamanan, keselamatan, Keterjangkauan, 
Kesetaraan dan Keteraturan.  
          Persamaan dengan penelitian yang sudah penulis buat adalah penelitian 
ini, sama – sama juga membahas mengenai efektifitas pelayanan angkutan bus. 
Perbedaan dengan penelitian dari penulis adalah, jurnal ini itu banyak 
membahas mengenai efektifitas dari sebuah pelayanan publik. Sedangkan, 
skripsi yang penulis buat disini bukan hanya ingin mengetahui mengenai 
efektifitas dari sebuah layanan, melainkan kebijakan publik. Melainkan, 
membahas mengenai dasar pertimbangan adanya sebuah kebijakan publik 
tersebut. Sampai dengan analisis keunggulan dari sebuah kebijakan tersebut.   
2.            Surya Shandra Setiawan dan Weni Rosdiana, tahun 2016 melalui 
karyanya yang berjudul “ Evaluasi Program Bus Sekolah di Kota Surabaya”. 

































Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa program bus sekolah Surabaya 
didapatkan atas penghargaan dari Kementerian Perhubungan Republik 
Indonesia atas kemenangan tentang penghargaan Wahana Tata Nugraha 
Indoenesia yang diberikan kepada Dinas Perhubungan kota Surabaya, sejumlah 
4 unit. Namun setelah baru beberapa kali beroperasi program bus sekolah gratis 
mendapat penolakan dari supir angkutan umum. Setelah mendapat penolakan 
dari supir angkutan umum program bus sekolah gratis Surabaya berhenti 
sementara. Sampai akhirnya dapat berjalan kemabali pada tahun 2008 dengan 
landasan hukum dalam pelaksanaannya.  
          Persamaan dengan penelitian yang sudah penulis buat adalah penelitian 
ini, sama – sama juga membahas mengenai program Bus yang ada di kota 
Surabaya. Perbedaannya adalah program Bus yang dibahas disini itu, adalah 
seputar tentang keadaan dari kondisi Bus sekolah. Sedangkan, penelitian yang 
penulis buat adalah seputar program Suroboyo Bus. Selain itu, di aspek 
Perbedaan dengan penelitian dari penulis adalah, jurnal ini itu banyak 
membahas mengenai efektifitas dari sebuah pelayanan publik. Sedangkan, 
skripsi yang penulis buat disini bukan hanya ingin mengetahui mengenai 
efektifitas dari sebuah layanan, melainkan kebijakan publik. Melainkan, 
membahas mengenai dasar pertimbangan adanya sebuah kebijakan publik 
tersebut. Sampai dengan analisis keunggulan dari sebuah kebijakan tersebut.   
3.             Diah Nur Fitrianta, tahun 2014 melalui karya berjudul “Inovasi 
Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi Boarding Pass 

































System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di 
Stasiun Gubeng Surabaya)”. Jurnal ini membahas tentang inovasi pelayanan 
yang dilakukan PT KAI sebagai reaksi atas pergeseran paradigma pelayanan 
public dari  Old Public  Servis New menjadi Publik Administration. Pelayanan 
publik yang ideal yakni harus responsive terhadap berbagai kepentingan dan 
nilai publik, adanya pembaharuan pelayanan dilakukan untuk mendapatkan 
pelayanan KA yang lebih baik. Serta membahas inovasi terbaru yang 
dikeluarkan PT KAI yakni mengenai Board Pass System.  
           Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini 
itu sama – sama membahas mengenai sebuah inovasi program yang baru. Yang 
baru ada dan sebelumnya belum pernah dijalankan. Perbedaan dengan 
penelitian yang penulis lakukan adalah, jika jurnal diatas itu lebih menekankan 
kepada bagaimana dinamika terjadinya sebuah inovasi pelayanan publik yang 
diterapkan di sebuah BUMN. Sedangkan, jika penelitian yang saya lakukan 
bukan termasuk dalam pelayanan publik, melainkan kebijakan publik. Selain 
itu, perbedaannya adalah jurnal diatas tekanannya adalah lebih ke dinamika 
dari pelayanan yang menjadi objek dasar dari penelitian. Sedangkan, untuk 
penelitian saya adalah lebih kepada efektifitas dari sebuah implementasi 
kebijakan. Hingga, ukuran dari kebijakan Suroboyo Bus itu sendiri.  
4.           Rina Mei Mirnasari tahun 2013, melalui karya yang berjudul “Inovasi 
pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya – Bungurasih”. Jurnal ini 
membahas tentang inovasi Smart Card yang berada di UPTD Terminal 

































Purabaya - Bungurasih termasuk Sustaining Innovation (inovasi Terusan) 
merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru namun tetap 
mendasarkan pada kondisi pelayanan dan system yang sedang berjalan. 
Persamaan dari penelitian yang dibuat oleh saudari Rina Mei Mirnasari ini, 
membahas mengenai sebuah inovasi (kebaruan program) yang juga secara 
petugas operasionalnya dikelola oleh Dinas Perhubungan. Karena letaknya, di 
terminal Purabaya – Bungurasih. Hal ini, sama dengan penelitian yang penulis 
lakukan, yakni juga membahas mengenai sebuah program yang sifatnya baru 
dan sebelumnya belum pernah dilaksanakan (inovasi). 
         Perbedaan dari penelitian yang penulis buat adalah karya dari saudari 
Rina menekankan inovasi di aspek pelayanan publik. Sedangkan, penelitian 
yang penulis lakukan adalah inovasi bukan di aspek pelayanan, melainkan 
berkaitan dengan kebijakan publik.  Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 
saudari Rina menekankan kepada inovasi program yang hubungannya dengan 
birokrasi yang memudahkan dalam hal penggunaan transportasi yang 
dilakukan di terminal Bungurasih. Sedangkan, penelitian yang saya lakukan 
adalah lebih kepada membahas mengenai program yang sifatnya kebijakan 
transportasi massal yang memudahkan dalam hal pemberian fasilitas bus yang 
berbentuk Suroboyo Bus.  
5.           Theresia Tarigan dkk tahun 2015, melalui karya yang berjudul 
“Pelayanan Transportasi Publik Pekerja di Koridor Antar kota Ungaran - 
Bawen”. Jurnal ini membahas tentang pelayanan transportasi publik dalam 

































prespektif transportasi berkelanjutan terkait dengan indikator keterjangkauan 
dan aksesbilitas penumpang. Keterjangkauan yang dilihat dari komponen biaya 
perjalanan ongkos dan waktu tempuh dari rumah ke tempat bekerja. Persamaan 
dengan penelitian yang penulis bahas adalah baik jurnal milik saudari Theresia 
Tarigan dengan skripsi yang penulis buat. Disini membahas mengenai objek 
yang kurang lebih memiliki kesamaan. Yakni, kesamaan di bidang transportasi 
publik.  
          Kemudian, perbedaannya adalah jika jurnal diatas objek yang dijadikan 
sebagai pembahasan adalah berkaitan dengan pelayanan transportasi publik di 
sebuah koridor antar kota, yang fokus pembahasannya adalah seputar 
implementasi pelayanan. Sedangkan, pembahasan yang dijadikan sebagai 
objek penelitian yang penulis lakukan adalah berkaitan dengan dengan 
kebihakan publik, yang fokus pembahasannya adalah seputar bukan hanya 
implementasi yang effektif dari sebuah kebijakan, melainkan juga dasar 
pertimbangan dan juga analisa keunggulan dari kebijakan tersebut.  
6.           Haryono Eko Pujianto , tahun 2013 melalui karya yang berjudul “Upaya 
Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelayanan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik Di Kantor Kecamatan Gedangan”. Jurnal tersebut 
membahas mengenai sejauh mana upaya optimalisasi kualitas pelayanan publik 
dalam pelayanan kartu tanda penduduk  elektronik di kantor kecamatan 
Gedangan. Elektronik KTP atau e-KTP merupakan kartu demografi dokumen 
yang memuat system keamanan/kontrol yang baik dari sisi administrasi atau 

































teknologi informasi dengan berdasarkan database demografi nasional.  
         Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa optimalisasi pelayanan  
pembuatan e -KTP di Sidoarjo telah dilakukan melalui realisasi dari sosialisasi 
pemerintah setempat yang pada proses pembuatan e-KTP tidak di pungut 
biaya. Sehingga menunjukkan bahwa sosialisasi di Kabupaten Sidoarjo 
berlangsung signifikan dengan tujuan masyarakat Sidoarjo khususnya 
kecamatan gedangan dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara 
Indonesia 
        Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jurnal dari 
saudara Haryono Eko itu membahas mengenai implementasi dari sebuah 
pelayanan birokrasi publik. Sedangkan, penelitian penulis pun juga ada bagian 
yang fokusnya ingin mengetahui tentang bagaimana implementasi dari sebuah 
kebijakan publik tersebut. Perbedaannya adalah, jika jurnal diatas itu 
implementasinya seputar pelayanan, maka penelitian yang penulis lakukan 
faktanya adalah seputar kebijakan publik. Selain itu, perbedaan lainnya adalah 
objek pembahasan yang dibahas dari jurnal saudara Haryono Eko adalah  
wujudnya adalah berupa barang yang berbentuk E-KTP. Sedangkan, jika 
penelitian yang penulis lakukan adalah berbentuk implementasi berupa 
pelaksanaan program Bus. Dan ada fokus lain, dimana penulis memasukkan 
unsur untuk mengetahui dasar pertimbangan adanya program dan juga analisis 
keunggulan kebijakan, sedangkan jika dalam jurna diatas tidak ada. 

































7.             Skripsi karya Sumariyanto Wansca dengan judul, “PELAYANAN 
PUBLIK BIDANG KESEHATAN (Studi Kasus Kualitas Pelayanan Kesehatan 
bagi Penerima Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri 
Lamongan Tahun 2012)”. Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa kualitas 
pelayanan publik di RSUD Dr. Soegiri Lamongan yang tercover dalam dimensi 
Tangibel, Responsiveness, Reliability dan Assurance telah menunjukkan sisi 
pelayanan yang baik dan memuaskan bagi pasien jamkesmas, berbagai fasilitas 
penunjang dalam pelayanan telah tersedia dalam jumlah yang memadai.  
            Hal ini sebagai bukti tanggungjawab rumah sakit yang memperoleh 
sertifikat ISO untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. 
Penelitian ini merupakan kelanjutan dan pelengkap dari beberapa penelitian 
yang sudah dilakukan. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan 
adalah skripsi dari saudara Sumariyanto Wansca itu membahas mengenai 
implementasi kualitas dari sebuah pelayanan publik. Sedangkan, penelitian 
yang penulis lakukan juga membahas mengenai kualitas implementasi dari 
sebuah kebijakan. Perbedaannya adalah jika saudara Sumariyanto Wansca ini 
yang hendak dilihat berdasarkan implementasinya adalah berkaitan dengan 
kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Sedangkan, penelitian yang 
penulis lakukan adalah ingin mengetahui kualitas kebijakan publik di bidang 
transportasi. 
8.          Skripsi karya Ernawati Desi dengan judul, “Pelayanan transportasi 
publik: studi kasus program bus sekolah gratis menuju Kediri the Service City 

































tahun 2017. Hasil dari penelitian ini, adalah ingin mengetahui mengenai faktor 
– faktor yang melatarbelakangi munculnya program Pemerintah dalam 
membuat program bus sekolah gratis dan juga implementasi berjalannya 
program.  
         Dilihat, berdasarkan faktor – faktor yang melatarbelakangi programnya 
sendiri diketahui ada beberapa faktor diantaranya adalah mengurangi volume 
kepadatan, kendaraan, menekan angka kecelakaan pelajar dan sebagai wujud 
pelayanan jasa transportasi dari Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara. 
Sedangkan, mengenai implementasinya sendiri berjalannya program ini bisa 
dikatakan secara prosesnya baik. Meskipun, ada beberapa hal yang perlu 
ditingkatkan. Diantaranya adalah jumlah bus kota yang masih minimal, 
anggaran biaya perawatan bus sekolah yang terbatas. 
        Persamaan skripsi saudari Desi dengan penelitian yang penulis lakukan 
adalah antara penelitian saya dan penelitian saudari Desi, yakni sama – sama 
membahas mengenai implementasi sebuah program yang ada di sebuah kota. 
Yang itu, juga sama – sama di bidang transportasi. Sedangkan, perbedaan 
skripsi saudari Desi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah skripsi 
yang dilakukan oleh saudari Desi disini itu membahas mengenai pelayanan 





































F. Metode Penelitian  
 
Metode disini dapat diartikan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam 
mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek 
sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan 
masalah23. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan 
untuk memperoleh faktor-faktor dan prisip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis 
untuk mewujudkan suatu kebenaran.24 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian       
   
Pada dasarnya sebuah penelitian dapat dinilai valid setidaknya berdasarkan 
penggunaan metode yang tepat. Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk 
penelitian yang spesifikasinya adalah mengenai studi kasus. Yakni, suatu 
penelitian yang yang bertujuan melakukan studi yang mendalam tentang suatu 
unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir 
dengan baik yang diambil dari sebuah study kasus tertentu. Sedangkan 
pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yakni berusaha 
memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku 
manusia dalam situasi tertentu, yang diambil dari lapangan 25. 
Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif karena bersifat deskripsi dan 
mengecek dasar pertimbangan, implementasi inovasi program suatu kepala 
daerah tertentu di satu wilayah tepatnya kota Surabaya sampai dengan evaluasi 
                                                          
23 Suparmoko, Metode Penelitian praktis Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: 
BPFE, 2007),3 
24 Mardalis, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),24 
25 Sugiyono, Memahami Penlitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabet, 2013),145 

































penyelenggaraan kebijakannya tersebut. Tipe penelitian kualitatif deskriptif 
dengan observasi lapangan ini hendak mendeskripsikan mengenai 
pertimbangan inovasi kebijakan Suroboyo Bus, implementasi sampai dengan 
tataran evaluasi penyelenggaraan inovasi kebijakan Suroboyo Bus tersebut. 
Oleh karena itu, penelitian ini hendak memotret semua proses tersebut yang 
sudah terjadi dilapangan karena kebijakan Suroboyo Bus sendiri sudah berjalan 
sampai saat ini. Maka dari itu, jenis penelitian disini merupakan penelitian 
studi kasus. Yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-lapangan. 
 Dalam penentuan informan digunakan teknik purposive sampling. 
Pertimbangannya karena, secara prinsip purposive sampling adalah teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang pertimbangannya itu 
dilatar belakangi oleh pihak yang menjadi objek sampling yang dipilih adalah 
pihak kunci atau key informan yang dianggap memiliki kredibilitas dan bisa 
menjawab kebutuhan data peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam 
penelitian yang peneliti ajukan disini.  
Dalam konteks ini, informan yang dipilih pertama adalah pihak pengelola 
langsung program Suroboyo Bus. Dalam hal ini adalah dinas perhubungan kota 
Surabaya. Selain, itu peneliti menentukan informan selanjutnya dengan 
wawancara langsung terhadap users/pengguna Suroboyo Bus yang sudah 
pernah menggunakan Suroboyo Bus. kondektur atau supir, dan juga bisa 
petugas penukaran sampah limbah plastik yang ada di halte tertentu (halte 
rajawali dan juga halte purabaya). 

































Langkah selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan kondektur, 
petugas penukaran sampah limbah plastik yang ada di halte tertentu (diantara 
halte rajawali dan juga halte purabaya). Dan juga pemerintahan kota di bagian 
pembangunan kota. Wilayah kota Surabaya, Jawa Timur. Ini, penulis butuhkan 
untuk mendapatkan data mengenai implementasi program Suroboyo Bus ini. 
2. Penentuan Lokasi Penelitian  
  
Dalam lokasi penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian yang 
berkaitan dengan judul penelitian. Adapun lokasi tersebut Pertama, adalah di 
kantor Badan Perencanaan Kota Surabaya. Yang berada di jalan Pacar No.8, 
Ketabang, Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur. Tujuannya, adalah untuk 
melakukan interview dengan bagian eksekutif (yang peneliti nilai sebagai 
pihak yang berperan sebagai decision maker). 
Kedua, adalah di kantor Dinas Perhubungan Bagian Pengelolaan Unit 
Suroboyo Bus yang berada di Jalan Letjen Sutoyo, Bungurasi, Waru Sidoarjo 
Jawa Timur. Tujuannya, adalah untuk melakukan interview dengan operator 
pengelolaan Suroboyo Bus.  
Ketiga, adalah di dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Surabaya yang berada di jalan Yos Sudarso No.18-22, Embong Kaliasin, 
Genteng, Kota SBY, Jawa Timur. Tujuannya, adalah untuk melakukan 
interview dengan komisi B bagian transportasi publik. 
Keempat, adalah di dalam Suroboyo Bus dan halte pemberhentian 
Suroboyo Bus. Secara lokasi, tidak spesifik. Intinya, sesuai dengan halte 
pemberhentian dan mengendarai Suroboyo Bus itu sendiri. Tujuannya, adalah 

































untuk melakukan interview dengan pihak kondektur Suroboyo Bus dan users 
(penumpang) moda transportasi publik, Suroboyo Bus.  
Kelima, adalah di kantor DKRTH di Jalan Raya Menur No.31A, 
Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur dan di halte 
Suroboyo Bus spesifiknya adalah di tempat penukaran sampah botol plastik. 
Dan Secara lokasi, penulis memilih di terminal Purabaya. Yang berlokasi di 
Jalan Letjen Sutoyo, Bungurasi, Waru Sidoarjo Jawa Timur.  
Tujuannya, yang pertama di kantor DKRTH tujuannya adalah untuk 
melakukan interview dengan petugas Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 
Hijau yang memiliki tugas sebagai pihak yang melakukan penyetakan kupon 
dan tiket Suroboyo Bus dan petugas yang bertugas dalam mengumpulkan dan 
mengelola sampah hasil dari limbah botol (hasil bayar) dari masyarakat kota 
Surabaya. Yang kedua, di halte Bungurasih. Karena, di halte tersebut terdapat 
petugas yang memang bertanggung jawab menukar kupon dengan limbnah 
botol plastik, serta mengumpulkan limbah botol plastik dalam dropbox. Yakni, 
tempat berupa tong besar sebagai pengumpulan sampah dari para pengguna 
Suroboyo Bus. 
Keenam, adalah di kantor pusat DKRTH (Dinas Kebersihan Ruang 
Terbuka Hijau).Yang berlokasi di Jalan Raya Menur No.31A, Manyar 
Sabrangan, Mulyorejo, Kota Surabaya Jawa Timur. Tujuannya, adalah untuk 
melakukan interview dengan petugas Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 
Hijau yang spesifik melakukan pengelolaan sampah Suroboyo Bus. 
(pemaksimalan limbah botol sampah). 

































3. Pemilihan Informan  
 
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 
tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam pemilihan informan peneliti harus 
melihat pada kualitas informan yang akan diteliti karena pemanfaatan informan 
untuk memberikan informasi dalam hal berbicara, bertukar pikiran atau 
membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya sangat 
membantu bagi peneliti.  
Dalam penelitian ini penulis memilih informan menggunakan teknik 
purposive sampling, dimana informan yang dipilih sebagai key informan yakni 
Bappeko (Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya). Ini dikarenakan, 
Bappeko penulis nilai sebagai decision maker (pengambil keputusan) yang mewakili 
apa yang diinginkan oleh walikota atau pemerintah kota Surabaya. Pihak yang 
mewakili adalah Bu Nena, sebagai anggota dari Bagian Evaluasi, Penelitian dan 
Pengembangan Bappeko Kota Surabaya.  
Selanjutnya adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagian unit Suroboyo 
Bus dan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Karena, penulis anggap 
sebagai pihak yang paling mengetahui. Dikarenakan, kedua pihak dinas tersebut 
adalah yang menjadi bagian operasionalisasi program transportasi publik Suroboyo 
Bus.  Sehingga, akan lebih mengetahui mengenai berjalan dan mekanisme sistem di 
lapangan tentang Suroboyo Bus.  Pihak –pihak yang mewakili instansi terkait adalah 
Pertama Bapak Riza selaku koordinator / kepala bagian Suroboyo Bus. Kedua, Ibu 
Nissa sebagai pihak yang mewakili DKRTH bagian pemanfaatan sampah. Di luar 
dari Ibu Nissa ada Bapak Eko bagian sekretariat DKRTH yang juga memiliki tugas 

































mencetak kupon pembayaran Suroboyo Bus. Dan yang terakhir yang mewakili 
DKRTH adalah Mas Devalco. Beliau adalah petugas yang melakukan penukaran 
limbah botol plastik menjadi kupon tersebut.   
Dan yang terakhir adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya. 
Spesifiknya Komisi B (bagian pendapatan dan anggaran). Komisi C (bagian 
pembangunan  dan juga membawahi Dinas Perhubungan Kota Surabaya). Penulis, 
anggap sebagai key informan karena secara hukum. Anggota Dewan Perwakilan 
Rayat Daerah Kota Surabaya. Memiliki fungsi trilogi, sebagai perumusan kebijakan 
bersama eksekutif, fungsi penganggaran (memberikan persetujuan anggaran tentang 
sebuah program kebijakan publik) dan fungsi pengendalian atau kontrol. Maksutnya, 
ikut mengendalikan dan mengamati tentang berjalannya program kebijakan yang ada 
di masyarakat kota Surabaya.  Untuk, pihak yang mewakili Anggota DPRD kota 
Surabaya adalah, Untuk Komisi B ada Bapak Edi Rachmat, sedangkan untuk Komisi 
C ada Ibu Camelia Habibah.  
Selain informan diatas, peneliti juga memilih informan yang sekiranya bisa 
menilai juga tentang implementasi dari kebijakan Suroboyo Bus ini. Yakni, penulis 
melakukan interview dengan Users (pengguna). Yang itu, diwakili oleh kalangan 
Mahasiswa Unair dan Mahasiswa Uinsa. Kedua, mahasiswa ini penulis kategorikan 
sebagai Users pengguna Suroboyo Bus yang hanya 1 kali menggunakan Suroboyo Bus. 
Yang lainnya, adalah > 1 kali menggunakan Suroboyo Bus. Mahasiswa Unair diwakili 
oleh Ara. Kemudian, Mahasiswa Uinsa diwakili oleh Lisna. Diluar dari mahasiswa 
tersebut, untuk juga membantu dalam menganalisis implementasi dari sebuah kebijakan 
yang ada. Penulis, juga memilih informan dari pihak kondektur Bus dari Suroboyo Bus 
tersebut.  

































4. Sumber Data dan Jenis Data  
 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Field Reaserch, yang 
artinya sumber data akan diperoleh dari lapangan penelitian, yaitu mencari data 
dengan cara wawancara untuk memperoleh data yang lebih konkrit yang berkaitan 
dengan hal yang diteliti. Adapun sumber data ini ada dua macam, yaitu26: 
1) Data Primer 
Adalah sumber data yang diperoleh dari tangan utama dari 
informan yang memberikan informasi, dan sumber data atau bisa juga 
disebut aktor pelaku. Data primer ini, nantinya penulis dapatkan dari 
pertama Bappeko Surabaya khususnya bagian yang mengetahui 
mengenai transportasi publik. Penulis nilai Bappeko menjadi data 
primer karena, Bappeko penulis anggap sudah mewakili pemerintah 
kota Surabaya sebagai pengambil keputusan (decision maker).  
  Kedua, Dinas Perhubungan secara langsung spesifikasinya di 
bagian transportasi publik (angkutan). Pihak dinas perhubungan, 
peneliti jadikan sebagai data primer karena dinas perhubungan selaku 
pengelola utama program Suroboyo Bus serta pihak yang diajak 
melakukan kajian sharing bersama walikota dan pihak- pihak terkait 
lainnya. Sehingga, kurang lebihnya akan mengetahui penerapan 
Suroboyo Bus selama ini. Selain Dinas Perhubungan, terdapat Dinas 
Kebersihan dan Ruang Hijau (DKRTH). Pertimbangannya adalah 
karena DKRTH juga merupakan petugas operasional berjalannya 
                                                          
26 Ibid,147 

































program Suroboyo Bus. Bersama Dinas Perhubungan, DKRTH juga 
melakukan kajian dengan pemkot bersama stakeholders yang lain. 
Tentang eksistensi transportasi publik, Suroboyo Bus.  
  Ketiga, adalah nggota DPRD kota Surabaya komisi B dan juga 
Komisi C yang bertugas melakukan pembahasan mengenai transportasi 
publik kota Surabaya. Pihak DPRD kota Surabaya Komisi B dan 
Komisi C ini dijadikan data primer karena pihak DPRD kota Surabaya 
disini juga mewakili pemerintah kota Surabaya yang terlibat langsung 
dalam pembahasaran program Suroboyo Bus. Yang dimana, sesuai 
dengan fungsinya yakni ikut dalam merumuskan kebijakan kota 
Surabaya, melakukan fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan.  
 
2) Data Sekunder 
Adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua, yakni 
diperoleh dari referensi buku penunjang, jurnal, internet, dan 
dokumentasi lainnya (seperti transkrip dari stakeholders yang 
mewakili instansi terkait yang penulis nilai berhubungan dengan 
rumusan masalah dalam penelitian. Data penunjang lainnya yang 
memungkinkan penulis dapatkan adalah berasal dari users / pengguna 
Suroboyo Bus.        
 Hal ini, perlu dibuat dikarenakan melihat adanya kebutuhan 
untuk mendapatkan data lain, diluar dari pelaku utama (penyelenggara 
utama). Di luar dari itu semua, pihak-pihak tersebut menurut penulis 

































juga berkontribusi dalam pembeRiant data untuk mengetahui 
berkaitan data itu juga bisa diambil dari legalitas hukum yang 
mendasari hadir – nya program Suroboyo Bus ini. Serta bentuk 
inovasi program Suroboyo Bus itu sendiri.  
5. Teknik Pengumpulan Data 
 
Adapun beberapa teknik yang bisa digunakan untuk 
mengumpulkan data satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan 
hendaknya dipergunakan secara tepat dengan tujuan penelitian. Data 
penelitian yang terkait pengumpulan data yang dipakai adalah27: 
a Observasi 
Dengan observasi dilapangan, peneliti akan lebih mampu 
memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi 
akan diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Metode 
Observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai 
pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-
fenomena yang diselidiki. Tujuan dari metode observasi adalah 
untuk mengamati realitas empirik mengenai keadaan dan 
infrastruktur yang melekat yang ada di Suroboyo Bus tersebut. 
Alasan penggunaan data ini, penulis juga bertujuan untuk 
mengafirmasi mengenai keadaan di lapangan. Mulai dari sistem 
penukaran sampah botol plasti menjadi kupon, kemudian berlanjut 
mengenai sistem pembayarannya bagaimana. Termasuk, juga 
                                                          
27 Ibid,148 

































teknis dalam penggunaan Suroboyo Bus tersebut. Hingga, tataran 
pelayanan di dalam Bus dan juga fasilitas yang bisa diamati secara 
langsung. 
b Interview 
Metode ini adalah alat pengumpul data dengan cara 
berdialog yang dilakukan oleh pewawancara kepada objek 
wawancara untuk memperoleh informasi yang dilaksanakan 
langsung tanya jawab dengan sumber data. Teknik wawancara 
yang digunakan adalah semi terstruktur yang termasuk dalam 
kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih 
bebas dari wawancara terstruktur.  
Tujuan menggunakan wawancara jenis ini adalah untuk 
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak 
wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan 
wawancara dengan teknik ini, peneliti juga akan tetap 
menggunakan pedoman wawancara meskipun teknik ini 
mengharuskan peneliti mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan 
wawancara lebih dalam dan luas.  
Alasannya adalah agar data yang digali nantinya tidak 
terlalu melebar dari topik utama dan tujuan penelitian yang 
sebenarnya. Adapun pihak yang dimaksud untuk wawancara telah 
dijelaskan di bagian penentuan informan. Dalam proses 
wawancara dengan informan yang telah ditentukan terkait dengan 

































judul yang akan dijadikan penelitian, yakni Inovasi Kebijakan 
Transportasi Publik (Studi Kasus Program Suroboyo Bus 
Membayar Dengan Limbah Botol Plastik).  
c Dokumentasi 
Menurut Suharsimi, dokumentasi ialah mencari data 
mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa 
catatan, buku, surat kabar. Yaitu mencari data mengenai hal-hal 
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah 
dan sebagainya.28 Peneliti, disini menggunakan teknik 
pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Karena, penulis 
mengganggap perkembangan kondisi program Suroboyo Bus ini, 
juga bisa diakses dengan melihat transkip dari payung hukum 
terkait, surat kabar, peraturan daerah kota Surabaya, dan 
sebagainya. 
6. Teknik Analisis Data 
 
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, 
dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
                                                          
28 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, 1993),120 

































kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 
lain.29 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. 
Dimana teknik ini menjelaskan data yang sudah diperoleh secara 
menyeluruh. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, 
yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh kemudian 
dikembangkan menjadi hipotesis.30 
Selain itu, model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan 
Huberman yang terdiri dari tiga hal utama atau jalur kegiatan yang akan 
dilaksanakan dari awal sampai selesai yaitu reduksi data (data reduction, 
penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion).31 
a. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengasbstrakan dan transformasi data yang 
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapang.  
b. Penyajian data merupakan penyajian data berupa jenis matrik, 
grafik, jaringan dan juga bagan. Semua dirancang guna 
menggabungkan informasi yan tersusun dalam suatu bentuk yang 
padu dan mudah diraih. 
c. Menarik kesimpulan dalam pandangan Miles merupakan sebagian 
dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 
diverifikasikan selama penelitian berlangsung. 
                                                          
29Sugiyono,Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Penerbit 
Alfabeta, 2008),244 
30 Ibid,245 
31Irfan Islamy, Policy Analisis: Seri monografi kebijakan,(Malang:University Brawijaya,2000),34 
 

































7. Teknik Triangulasi Data  
 
Untuk menentukan sebuah data yang didapat dari teknik pengumpulan 
data, perlu dilakukan uji keabsahan data untuk bisa memastikan data yang 
didapat absah. Penentuan keabsahan data untuk dianalisa oleh penulis 
nantinya menggunakan teknik triangulasi data, Uji kredibilitas data. 
Teknik Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 
sumber dengan berbagai cara.32 Pemilihan teknik triangulasi data didasari 
teknik ini dapat menguji data yang didapatkan penulis dari narasumber 
apakah data didapat ini benar- benar absah. Teknik Triangulasi data yang 
digunakan oleh penulis nantinya dengan teknik triangulasi data sumber. 
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagi sumber. Dari 
definisi tersebut, maka dari teknik pengumpulan data penulis 
menggunakan wawancara nantinya dalam melakukan wawancara perlu 
menggunakan beberapa sumber data dari berbagai macam sumber data. 
Baik, dari sumber data yang bersifat primer maupun sumber data yang 
bersifat sekunder. 
Dari definisi tersebut, maka dari teknik pengumpulan data penulis 
menggunakan wawancara nantinya dalam melakukan wawancara perlu 
menggunakan beberapa sumber data dari informan terkait. Sumber data 
dipilih untuk triangulasi sumber adalah stakeholders atau pihak-pihak 
siapa saja yang itu berhubungan dengan berjalannya inovasi program 
                                                          
32 Ibid,125. 

































Suroboyo Bus ini. Jumlah sumber data digunakan dalam triangulasi data 
sekitar satu hingga empat data dengan pertimbangan sudah cukup 
mewakili data absah karena sudah ada kesesuaian data yang sama antar 
datanya tersebut. 
Triangulasi data ini digunakan oleh peneliti pada fokus penelitian 
dalam tahap penelitian yang melibatkan lebih dari satu orang dalam 
menjawab rumusan masalah yang sudah penulis jadikan sebuah 
pertanyaan dalam penelitian disini. Dari berbagai macam sumber dengan 
teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, melihat 
dokument dan narasi terkait. Nantinya peneliti bisa melakukan validasi 
dengan sebelumnya melakukan proses triangulasi data yaitu triangulasi 
sumber. 
G. Definisi Operasional  
 
Perlu ditegaskan bahwa dalam penelitian ini, penulis mengambil judul 
Inovasi Kebijakan Transportasi Publik (Studi Kasus Suroboyo Bus Membayar 
Dengan Limbah Botol Plastik). adapun beberapa konsep judul yang perlu di cermati 
supaya tidak terjadi kerancuan judul diatas adalah :  
Inovasi                      :  Adalah sebuah kebaruan, hal yang berbeda dari  
                                          sebelumnya / unik (diluar kebiasaan) 
Kebijakan Transportasi : Pemberiant program dari pemerintah (pihak yang  
Publik :        berwenang) yang diberikan kepada masyarakat,  
     untuk mengatasi masalah masyarakat. 
Suroboyo Bus    :  Program kebijakan transportasi publik yang berbentuk  

































bus dalam kota, yang ditujukan untuk masyarakat kota 
Surabaya. Dengan dua trayek Utara – Selatan dan Barat – 
Timur. Dengan memberikan pelayanan gratis, hanya 
menukarkan sampah botol plastik sesuai dengan pewali 62 
kota Surabaya. Dan pelayanan kursi penumpang yang 
dibagi menjadi beberapa kategori (wanita, ibu-ibu 
menyusui, lansia, difabel dan umum). 
Limbah Botol                : Sisa proses produksi,bahan yang tidak mempunyai nilai   
Plastik                              atau tidak berharga atau utama dalam pemakaian. Yang  
                                         Terbuat dari plastik berbentuk botol (bekas air mineral). 
 
H. Sistematika Penulisan 
 
Sesuai dengan masalah yang dibahas, maka seluruh kajian ini terdiri dari lima 
bab yaitu : 
BAB I: PENDAHULUAN 
Sebagai bab pendahuluan, bagian ini memuat tentang Latar 
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Manfaat Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Metode 
Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan. 
BAB II:  KAJIAN TEORI 
Membahas kajian teori yang terdiri dari definisi kebijakan 
publik, Definisi kebijakan transportasi publik, Teori dasar 
pertimbangan pembangunan kebijakan Publik, Teori 

































implementasi kebijakan publik yang unggul, Teori Kebijakan 
Yang Unggul dan Alat ukur kebijakan publik yang unggul. 
BAB III: DESKRIPSI OBYEK  
Gambaran umum tentang Visi – Misi Kota Surabaya (Visi, 
Misi, Tujuan, Sasaran), Profil Dishub (Dinas Perhubungan 
Kota Surabaya), Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya, Profil DKRTH (Dinas Kebersihan Ruang Terbuka 
Hijau Kota Surabaya), Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 
Kota Surabaya, Data Transportasi Publik (Jumlah dan Trayek), 
Kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus. 
BAB IV:  ANALISA DATA 
 Membahas proses analisa antara teori dasar pertimbangan 
kebijakan transportasi publik Suroboyo Bus, Membahas 
analisa implementasi kebijakan transportasi publik Suroboyo 
Bus yang unggul, Membahas analisa keunggulan kebijakan 
transportasi publik Suroboyo Bus. 
BAB V :  PENUTUP  
 Berisikan mengenai penutup dan kesimpulan, saran-saran, 
daftar pustaka dan lampiran – lampiran.  
 
 


































KAJIAN TEORI  
 
A. Definisi Kebijakan Publik  
 
Untuk mempermudah dalam menganalisa sebuah realitas kebijakan publik dalam 
sebuah domain wilayah / daerah tertentu. Maka, langkah yang harus dilakukan adalah 
menggunakan pendekatan teori menurut para ahli. Kaitannya, dengan hal apa yang 
hendak kita cari atau hendak kita teliti tersebut. Dalam konteks ini, yang pertama 
harus dilakukan menurut penulis adalah, perlu mengetahui berkaitan dengan definisi 
dari kebijakan publik. Kebijakan publik  berasal dari kata Public Policy. Menurut 
Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu 
program pencapaian tujuan, nilai - nilai dan praktek - praktek yang terarah.  
Carl J. Friedrick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang 
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 
dengan menunjukkan hambatan -hambatan dan kesempatan - kesempatan terhadap 
pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 
Menurut James E.Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan 
yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku 
atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. 33 
Berdasarkan, penjelasan yang ada diatas penulis menyimpulkan bahwasannya 
kebijakan adalah sebuah putusan dari aktor yang menempati posisi strategis yang 
berkaitan langsung dengan layanan masyarakat. Yang dimana, mereka disini itu 
                                                          
33http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5301-M1.pdf, Diakses pada 
tanggal 26 November 2018 

































memberikan sebuah putusan tertentu. Yang berpengaruh kepada keadaan dari 
kehidupan orang banyak.  
Sedangkan, untuk tahapan kebijakan publik itu sendiri menurut pandangan Ripley 
adalah dimulai dari beberapa hal pertama dimulai dari penyusunan agenda yang 
nantinya akan menghasilkan agenda pemerintah. Setelah itu, butuh formulasi dan 
legitimasi kebijakan sehingga menghasilkan sebuah kebijakan. Kemudian, 
implementasi kebijakan yang menghasilkan tindakan kebijakan. Dan tahap terakhir 
adalah melakukan proses evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak. Hasil 
dari proses ini adalah menghasilkan kebijakan yang baru.34 
Sedangkan, menurut Wiliiam Dunn secara prosedur pembuatan kebijakan publik 
yang efektif prosesnya akan dimulai mulai dari perumusan, forecasting, rekomendasi, 
monitaring sampai tahap terakhir adalah evaluasi. Menurut penulis, secara prinsip 
proses dari prosedur pembuatan kebijakan publik adalah melakukan tahap perumusan, 
kemudian melakukan analisa terkait kebijakan tersebut. Adanya proses evaluasi dan 
terakhir adalah melakukan implementasi berupa kebijakan yang baru. Yang kedua, 
tentu kita ingin membuka lebih dalam mengenai inovasi tersebut. Menurut Harlod 
Laswell dan Abraham Kaplan Inovasi diartikan sebagai suatu ide, produk, informasi 
teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai- nilai, dan praktek-praktek baru atau objek-
objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat.  
                                                          
34 Taufiqurokhman, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden 
Selaku Penyelenggara Pemerintahan. ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo 
Beragama Pers), .22. 

































B. Definisi Kebijakan Transportasi Publik dan Komponennya  
Dari penjelasan sebelumnya, kurang lebih sudah diketahui tentang definisi 
kebijakan publik. Langkah selanjutnya, adalah perlu mengetahui juga mengenai 
definisi kebijakan transportasi publik. Tujuannya adalah untuk mengetahui mengenai 
pemaknaan akan kedudukan dari kebijakan transportasi publik tersebut. Termasuk, 
mengetahui perbedaan esensi kebijakan publik saja, dengan kebijakan publik spesifik 
di bidang transportasi. Kebijakan secara realitas ada yang menyebutkan adalah 
sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap 
pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik.35  
Sedangkan, transportasi menurut KBBI adalah 1 pengangkutan barang oleh 
berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi; 2 perihal (seluk- beluk) 
transpor; 3 pemindahan bahan lepas hasil pelapukan dan erosi oleh air, angin, dan 
es.36 Disisi lain, menurut Dian Fitrianti adalah seperangkat fasilitas berupa barang 
dan jasa yang disediakan untuk kepentingan publik atau masyarakat dalam pelayanan 
pemindahan. Transportasi memerlukan jasa atau fasilitas dasar dan peralatan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelaksanaan fungsi suatu negara atau wilayah, 
misalnya penyediaan lahan, laut dan udara, dan pekerjaan umum sama-sama 
diperlukan dalam sistem transportasi.37  
Yusuf Sumaryana, memandang transportasi adalah bagian dari sistem. 
Artinya, berbicara tentang transportasi itu pasti memiliki komponen – komponen lain 
                                                          
35 Dian Fitrianti Afifah, Neneng Yani Yuningsih. Departemen Ilmu Pemerintahan. CosmoGov Jurnal 
Ilmu Pemerintahan. ISSN 2442-5058.E-ISSN 2540-8674, 335. 
36
 https://kbbi.web.id/transportasi 
37 Awing Asnawi, Diah Fatma Sjoraida, Rully Khairul Anwar. Masalah Dan Dinamika Implementasi 
Kebijakan Publik Tentang Transportasi. CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan. ISSN 2442-5958.E-
ISSN 2540-8674, 207. 

































yang mengikuti. Oleh sebab itu, ia menyampaikan bahwasannya sistem transportasi 
terdiri dari beberapa unsur penumpang, barang, prasarana dan sarana yang 
berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang dimana semuanya seling 
berkatian dan berikatan.  
Dan ia, juga menyampaikan bahwasannya sistem dalam sebuah transportasi 
itu haruslah aman dan nyaman. Karena, hal tersebut sesuai dengan amanat dari 
undang – undang. Bentuk teknis, dari transportasi yang aman dan nyaman itu adalah 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana sistem transportasi yang diimplementasikan. 
Seperti, misalkan disertai fasilitas operator seluler dan perangkat telepon pintar. 
Sehingga, Menjadikan implementasi penggunaan teknologi informasi untuk 
transportasi angkutanperkotaan semakin mudah. 
Sehingga, dari sini penulis mendefinisikan bahwa kebijakan transportasi 
publik adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Pemerintah untuk menjawab 
persoalan publik. Di aspek seperangkat fasilitas berupa barang dan jasa yang 
disediakan untuk kepentingan publik atau masyarakat dalam pelayanan pemindahan. 
Yang idealnya, mengikuti kondisi dan keadaan dari perkembangan jaman. Sehingga, 
spirit menciptakan moda transportasi yang aman dan nyaman itu bisa tercapai.   
C. Teori Dasar Pertimbangan Manajemen Pembangunan Kebijakan Publik38 
Ada beberapa prinsip pokok, yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam 
pembangunan sebuah kebijakan publik. Prinsip ini, bisa dimaknai sebagai dasar 
pertimbangan dalam pembangunan pembuatan kebijakan publik. Diantaranya adalah: 
                                                          
38 Riant Nugroho, „’Public Policy Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan‟‟. 
(Jakarta : PT Gramedia, 2008),247-249 

































1. Pertama, dilandasi prinsip kerjasama tim : teamwork, a team that work. 
Kerjasama tim harus ada di dua tingkat. Pertama, tingkat administrasi publik, 
yaitu melibatkan pihak eksekutif dan legislatif sert perangkat pendukung di 
daerah. 
2. Kedua, dilandasi prinsip pengkreasian nilai (value creation). Bahwa hasil akhir 
dari proses kerja sama tim adalah kemanfaatan optimum bagi para „‟pemegam 
saham‟‟, yaitu rakyat di daerah. 
3. Ketiga, dilandasi prinsip kesinambungan. Bahwa siapa pun kelak yang menjadi 
penguasa baru, tugas pertamanya bukan „‟membongkar kembali bangunan yang 
dibuat pendahulunya‟‟ melainkan melanjutkan atau minimal mengapitalisasi aset 
produktif yang ditinggalkan pendahulunya. 
4. Keempat, dilandasi prinsip konsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan 
yang dimulai dari visi dan misi, dilanjutkan strategi, kemudian implementasi, 
dan ditutup dengan kontrol dan pengendalian, plus semangat reinversi di setiap 
momen pembangunan. Konsistensi tidak identik dengan kekakuan, namun justru 
dengan disiplin. Salah satu disiplin yang diperlukan untuk mempertahankan 
momentum pembangunan adalah disiplin inovasi (discipline of innovation). 
5. Kelima, dilandasi prinsip „‟negara (Pemerintah) kuat dan masyarakat kuat‟‟. 
Jadi, hari ini, di era globalisasi seperti dikatakan Michael E. Porter dalam 
Cimpetitive Advantage Among Nations (1988), peran pemerintah / negara 
(termasuk pemerintah daerah) tidaklah semakin kecul, justru semakin kuat dn 
penting. Penguatan yang terjadi tentu saja tidak mengarah pada „‟strong state 

































and weak society‟‟ (sebuah konsep manajemen, a win-win model). Sebuah 
pemerintah yang „„hanya‟‟ berperan‟‟ fasilitasi semata. 
D. Teori Implementasi Kebijakan Yang Effektif    
 Pendekatan teori untuk menganalisis implementasi kebijakan yang effektif, 
disini penulis mengambil teori Riant Nugroho. Dimana, ia menyampaikan 
bahwasannya untuk mengukur sebuah kebijakan itu efektif ataukah tidak. Dapat 
diukur berdasarkan pertama, tepat sesuai masalah. Kedua, tepat secara 
pelaksanaannya. Ketiga, tepat secara target, keempat tepat secara lingkungan. Dan 
yang terakhir adalah tepat secara proses.39 
1. Tepat sesuai masalah 
Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan ini 
dinilai sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal – hal yang 
memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Disederhanakan 
dengan how excellent is the policy. Sisi keduanya adalah apakah kebijakan 
yang sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak 
dipecahkan. Sisi ketiganya adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga 
yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan 
karakter kebijakannya. 
2. Tepat Pelaksanaannya  
Tepat yang kedua, adalah „‟tepat pelaksanannya‟‟ Aktor implementasi 
kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi 
menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah 
                                                          
39 Ibid, 650-652. 

































masyarakat / swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastkan 
(privatization atau contracting out). Kebijakan – kebijakan yang bersifat 
monopoli, seperti kartu identitas penduduk atau mempunyai derajat politik 
keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya 
diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan 
masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaliknya diselenggarakan 
pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan 
kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau 
dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti 
pembangunan industri – industri berskala menengah dan kecil yang tidak 
strategis, sebaliknya diserahkan kepada masyarakat.  
3. Tepat Target  
Tepat ketiga, adalah „‟tepat target‟‟. Ketepatan berkenaan dengan tiga 
hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan apa yang 
direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau 
tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Di Indonesia contohnya, 
pemberian kredit bersubsidi oleh berbagai departemen yang akhirnya 
overlapping dan saling mematikan di lapangan. Kedua, apakah targetnya 
dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak.  
Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah 
kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada 
dalam kondisi mendukung atau menolak. Sosialisasi kebijakan pertanian di 
kawasan konflik tidaklah salah, namun tidak effektif. Karena, prioritas utama 

































adalah keselamatan nyawa. Pembangunan kawasan industri maju di kawasan 
terbelakang tanpa menyiapkan masyarakatnya menghasilkan penolakan yang 
laten seperti kasus – kasus di Papua (Irian Jaya). Ketiga, apakah intervensi 
implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi 
kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru 
namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama 
tidak effektif dengan kebijakan sebelumnya.  
4. Tepat Lingkungan   
„‟Tepat‟‟keempat adalah „‟tepat lingkungan‟‟. Ada dua lingkungan 
yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara 
perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang 
terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu 
authoritative arrangement yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas 
dari kebijakan, network composition yang berkenaan dengan komposisi 
jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari 
pemerintah maupun masyarakat, dan implementation setting yang berkenaan 
dengan posisi tawar – menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan 
dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. 
Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang 
disebut Calista variabel eksogen, yang terdiri atas public opinion, yaitu 
persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive 
institusions yang berkenaan dengan interpretasi lembaga – lembaga strategis 
dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok 

































kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi 
kebijakan , dan individuals, yakni individu – individu tertentu yang mampu 
memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan 
implementasi kebijakan. 
5. Tepat Proses  
Tepat kelima adalah „‟tepat proses‟‟. Secara umum, implementasi 
kebijakan publik terdiri atas 3 proses, yaitu : 
a) Policy acceptance. Di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah 
„‟aturan main‟‟ yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain 
pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus 
dilaksanakan. 
b) Policy adaption. Di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah 
„‟aturan main‟‟ yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain 
pemerintah menerima kebijakan sebagai tigas yang harus 
dilaksanakan. 
c) Stategis readiness. Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi 
bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street (atau birokrat 
pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan. 
Policy acceptance Policy adoption Strategic readiness 
 Publik memahami 
sebagai sebuah 
„‟aturan main‟‟ yang 
diperlukan untuk 
masa depan. 
 Publik menerima 
sebagai sebuah 
„‟aturan main‟‟ yang 
diperlukan untuk 
masa depan. 
 Publik siap 
melaksanakan atau 
menjadi bagian dari 
kebijakan 
 Birokrat siap menjadi 



































tugas yang harus 
dilaksanakan. 
 Pemerintah menerima 
sebagai tugas yang 
harus dilaksanakan. 
pelaksana kebijakan.  
     Tabel 1.2  
E. Teori Kebijakan Yang Unggul  
Sedangkan inovasi kebijakan, penulis ambil dari teori mengenai kebijakan 
yang unggul. Secara konseptual, teori kebijakan unggul ini adalah teori yang dibuat 
oleh Riant Nugroho yang menjelaskan 3 prinsip utama.40  
Yang pertama, kebijakan haruslah cerdas artinya adanya kebijakan tersebut 
dapat memecahkan masalah pada inti permasalahannya. Kecerdasan membuat 
pengambilan keputusan kebijakan publik fokus pada isu kebijakan yang hendak 
dikelola dalam kebijakan publik daripada popularitasnya sebagai pengambil 
keputusan kebijakan.  
Yang kedua, kebijakan haruslah bijaksana artinya kebijakan tersebut tidak 
menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. 
Kebijaksanaan membuat pengambil keputusan kebijakan publik tidak 
menghindarkan diri dari kesalahan yang tidak perlu.  
Yang ketiga, adalah memberikan harapan. Memberikan harapan kepada 
seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini. 
Dengan memberikan harapan, kebijakan publik bisa akan menjadikan kemiskinan 
menjadi sejarah. Dari ketiga konsep ini, pada akhirnya nanti akan bisa dinilai suatu 
kebijakan publik yang ada di masyarakat bisa dikatakan unggul, biasa, buruk ataupun 
                                                          
40 Ibid, 703-705 

































rusak. Untuk, dapat menilai sebuah kebijakan dikatakan unggul, biasa, buruk ataupun 
rusak. Perlu, adanya alat ukur dari sebuah kebijakan tersebut. 
F. Ulat Ukur Kebijakan Yang Unggul  
 
Jika mengacu pada teori yang penulis gunakan yaitu, teori yang dibuat oleh 
Riant Nugroho, mengenai prinsip dasar kebijakan unggul. Yang meliputi, yang 
pertama kebijakan harus cerdas. Yang kedua, kebijakan harus bijaksana. Dan yang 
terakhir kebijakan haruslah memberikan harapan. Maka, perlu kiranya untuk 
didetailkan berkaitan dengan unsur – unsur yang menyertainya. Agar supaya, dapat 
dengan mudah dipahami dan juga mudah dalam proses analisa di tahap selanjutnya.  
Dalam teori Riant Nugroho menjelaskan bahwa suatu kebijakan bisa dinilai 
sebagai kebijakan unggul. Manakala, memenuhi dari aspek kualitas dalam hal, 
kebijakan tersebut cerdas, kebijakan tersebut bijaksana, kebijakan tersebut 
memberikan harapan. Namun, diluar itu tidak bisa dinilai atau dipredikatkan sebagai 
kebijakan yang unggul. Berikut tabel, berkaitan dengan alat ukur sederhana kualitas 
kebijakan publik.  
Tabel. 5.2 Alat Ukur Sederhana Kualitas Kebijakan Publik41  
Kombinasi Cerdas Bijaksana  Harapan  Kondisi 
Kebijakan  
Kemungkinan Kondisi Negara Di Masa 
Depan 
1. V V V Unggul Mempunyai kepastian yang tinggi untuk 
menjadi negara yang berhasil dan menjadi 
unggul. Meskipun bergantung pada variabel 
pengaruh. Jumlahnya tidak banyak dan 
                                                          
41 Ibid,710. 

































kadar pengaruhnya rendah. 
2. V V 0 Biasa Mempunyai kemungkinan untuk menjadi 
negara yang berhasil, tetapi sulit untuk 
menjadi unggul. Karena, masih bergantung 
pada banyak variabel pengaruh dengan kadar 
pengaruh yang cenderung tinggi.  
3. 0 V V Biasa 
4. V 0 V Biasa 
5. V 0 0 Buruk Bisa bertahan, namun sulit menjadi negara 
yang berhasil. 
6. 0 0 V Buruk 
7. 0 V 0 Buruk 
8. 0 0 0 Rusak Dipastikan merosot dan menjadi negara yang 
gagal atau negara yang tidak dapat 
melindungi warganya sendiri. 










                                                          
42 Ibid, 711-712. 





































A. Visi Misi Kota Surabaya 
 
Sebelum kita membuka mengenai profil dari instansi selaku dinas operasional 
yang menjalankan kebijakan Suroboyo Bus. Kita perlu, mengetahui terlebih dahulu 
mengenai bagaimanakah visi misi kota Surabaya. Hal ini, bertujuan untuk 
mengetahui harapan dan tujuan yang hendak dituju dari kota Surabaya, Yang 
mewakili, wilayah yang membuat kebijakan Suroboyo Bus ini. Atau penulis 
istilahkan sebagai stakeholders yang memegang fungsi decision maker (pengambil 
keputusan). Berikut data yang penulis dapatkan mengenai visi – misi dari kota 
Surabaya. Yang dibawahnya, didetailkan kembali dengan tujuan dan sasaran dari 
pencapaian visi – misi tersebut. 43 
1. Visi  
 
Menuju Surabaya Lebih Baik merupakan kata yang memiliki makna strategis 
dan cerminan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan sesuai dengan 
kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat. Perubahan di tengah jumlah 
penduduk yang terus bertambah membawa tuntutan untuk meningkatkan daya 
dukung kota secara berkelanjutan. Karakteristik penduduk yang terus mengalami 
dinamika, Derajat sumber daya manusia yang harus terus didukung oleh 
peningkatan kualitas lingkungan kota, Pertumbuhan ekonomi yang harus 
                                                          
43 www.surabaya.go.id, Diakses pada tanggal 1 Novermber 2018, pukul 19.15 wib. 

































diimbangi dengan penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di 
kawasan regional dan internasional. Peningkatan partisipasi masyarakat, 
reformasi birokrasi, serta peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas 
pelayanan publik merupakan tiga tantangan yang tidak dapat dipisahkan satu 
sama lain. Secara visinya berarti, Menuju Surabaya Lebih Baik Sebagai Kota 




Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, 
sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan 
berhasil dengan baik. Misi Walikota terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan 
yang penting dalam proses pembangunan di kota Surabaya. Adapun misi yang 
telah ditetapkan adalah sebagai berikut :  
a) Misi membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui peningkatan 
sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, 
mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan 
berkelanjutan.  
b) Misi menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui peningkatan 
aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, 
serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan 
warga.  
c) Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang bermartabat melalui 
pembangunan ekonomi berbasis komunita s yang mengutamakan perluasan 

































akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas 
segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal 
yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.  
d) Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan 
infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang berwawasan lingkungan. 
Dari penjelasan redaksi visi - misi diatas, penulis mengetahui dari proses 
identifikasi yang ada bahwa misi kota Surabaya disini adalah menghadirkan suasana 
kota yang manusiawi melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas 
pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk 
sebesar-besar kesejahteraan warga, ini itu tergambarkan dengan adanya Suroboyo 
Bus. Suroboyo Bus secara fakta, memang meningkatkan kualitas pelayanan publik di 
Surabaya terutama dalam hal transportasi. Sedangkan, pembayaran sampah 
menggunakan botol plastik dan juga armada Suroboyo Bus yang ramah lingkungan.  
Hal ini, juga selaras dengan misi yang keempat. Yakni, Kota Surabaya 
semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata 
yang berwawasan lingkungan. Sebab, infrastruktur yang dibangun sendiri. Juga, ada 
nilai – nilai memberikan edukasi mengenai penjagaan terhadap lingkungan dan tidak 
melakukan kerusakan dalam lingkungan. Jika dihubungkan dengan objek penelitian 
yang penulis pilih. Fenomena Surabaya Bus ini sendiri, bisa jadi adalah mekanisme 
bentuk peningkatan kualitas kota Surabaya dari segi infrastruktur secara fisiknya.  

































B. Profil Dishub (Dinas Perhubungan Surabaya) Sebagai Operasional Suroboyo 
Bus  
Setelah mengetahui, mengenai visi – misi kota Surabaya seperti apa. 
Berikutnya, data ini menjelaskan mengenai Pelaksana operasional dari Suroboyo 
Bus. Yakni, Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tujuannya, adalah dalam rangka 
agar mengetahui mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya 
dalam kebijakan transportasi publik, Suroboyo Bus. Selain itu, penulis juga bisa 
mengetahui mengenai di aspek manakah Dinas Perhubungan Kota Surabaya berperan 
dan memberikan andil dalam operasionalisasi pennyelenggaraan transportasi publik, 
Suroboyo Bus. 
Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan penggabungan dari tiga dinas 
yang ada pada masa sebelum otonomi daerah yaitu Dinas LLAJ (Lalu Lintas 
Angkutan Jalan Daerah), Dinas Terminal, dan Dinas Parkir. Dengan  adanya 
Otonomi Daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan pp No. 25  Tahun 2000 
maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang merupakan 
penggabungan dari tiga Dinas yakni Dinas LLAJ, Dinas Terminal, Dinas Parkir. 
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya awalnya telah diatur sesuai 
dengan PERDA Kota Surabaya No. 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dinas Kota 
Surabaya, yang untuk saat ini diganti dengan PERDA No.8 tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah.Dinas Perhubungan Kota Surabaya beralamat di Jalan 
Dukuh Menanggal no 1 Surabaya.  
Tugas pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 

































Tahun 2008 yakni bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah dalam bidang 
perhubungan,lingkungan hidup, otonomi daerah, pemerintahan  umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Fungsi dari Dinas 
Perhubungan dalam menyelenggarakan tugas yakni merumuskan kebijakan teknis di 
bidang perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, 
melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas yang telah diamanahkan, mengelola 
ketatausahaan dinas, serta melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala 
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain memiliki tugas dan fungsi yang 
telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 91 tahun 2008. 
Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga memiliki Visi dan Misi. Dimana Visi 
dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah terwujudnya transportasi yang 
berkualitas yaitu mengandung pengertian bahwa transportasi diselenggarakan dengan 
handal, efisien, terjangkau, mengutamakan keselamatan pengguna jasa transportasi 
dan menekan tingkat  kecelakaan seminimal mungkin..Misi Sedangkan Misi Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya yakni mengembangkan sistem transportasi perkotaan 
yang terintegrasi di wilayah Kota Surabaya dengan meningkatkan kerjasama antar 
daerah di bidang transportasi. Serta meningkatkan kualitas pelayanan dan 
penerimaan pendapatan asli daerah di sektor transportasi. 

































C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya  
Ket: 
Di luar bagian itu, ada bagian khusus (unit) yang menangani Suroboyo Bus. 
Secara struktur, setelah penulis konfirmasi di bagian angkutan dinas perhubungan 
kota Surabaya. Hal, itu ada di bawah dari Bidang Angkutan. Ditinjau, berdasarkan 
strukturnya sendiri, dari Dishub memang telah membuat satuan khusus yang fokus 
dan konsentrasinya adalah mengurusi berkaitan dengan kelancaran pelayanan 
Suroboyo Bus untuk masyarakat kota Surabaya. Namun, dalam struktur yang 
terjelaskan diatas tidak terjelaskan bidang kerja kepala unit Surabaya Bus tersebut. 
Yang pada saat ini, dikepalai oleh Pak Riza.  
   

































D. Profil DKRTH (Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya) 
 
Setelah mengetahui, mengenai visi – misi kota Surabaya seperti apa. 
Ditambah dengan data mengenai Pelaksana operasional dari Suroboyo Bus. Yakni, 
Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Yang bertujuan dalam rangka agar mengetahui 
mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam kebijakan 
transportasi publik, Suroboyo Bus serta peran dan adilnya dalam penyelenggaraan. 
Selain itu, penulis juga, butuh menjelaskan mengenai pelaksana operasional lainnya 
dalam Suroboyo Bus. Yakni, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbbuka Hijau 
(DKRTH). Hal ini, secara prinsip sama dengan latar belakang Dishub dikaitkan 
yakni, bertujuan untuk mengetahui mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbbuka Hijau (DKRTH).dalam kebijakan transportasi publik, Suroboyo 
Bus serta peran dan adilnya dalam penyelenggaraan.   
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya merupakan organisasi perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 
sub urusan persampahan dan sub urusan air limbah yang berdasarkan Perwali No. 50 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya 
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 


































Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantuan. 
2. Tugas 
a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 
b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c) Pelaksanaan evaluasi dna pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
d) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 
fungsinya.       
Dari penjelasan mengenai  fungsi dan tugas yang dimiliki oleh DKRTH 
diatas. Setidaknya, penulis disini bisa mengetahui bahwasannya DKRTH adalah 
memang instansi dibawah pemerintahan kota Surabaya. Yang memang bekerja 
sesuai fungsi dan tugasnya yakni seputar dinas kebersihan dan tata ruang terbuka 
hijau yang ada di kota Surabaya. Jika, dihubungkan dengan penelitian yang penulis 
lakukan. Menjadi hal yang wajar. Jikalau, pada akhirnya DKRTH ditunjuk bersama 
Dishub sebagai Dinas yang melaksanakan operasionalisasi Suroboyo Bus. Karena, 
secara kedudukan dan fungsinya adalah sesuai, yakni berurusan dengan perawatan 
dan penjagaan terhadap lingkungan hidup. 
Dengan teknis program yakni membayar, menggunakan limbah botol plastik. 
Hal ini, menunjukkan bahwasannya program ini, mengarahkan peran terhadap 
keramahan terhadap lingkungan hidup yang ada. Sehingga, ini masuk dalam ranah 
dan tupoksi DKRTH. Sesuai, dengan penjelasan yang saya jelaskan diatas. Mengenai 

































latar belakang dari adanya DKRTH. Kemudian, selanjutnya berkaitan dengan 
struktur dari DKRTH yang saya jabarkan dibawah ini. Hal itu, sebenarnya dalam 
rangka menunjukkan bahwasannya DKRTH memiliki bagian atau seksi – seksi 
tersendiri. Dalam hal, melakukan tugas dan fungsinya. Sehingga, asumsi 
pekerjaannya dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Berdasarkan, penjelasannya 
adalah sebagaimana berikut ini.  
E. Struktur Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya 
1. Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :  
(a.) Dinas; 
(b.) Sekretariat, membawahi : 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Keuangan. 
(c). Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum, membawahi : 
1) Seksi Ruang Terbuka Hijau; 
2) Seksi Penerangan Jalan Umum; 
3) Seksi Dekorasi Kota. 
(d.) Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi : 
1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana  
2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  
(e) Bidang Kebersihan, membawahi : 
 1) Seksi Pembersihan Jalan dan Padestrian  
 2) Seksi Operasional Pengangkutan Sampah dan Alat Berat 
 

































(f)  UPTD. 
(g.) Kelompok Jabatan Fungsional.44 
 Dari penjabaran mengenai tugas pokok, fungsi, tugas dan struktur dari 
DKRTH. Penulis, mengidentifikasi bahwasannya peran dan andil DKRTH sebagai 
petugas penukaran sampah botol plastik, serta penyedia bak sampah yang ada 
didalam Suroboyo Bus, adalah sesuai dengan Perda dan Perwali kota Surabaya. Yang 
menjelaskan, bahwa DKRTH berkontribusi di aspek penjagaan dan perawatan 
lingkungan kota Surabaya. Selain itu, di aspek strukturnya sendiri. Terdapat struktur 
yang memang bertugas khusus dalam hal penukaran  limbah botol plastik sebagai 
tiket atau kupon penukaran untuk bisa menggunakan transportasi Suroboyo Bus. 
Bidang itu, adalah bidang kebersihan dan perawatan tentang lingkungan yang ada di 
kota Surabaya. Yang didalamnya, membawahi Seksi Operasional Pengangkutan 
Sampah dan Alat Berat. 
F. Data Transportasi Publik Yang Ada di Surabaya (Hitungan Tahun 2018)45  
 
 Data yang ada dibawah ini, menunjukkan mengenai angkutan umum yang 
ada di kota Surabaya. Berkaitan dengan jumlah dan juga trayek yang 
menghubungkannya antara satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Dari data ini, penulis 
setidaknya mengetahui bahwasannya transportasi publik yang ada di kota Surabaya, 
ada beraneka macam (vaRiant). Yang pertama mikrolet (bemo), yang kedua ada 
angkutan taxi, yang ketiga ada angkutan bus kota, yang keempat ada angkutan 
                                                          
44 Diakses dari http://dkp.surabaya.go.id/, tanggal 19 Desember 2018, pukul 19.30 wib. 
45 Diakses dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagian Angkutan tanggal 14 Desember 2018.  

































angguna46. Data ini, masih diluar data angkutan umum berupa taxi online yang 
menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan juga mobil. Banyaknya, 
variasi angkatan ini ditambah dengan hadirnya transportasi publik berupa Suroboyo 
Bus.  
1. Data Jumlah Angkutan Mikrolet dan Trayeknya. 
NO. 
KODE 
    JUMLAH 
TRAYEK 
1 2 3 4 
1 BJ 
Terminal Benowo - Terminal 
Kalimas Barat PP. 
156 
2 BK Bangkingan - Karang Pilang PP. 10 
3 BM 
























Terminal Kalimas Barat/Petekan - 
Manukan Kulon PP. 
82 
10 E 
Petojo - Sawahan/Simo 
Rukun/Balongsari PP. 
97 
11 F Endrosono - Terminal Joyoboyo PP. 143 
12 G 




13 GL Pasar Loak - Gadung PP. 51 
14 GS Gunung Anyar - Sidorame PP. 53 
15 H.2 Pasar Wonokromo - Pagesangan PP. 34 
16 H.2P Pasar Wonokromo - Terminal 48 
                                                          
 
 



































Pasar Kupang - Terminal Benowo 
PP. 
112 
18 IM Terminal Benowo - Simokerto PP. 38 
19 J Terminal Joyoboyo - Kalianak PP. 83 
20 JBMN 




Terminal Joyoboyo - Kalijudan-
Kenjeran PP. 
31 
22 JMK Kenjeran - Kalimas Barat PP. 50 
23 JTK 




Terminal Joyoboyo - Medokan Ayu 
PP. 
99 
25 K Ujung Baru - Koblen Kidul PP. 87 
26 KIP.1 Kutisari Indah - Petojo PP. 22 
27 KIP.2 Kutisari Indah - Petojo PP. 21 
28 L.2 Ujung Baru - Sasak - Petojo PP. 53 
29 LK 




Lakarsantri - Manukan Kulon - 
Terminal Kalimas Barat PP. 
107 
31 M 
Terminal Joyoboyo - Dinoyo - 
Kayun - Terminal Kalimas Barat PP. 
128 
32 N 
Terminal Kalimas Barat - Menur - 
Terminal Bratang PP. 
108 
33 O 




Terminal Joyoboyo - 
Kenjeran/Petojo - Ketintang PP. 
159 
35 Q 








Terminal Kalimas Barat - 
Nambangan - Kenjeran PP. 
42 
38 R.2 
Terminal Kalimas Barat - Teluk 
Langsa - Kenjeran PP. 
4 
39 RBK Rungkut Barata - Kenjeran PP. 34 
40 RDK 
Terminal Dukuh Kupang - Terminal 
Benowo PP. 
46 
41 RT Rungkut - Pasar Turi PP. 76 
42 S 
Terminal Joyoboyo - Terminal 
Bratang  - Kenjeran PP. 
85 


































Margorejo-Terminal Joyoboyo - 
Sawahan - Simorejo PP. 
24 
44 T.2 
Terminal Joyoboyo - 
Kenjeran/Wisma Permai PP. 
82 
45 TV 




46 TWM Tambak Wedi - Petojo - Keputih PP. 10 
47 U 
Terminal Joyoboyo - 
Rungkut/Wonorejo/Joyobekti PP. 
124 
48 UBB Ujung Baru - Terminal Bratang PP. 32 
49 UBK Ujung Baru - Kenjeran PP. 42 
50 V 




Terminal Dukuh Kupang - Kapas 
Krampung - Kenjeran/Karang 
Menjangan PP. 
113 
52 WB Wonosari - Terminal Bratang PP. 71 
53 WK 
Terminal Tambak Oso Wilangun - 
Petojo-Terminal Keputih PP. 
100 
54 WLD 
Wonoarum - Pasar Loak - Terminal 
Dukuh Kupang PP. 
99 
55 WLD.2 
Bulak Banteng - Terminal Dukuh 
Kupang PP. 
5 
56 Y Terminal Joyoboyo - Demak PP. 130 
57 Z 
Terminal Kalimas Barat - Terminal 
Benowo PP. 
129 
58 Z.1 Terminal Benowo - Ujung Baru PP. 116 
JUMLAH 4620 
 




NAMA PERUSAHAAN JUMLAH 




PT. Cipaganti Citra Graha   




PT. Uni Ratna Gading Mandala                25  
5 Merpati  PT. Merpati Wahana Taksi              162  




































PT. Nurimas Taksi                   -  




















PT. Pusaka Nuri Utama (Cabang)             576  
13 Semesta  PT. Indo Semesta Luhur              191  
14 Silver  PT. Para Bathara Surya              197  
15 Surabaya (BB) PT. Surabaya Taksi Utama              352  
16 Virgo  PT. Mandala Satata Gama                58  
17 Wahono Roto  PT. Catur Wahono Roto   
JUMLAH 3.27  
 




OD TRAYEK JUMLAH 
1 2 3 4 
1 A.2 Purabaya – Semut  PP.             6  
2 C 
Purabaya – Darmo – 
Perak PP. 








            18  
5 D 
Purabaya – Bratang 
PP. 
          15  
6 E  
Purabaya - Darmo – 
T.O.W. PP. 
            3  
7 E.1 
Purabaya – Joyoboyo 
PP. 
          15  


































Purabaya - Darmo – 
Semut  PP. 
            4  
9 F 
Purabaya - Diponegoro 
- T.O.W. PP. 
          24  
10 F.1 
Purabaya - Diponegoro 
- Rajawali - 
Diponegoro – 
Purabaya PP. 
            9  
11 P.1 
Purabaya - Darmo - 
Perak (PATAS) PP. 
          23  
12 P.2 
Purabaya - Darmo – 
T.O.W. PP. 
            9  
13 P.4 
Purabaya - Tol Waru - 
Perak (PATAS) PP. 
            7  
14 P.5 
Purabaya - Tol Waru - 
Demak - Semut 
(PATAS) PP. 
          23  
15 P.6 
Purabaya - Diponegoro 
- T.O.W. (PATAS) PP. 
          13  
16 P.7 
Purabaya - Tol 
M.Sungkono - Tol 
Tandes - T.O.W. 
(PATAS) PP. 
            1  
17 P.8 
Purabaya - Tol Waru - 
Tol Tandes - T.O.W. 
(PATAS) PP. 
          13  
18 PAC.1 
Purabaya - Darmo - 
Perak (RMB) PP. 
          34  
19 PAC.4 
Purabaya - Tol Waru - 
Perak (RMB) PP. 
          19  
20 PAC.5 
Purabaya - Tol Waru - 
Demak - Semut  PP. 
(PATAS AC) PP. 
            5  
21 PAC.6 
Purabaya - Diponegoro 
- TOW (PATAS AC) 
PP. 
            2  
22 PAC.8 
Purabaya - Tol Waru - 
Tandes - TOW 
(PATAS AC) PP. 
          13  
J U M L A H 266 
 
 

































4. Data Jumlah Angkutan Serba Guna (Angguna) di Kota Surabaya 2018 
NO. NAMA PERUSAHAAN JUMLAH 
1 Angguna   338 
Jumlah 338 
 
G. Kebijakan Transportasi Publik Suroboyo Bus   
    
Definisi kebijakan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah 1. 
kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan 2. rangkaian konsep dan asas yg menjadi 
garis besar dan dasar rencana dl pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 
cara bertindak (tt pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, 
atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dl usaha mencapai sasaran; 
garis haluan. Publik  menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah orang 
banyak (umum); semua orang yg datang (menonton, mengunjungi, dsb): publik 
merasa puas melihat pertunjukan itu. 
Kebijakan publik sendiri, jika dibahasakan menurut para ahli. Seperti halnya 
Wilian Dunn menyatakan bahwa kebijakan publik yakni suatu daftar pilihan tindakan 
yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara 
lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian 
kriminalitas, dan pembangunan perkotaan. Kemudian, transportasi disini adalah 
membahas mengenai salah satu sektor yang ada dalam sebuah wilayah, yang itu bisa 
diatur dan dikendalikan di bawah pemerintahan kota Surabaya. 
1. Program Suroboyo Bus di Surabaya 
 

































Adalah program dari Pemerintah kota Surabaya. Bekerjasama dengan Dishub 
kota Surabaya. Dimana, Dishub sebagai pelaksana utama. Memberikan program 
inovasi transportasi publik, Suroboyo Bus dengan pembayaran gratis, tanpa uang. 
Melainkan, membayar menggunakan limbah sampah botol plastik. Secara resmi 
program ini masih tergolong baru. Baru, launching tanggal 7 April 2018, bertempat 
di gedung Siola Surabaya dipimpin oleh walikota Surabaya. Ir.Tri Risma Harini. 
Secara sistem dan mekanisme program Suroboyo Bus ini. Bus, ini melintasi wilayah 
Barat dan Timur kota Surabaya. Dari terminal purabaya juanda sampai dengan 
jembatan merah plaza surabaya dan begitu sebaliknya. Payung hukum tentang 
keberadaan Suroboyo Bus ini adalah diambil dari Perwali no. 32 th.2018 tentang 
Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Bus Surabaya. Peraturan Daerah (Perda) 
APBD kota Surabaya tahun 2017. Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Yang Difungsikan Untuk Transportasi Publik. Selanjutnya, di detailkan 
dalam Aturan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dalam Rencana Sistem Angkutan 
Umum Tahun 2018. 
Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018. Tentang kontribusi 
sampah dalam penggunaan layanan bus Surabaya. Dijelaskan, dasar menimbang 
kebijakan ini adalah pertama, bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengurangi 
dampak sampah plastik di Daerah, maka Pemerintah Daerah memberikan fasilitas 
bagi masyarakat yang memberikan kontribusi sampah plastik untuk menikmati 
layanan Bus Surabaya. Kedua, bahwa terkait kontribusi sampah plastik dari 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu diatur tentang penyetoran, 
pengelolaan danpemindahtanganan sampah plastik hasil kontribusi. Ketiga, bahwa 

































berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan 
Layanan Bus Surabaya.  
 
   Gambar 1.1  
2. Kartu Setor Sampah, Tiket Perjalanan dan Aplikasi Go Bis 
 
Gambar 2.1 sebelah kiri adalah Kartu yang didapatkan dari proses penukaran 
sampah / limbah botol plastik. Sedangkan, gambar 2.2 yang disebelah kanan adalah 
tiket Suroboyo Bus yang bisa digunakan sebagai tiket perjalanan menggunakan 
layanan Suroboyo Bus.47 Kemudian, gambar 2.3 dibawahnya adalah menjelaskan 
tentang  kanan adalah aplikasi Go Bis yang bisa didownload oleh users di playstore. 
Untuk, mengetahui keberadaan Bus dan halte pemberhentian Suroboyo Bus.48 3 
Gambar yang ada dibawah ini, bertujuan untuk mengetahui tentang fasilitas lain – 
lain yang ada dalam Suroboyo Bus itu sendiri. Fasilitas lain - lain yang ada dalam 
Suroboyo Bus,seperti yang ada dalam gambar di bawah ini menunjukkan mengenai 
                                                          
47 https://www.webstagram.one/tag/suroboyobus, Diakses tanggal 11 Januari 2019, pukul 16.30 wib. 
48 https://www.instagram.com/suroboyobus/, Diakses tanggal 16 Desember 2018, pukul 20.00 wib. 

































pelayanan publik Suroboyo Bus. Yang operasionalisasinya dipegang oleh Dishub 
dan juga DKRTH.   
       
Gambar 2.1     Gambar 2.2 
   
Gambar 2.3 
3. Fasilitas Suroboyo Bus dan Gambaran Kapasitas Penumpang Dalam Bus 
  
Gambar 3.1 sebelah kiri adalah menunjukkan mengenai spesifikasi yang ada 
dalam Bus. Maksutnya, bangku Suroboyo Bus sendiri itu terdiri dari beragam jenis. 

































Dengan spesifikasi sesuai dengan yang terjelaskan dalam gambar kanan. Kurang 
lebih 30 pengguna motor, sudah bisa terwakili dengan hanya penggunaan 1 bus, 
Suroboyo Bus.49Kemudian gambar di sebelah kanan gambar 3.2, itu menggambarkan 
mengenai spot kursi yang ada dalam Suroboyo Bus. Yang itu, terdiri dari beragam 
kualifikasi. Diantaranya adalah ada bangku khusus perempuan yakni bangku yang 
dikhususkan untuk perempuan. Ada bangkus prioritas bangku ini dikhususkan untuk 
lansia, ibu hamil dan ibu menyusui.  
Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan bangku umum yakni 
bangku ini diperuntukkan untuk laki – laki dan perempuan.  Secara keseluruhan, 
memang bangku dari Suroboyo Bus ini jika ditinjau berdasarkan jumlah kapasitasnya 
adalah berjumlah 67 orang. Dengan komposisi diantaranya adalah ada 12 bangku 
khusus perempuan,  4 bangku untuk prioritas, 25 untuk bangku umum, dan 26 untuk 
penumpang berdiri. Adanya, kedua gambar ini adalah bertujuan untuk mengetahui 
mengenai fasilitas yang ada di Suroboyo Bus. Mulai dari wujud dan bentuk armada. 
Kemudian, juga kursi penumpangnya yang itu terdiri dari beberapa pengkatagoRiant. 
Darisini, penulis juga bisa memahami mengenai fasilitas dari Suroboyo Bus. Dan 
secara tidak langsung yang membedakan fasilitas angkutan umum ini, dengan 
angkutan umum yang selainnya.  
                                                          
49 https://www.instagram.com/suroboyobus/, diakses pada tanggal 16 Desember 2018, Pukul 20.00 
wib. 

































         
    
Gambar 3.1     Gambar 3.2 
4. Limbah Botol Plastik Sebagai Alat Penukaran Layanan 
 
Alat bayar transportasi publik Suroboyo Bus, adalah menggunakan limbah 
(sampah) botol plastik. Dalam operasionalisasinya sendiri, operator Suroboyo Bus. 
Dan juga dipertegas dalam Perwali no. 67 tahun 2018 tentang kontribusi sampah 
dalam layanan Bus Surabaya. Prasyarat tata cara konstribusi sampah. Pertama, setiap 
calon penumpang Bus Surabaya harus menyerahkan sampah untuk mendapatkan 
layanan Bus Surabaya. Kedua, Penyerahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditukar dengan sejumlah poin yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan 
layanan Bus Surabaya. Ketiga, setiap 1 poin (berlaku kelipatannya) akan diberikan 
untuk sampah dengan jumlah:  
a. 3 (tiga) buah botol plastik bekas ukuran besar (kapasitas > 1000 mL);  
b.  5 (lima) buah botol plastik bekas ukuran sedang  (kapasitas s/d 1000 mL); atau 
c. 10 (sepuluh) buah gelas plastik air kemasan bekas. 

































Penyerahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di 
beberapa tempat penukaran antara lain terminal, halte dan/atau Bus Surabaya  yang 
telah dilengkapi dengan fasilitas penukaran. Gambar 4.1 dibawah ini, setidaknya 
menjelaskan mengenai realitas mengenai limbah botol plastik yang dimaksud.  
 
    Gambar 4.1 
 
5. Data Total Limbah Botol Plastik  
 
Data gambar 5.1 dibawah ini adalah berkaitan dengan data limbah botol 
plastik, selama pengelolaan Surabaya Bus. Dari awal, berjalannya program Surabaya 
Bus. Sampai dengan pergantian tahun, yakni di awal bulan Januari 2019.  
Berdasarkan, gambar dibawah ini, diketahui mengenai banyaknya bobot botol plastik 
yang selama ini dikumpulkan dari pembayaran sampah botol plastik yang ada di 
DKRTH. Selama periode berjalannya Suroboyo Bus. Periode 10 April 2018 – 09 

































Januari 2019. Diketahui, bahwa total beratnya adalah 57. 122, 01 Kg. Jumlah ini 
adalah jumlah yang cukup besar. Jika, diubah menjadi satuan ton. Maka, hasilnya 
kurang lebih adalah 57,12201 ton. Ini, menunjukkan, jumlah peminat Suroboyo Bus 
cukuplah banyak. Atau, mendapatkan respon positif dari masyarakat.  
  
 Gambar 5.1   
6. Gambar Trayek Suroboyo Bus  
 
Trayek Surabaya  Bus sendiri, terbagi menjadi 2 besaran. Terjelaskan, dalam 
gambar 6.1 dibawah ini. Yang pertama, adalah Halte yang menghubungkan antara 
rute Barat menuju Timur. Yang kedua, adalah halte yang menghubungkan antara 
utara menuju Selatan.  Secara garis besar, jalur Suroboyo Bus dengan rute Barat 

































menuju Timur, secara halte utama yakni dari Terminal Purabaya sampai Halte 
Rajawali. Berlaku sebaliknya, yakni Halte Rajawali menuju Halte yang ada di 
Terminal Purabaya. Sedangkan, untuk rute jalur Utara menuju Selatan yakni Halte 
ITS menuju halte Unesa. Berlaku sebaliknya, yakni Halte Unesa menuju Halte ITS. 
Gambar trayek Bus ini berguna untuk mengetahui mengenai trayek atau halte mana 
saja yang dilewati oleh Suroboyo Bus dan perbedaan dengan angkutan transportasi 




     
 

































7. Anggaran Transportasi Dishub Diambil Dari APBD Kota Surabaya50 
 
Data di bawah ini, adalah data mengenai anggaran transportasi Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya di bidang transportasi. Anggaran Suroboyo Bus, sendiri 
masuk dalam anggaran total yang ada sebanyak Rp. Rp. 46. 255.926.305 ini. Tidak ada 
data kongkret, memang mengenai anggaran detail Suroboyo Bus. Hanya saja, 
berdasarkan data yang ada di bawah ini. Penulis menjadi tahu bahwasannya anggaran 
transportasi sendiri memang dialokasikan dari APBD kota Surabaya. Dari data yang 
ada, secara hitungan matematis APBD kota Surabaya adalah sebesar 9,3 triliun.51 
Angka, 9,3 triliun sendiri, jika diambil Rp. 46. 255.926.305 maka, prosentasenya kira – 
kira sebanyak 2 % dari seluruh total anggaran untuk pembangunana kota Surabaya. 
Nama Kegiatan Kebutuhan Anggaran 
Penyelenggaraan Transportasi Umum 
Perkotaan 
Rp. 46. 255.926.305 
Honorarium Tim Pengadaan Barang 
dan Jasa 
Rp. 5.100.000 
Honorarium Operasional Kegiatan Rp. .8.400.000 
Honorarium Pegawai Honorer Tidak 
Tetap 
Rp. 229.817.648 
Penunjang Kinerja Kegiatan Rp. 443.738.915 
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp. 1.494.020 
Belanja Pakai Habis Perlengkapan 
Kebersihan 
Rp. 26.338.400 
                                                          
50 Draft Komisi C DPRD Kota Surabaya, Diakses tanggal 18 Desember 2018, pukul 11.00 wib. 
51 https://jatim.antaranews.com/berita/267238/apbd-kota-surabaya-2019-capai-rp94-triliun, Diakses 
tanggal 2 Desember 2018, pukul 18.00 wib. 

































Belanja Bahan Bakar Minyak Gas Rp. 6. 511.600.000 
Belanja Pakai Habis Bahan Makanan 
dan Minuman 
Rp. 990.000 
Belanja Pakai Habis Perlengkapan 
Komputer dan Printer 
Rp. 123.596.000 
Belanja Pakai Habis Perlengkapan 
Kantor Rumah Tangga  
Rp. 42.220.200 
Belanja Perlengkapan Sarana 
Prasarana Lalu Lintas  
Rp. 5.412.000 
Belanja Pakai Habis Perlengkapan 
Mesin, Angkutan, dan Alat Berat 
Rp. 339.722.900 
Belanja Dokumentasi  Rp. 255.750 
Belanja Telepon Rp. 27.324.000 
Belanja Surat Kabar / Majalah Rp. 1.584.000 
Belanja Kawat / Faksimal / Internet Rp. 11.000.000 
Belanja Jasa Publikasi  Rp. 732.160 
Belanja Cetak  Rp. 120.151.350 
Belanja Penggandaan  Rp. 1.265.000 
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 839.058 
Belanja Makanan dan Minuman 
Diklat, Seminar, Lokakarya dan 
Sejenisnya  
Rp. 18.520.700 
Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan 
Pelindung Kerja  
Rp. 36.191.100 
Belanja Pakaian Khusus  Rp. 10.241.000 
Belanja Kursus – Kursus Singkat / 
Pelatihan  
Rp. 7.500.000 
Belanja Diklat / Seminar / Semilokal / Rp. 10.800.000 


































Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rp. 180.000.000 
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen  Rp. 173.400.000 
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Rp. 590.103.900 
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 
Rumah Tangga  
Rp. 272.758.750 
Belanja PembeRiant Hadiah  Rp. 15.597.000 
Belanja Jasa Operasional SKPD Rp. 6.494.173.954 
Belanja Model Pengadaan Alat 
Angkutan Darat Bermotor  
Rp. 30.052.000.000 
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah 
Tangga  
Rp. 7.920.000 
Belanja Modal Pengadaan Komputer 
dan Perlengkapannya  
Rp. 485.138.500 
 
8. Jumlah Armada Suroboyo Bus       
   
Jumlah Armada Suroboyo Bus mengalami peningkatan dari awal kali 
launching. Hingga, sampai saat ini. Di awal kali, launching jumlah armada Bus 
berjenis Suroboyo Bus ini adalah sejumlah 10 armada. Dengan penjelasan 8 milik 
Pemerintah Kota Surabaya. Dan 2 bantuan dari CSR (pihak swasta). Perbedaan 
antara kedua jenis armada ini dapat dilihat berdasarkan bentuk fisiknya. Gambar fisik 
yang membedakan antara Bus milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Bus Milik 
CSR. Bisa diakses dalam tabel 1.1. Intinya, jika Bus milik pemerintah kota Surabaya. 
Bentuk fisik Bus – nya berwarna merah dan tidak bertingkat. Sedangkan, Bus yang 
termasuk bantuan dari CSR adalah menggunakan Bus bertingkat dengan varian 
warna kuning. Jumlah Armada Bus ini, mengalami penambahan. Tepatnya, pada 
awal tahun 2019. Atau pada tanggal 4 Januari 2019. Bertambah menjadi 10. 
Sehingga, secara keseluruhan jumlah Suroboyo Bus adalah ada sebanyak 20 armada. 

































Dengan ketentuan, 2 bertingkat. Dan 18 yang itu, memiliki spesifikasi tidak 
bertingkat. Tetapi, secara keseluruhan kedua jenis Bus tersebut. Sama – sama 
berjenis low dheck.52  
9. Dasar Hukum Suroboyo Bus        
  
Data berkaitan dengan dasar hukum Suroboyo Bus disini, menjadi perlu 
ditampilkan.adalah dalam rangka agar penulis bisa mengetahui mengenai payung 
hukum / legitimasi tentang adanya kebijakan transportasi publik Suroboyo Bus yang 
ada di Surabaya. Dari payung hukum ini, juga menjawab dan menjelaskan bahwa 
program kebijakan transportasi publik ini adalah bersifat legal. Berdasarkan, data 
yang penulis akses. Diketahui, bahwasannya pada, tanggal 30 Oktober 2018 
diundangan oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan. Dan 
ditandatangai oleh Pemerintah kota Surabaya Walikota Ibu Tri Rismaharini. Belau 
menetapkan, mengenai Perwali nomor 67 tahun 2018 tentang kontribusi sampah 
dalam penggunaan layanan bus Surabaya53. Dasar menimbang  : 
a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengurangidampak sampah plastik di 
Daerah, maka Pemerintah Daerah memberikan fasilitas bagi masyarakat yang 
memberikan kontribusi sampah plastik untuk menikmati layanan Bus 
Surabaya; 
b. Bahwa terkait kontribusi sampah plastik dari masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tentang penyetoran, pengelolaan dan 
                                                          
52
 https://regional.kompas.com/read/2019/01/04/22382251/risma-tambah-10-unit-suroboyo-bus-
minggu-ini-bakal-dioperasikan, diakses tanggal 11 Febaruari 2019 , pukul 07.30 wib. 
53 https://jdih.surabaya.go.id/, diakses tanggal 1 November 2018, pukul 17.30 wib. 

































pemindahtanganan sampah plastik hasil kontribusi sampah dalam 
penggunaan layanan Bus Surabaya. 
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kontribusi Sampah 
dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya. 
Dengan mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4851); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Berita Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

































(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 96 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5025); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5533); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5594); 
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengelolaan Sampah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274) 
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

































Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita 
Negara Tahun 2011 Nomor 933); 
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah 
(Berita Negara Tahun 2012 Nomor 804); 
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang 
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 
2036); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547); 
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5); 
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 10); 

































19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah 





















































ANALISA DATA  
  
A. Analisis Dasar Pertimbangan Program Suroboyo Bus  
  
Sebelum, menganalisa berkaitan dengan dasar pertimbangan program Suroboyo 
Bus. Disini, penulis akan membahas mengenai prinsip informasi yang disampaikan oleh 
informan – informan yang sudah penulis jadikan sebagai sumber data. Tentunya, 
dihubungkan dengan rumusan masalah yang hendak penulis jawab nantinya. Rumusan 
masalah yang penulis angkat sendiri, ada 2 hal. Yakni, berkaitan dengan dasar 
pertimbang dari adanya Suroboyo Bus dan juga, bentuk inovasi program dari Suroboyo 
Bus itu sendiri secara wujud dan implementasinya seperti apa, sehingga penulis bisa 
mengukur aspek kualitas dari kebijakan transportasi publik itu seperti apa, apakah masuk 
dalam kategori kebijakan publik yang unggul ataukah tidak.  
Prinsip untuk menjawab rumusan masalah pertama, berkaitan dengan dasar 
pertimbangan adanya program Suroboyo Bus, jika ditelisik berdasarkan beberapa 
sumber data diantaranya penulis ambil dari Dinas Perhubungan Spesifikasinya adalah 
Bappeko, Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bagian Kepala Unit Suroboyo Bus, Dinas 
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Surabaya. Spesifikasinya adalah Komisi B dan C. Penulis, mengambil dari sumber 
data tersebut, kami penulis anggap dari pihak – pihak tersebutlah data berkaitan dengan 
latar belakang lahirnya program Suroboyo Bus bisa diketahui.  
Pertimbangannya adalah Yang pertama, Bappeko mewakili sebagai pihak yang 
berperan sebagai decision maker (pengambil keputusan). Sehingga, tau sebab muasal 
adanya program kebijakan ini. Yang kedua,  Dishub dan DKRTH mewakili sebagai 

































pihak yang berperan sebagai petugas operasional dari program Suroboyo Bus itu sendiri. 
Sehingga, secara sistem dan mekanisme berjalannya terutama dalam hal teknis di 
lapangan bisa mengerti tentang program Suroboyo Bus. Yang ketiga, Anggota DPRD 
Kota Surabaya dari Komisi C dan Komisi C. Pertimbangannya, karena DPRD memiliki 
3 fungsi, fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dan dalam hal adanya inovasi 
program Suroboyo Bus ini, DPRD memang memainkan peran sebagaimana fungsinya 
tersebut. 
Dasar pertimbangan lahirnya program Suroboyo Bus, jika ditelisik berdasarkan 
beberapa sumber data diantaranya penulis ambil dari Dinas Perhubungan Spesifikasinya 
adalah Bappeko, Bagian Kepala Unit Suroboyo Bus, Dinas Kebersihan dan Ruang 
Terbuka Hijau. Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. 
Spesifikasinya adalah Komisi B dan C. Jika, di data maka seperti berikut ini. Dari 
beberapa informan yang penulis dapatkan, penulis mengidentifikasi bahwasannya 
pertimbangan adanya Suroboyo Bus. Pertimbangan pertama, adalah karena memang 
melihat tugas pemerintah kota Surabaya yang itu, memiliki kewajiban untuk 
menyediakan transportasi / angkutan umum yang nyaman bagi masyarakat. Data ini, 
penulis dapatkan dari Badan Perencanan Dan Pembangunan Kota Surabaya (Bu 
Nena), Menurutnya :  
„‟Iya, itu diatur dalam undang – undang. Karena kita belum siap, 
belum menyiapkan apa – apa kan waktu itu. Badan usaha belum punya, tapi 
kita sudah janji ke masyarakat apalagi komitmen pemimpin kita kan tidak 
akan mengingkari janji. Pimpinan kita kan, apalagi untuk masyarakat untuk 
pelayanan. Kalau bisa, kita kasihkan apapun.Ya, termasuk Suroboyo Bus itu 
tidak papa, kita gratiskan. Tapi, untuk edukasi kemarin itu ada wacana. 
Gimana, kalau bayarnya pakai botol, maksutnya sampah gitu. Sampah apa 
yang boleh, maksutnya sampah yang ringkes gitulah istilahnya. Kita 
alternatifkan pakai botol plastik. Sambil edukasi ke masyarakat untuk recycle 
sampah.‟‟54 
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Pernyataan dari Bappeko yang menjelaskan bahwa penyediaan sarana 
transportasi publik diatur dalam undang – undang. Kemudian, juga ditemukan 
penjelasan bahwa sebelumnya kita sudah punya janji ke masyarakat apalagi 
komitmen pemimpin disini tidaklah mengingkari. Menurut penulis, disini 
menunjukkan bahwasannya bentuk tanggung jawab dalari seorang pemimpin dalam 
hal ini walikota Surabaya kepada masyarakatnya di kota Surabaya. Terlebih status 
walikota secara substansi tugasnya memanglah untuk mengabadikan kinerjanya 
untuk masyarakat. Hal inipun juga relevan dengan visi – misi dari pemerintah kota 
Surabaya.  
Terutama, misi yang ke 2 dan 4. Dimana, dalam misi 2 kota Surabaya. 
Disebutkan bahwasannya hal ini bertujuan dalam rangka menghadirkan suasana kota 
yang manusiawi melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan 
publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar 
kesejahteraan warga. Jadi, ada aspek peningkatan kualitas pelaynn publik disana. 
Dan kehadiran Suroboyo Bus itu mampu menjawab akan hal tersebut. Dalam misi 
yang ke 4 disebutkan bahwasannya ada keinginan dimana, Pemerintah kota memiliki 
misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan 
infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang berwawasan lingkungan. 
Menghadirkan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan dan 
memberikan edukasi dari penerapan menjaga lingkungan. Menurut penulis, ini sesuai 
dengan misi yang sudah tersusun diatas tersebut.Pernyataan Bappeko yang ada diatas 
pun, juga diafirmasi oleh Dishub. Yakni, menurut Pak Riza Adha K menyampaikan : 

































„‟Adanya Suroboyo Bus, mengacu kepada UU. no.22 tahun 2009, 
tentang adanya klausul yang berbunyi Pemerintah daerah wajib menyediakan 
transportasi / angkutan umum yang nyaman bagi masyarakat. Bersamaan dari 
situ, Pemkot punya gagasan mengenai RSAU (Rencana Sistem Angkutan 
Umum). Langkah yang dilakukan adalah Pertama, Rekstrurisasi / diperbaiki 
dengan baik, angkutan – angkutan umum. Sesuai dengan demand. Nantinya 
semua angkutan umum di kota Surabaya itu yang saat ini seperti driver-drive 
lyn yang tidak jelas setoran dan pendapatannya. Itu nanti kita akan bina, nanti 
akan kita lakukan pembenahan kembali. Yang kedua, mengkaji adanya 
transportasi massa berbentuk bus.‟‟55 
 
Dari pernyataan diatas, penulis mengidentifikasi adanya kesamaan 
antara pernyataan yang disampaikan oleh Bappeko dengan apa yang 
disampaikan oleh Dishub Bag. Suroboyo Bus. Pak Riza, selaku Kepala Unit 
menyampaikan bahwasannya Suroboyo Bus adalah bagian dari amanat UU 
no. 22 tahun 2009 uang dimana, disana tertuliskan bahwasannya pemerintah 
daerah wajib menyediakan transportasi / angkutan umum yang nyaman bagi 
masyarakat.  
Wajib secara hukum, bis dimaknai harus dilakukan, dan tidak bisa 
dibatalkan. Dan hal ini, faktanya sudah dilakukan oleh Pemkot kota 
Surabaya. Dimulai dari pembahasan RSAU dimana spiritnya adalah 
rektrurisasi (diperbaiki angkutan umum yang tua), sesuai dengan demand. 
Dan yang kedua, adalah dengan pembuatan adanya transportasi publik yang 
berbentuk Bus ini. 
Selain, Dishub pernyataan yang hampir sam juga disampaikan oleh Anggota 
DPRD Kota Surabaya, Komisi B, Pak R. Edi Rcachmat, SE, MM. Beliau 
menyampaikan bahwa : 
                                                          
55 Pak Riza, Kepala Unit Suroboyo Bus Dishub Surabaya. Wawancara, Surabaya, 28 November 2018. 

































„‟Adanya Suroboyo Bus, supaya masyarakat itu sadar. Untuk 
membuang sampah pada tempatnya. Terutama, sampah plastik ya. Yang 
susah diurai. Jadi memang itu, tidak ada Perdanya. Itu hanya aturan walikota 
saja. Itukan inovasi.‟‟56 
 
 Pernyataan bahwa Suroboyo Bus, tidak ada perda dan hanya aturan walikota 
saja. Menurut penulis disini adalah bentuk dari implementasi tanggung jawab 
seorang eksekutif (dalam konteks) ini adalah pemerintah kota kepada daerah / 
wilayah yang dikelolanya, yakni kota Surabaya. Sebab, adanya Perwali adalah 
bentuk kepedulian seorang walikota terhadap sebuah masalah yang dirasakan oleh 
masyarakatnya. Dan itu adalah solusi untuk menanganinya. Baik, yang sifatnya 
mencegah atau memecahkan secara langsung.  
 Pertimbangan yang kedua, adalah mengenai jenis dan bentuk Bus – nya 
sendiri itu jenisnya Low Deck. Sejajar padestrian dan halte. Mengadaptasi Bogota 
dan negara-negara lain. Hal ini, penulis dapatkan dari beberapa data wawancara 
diantaranya menurut pernyatan Bu Nena Bappeko, yakni : 
„‟Tapi, memang kita banyak study banding ke negara – negara maju 
ya. Jadi, memang desain Suroboyo Bus itu ya mengakomodir Inggris kalau 
tidak salah itu. Mengadaptasi Inggris yang Alexander Denis atau apa itu. 
Alecander Denis itu, produk yang ada di Inggris. Cuma kita sih, produk 
Mercy yang ada di Indonesia itu.‟‟57 
   
 Dari penjelasan Bu Nena yang mewakili Bappeko. Didapatkan data, 
bahwasannya desain Suroboyo Bus disini diawali dengan study banding ke negara – 
negara maju terlebih dahulu. Kemudian, desainnya sendiri juga mengakomodir Inggris. 
Kalau tidak salah Inggris. Yakni, Alexander Denis. Perbedaannya, dengan Indonesia 
adalah Indonesia produknya dari Mercy. Dari penjelasan yang ada diatas itu. Secara 
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umum, penulis melihat ada kesamaan di aspek desain Suroboyo Bus yang berbentuk low 
deck itu sebenarnya adalah bentuk adptasi dari negara – negara maju yang ada di dunia 
yang sudah menerapkan sebelumnya.  
 Selain data diatas, fakta lain penulis dapatkan. Ketika menyimak pernyataan dari 
Anggota DPRD Kota Surabaya Komisi C, Bu Habibah yang menyampaikan bahwa :  
„‟Membudayakan masyarakat untuk menjaga lingkungan itu dengan 
membayar bus. Bus bukan yang old, tapi yang millineal. Dan plat kuning yah, 
bukan plat merah. Karena, kalau merah sehingga, kita tidak bisa terlalu 
intervensi disana. Tapi, kalau itu adalah transportasi kita, kita bisa 
memfreekan itu tadi.‟‟58 
 
 Dari pernyataan yang ada diatas, penulis menggaris bawahi kata bus bukan 
yang old tapi yang millenial. Secara makn, definisi dari millenial adalah generasi 
kekinian yang terpapar kecanggihan teknologi. Generasi millenial adalah generasi 90 
an keatas hingga sekarang, yang dimana penggunaan internet di masa ini sudah 
sangat familiar sekali. Bisa dikatakan bahwa millenial disini bisa menggantikan 
makna modern. Jika, dihubungkan dengan pernyataan dari Bu Habiba terkait dengan 
Bus.  
Maka, pernyataan ini merujuk kepada kualitas wujud Suroboyo Bus itu bukan 
berkualitas yang lalu – lalu, melainkan yang baru (yang kekinian / mengikuti 
perkembangan zaman). Dari pernyataan ini, penulis mengidentifikasi bahwasnanya 
adanya kesamaan apa yang disampaikan oleh Bu Habiba dengan pernyataan dari 
Bappeko maupun Dishub. Kesamaan itu, ada di aspek desain Suroboyo Bus itu, ada 
dalam hal sesuai dengan perkembangan zaman, low dheck mengikuti negara – 
negara maju, serta modern, tidak old. 
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Melihat dari apa yang penulis jelaskan dalam indikator berupa alasan - alasan 
yang ada diatas berpijak pada data yang terjelaskan dalam teknik triangulasi, jika 
dihubungkan dengan pembacaan mengenai pertimbangan sebuah kebijakan 
transportasi publik. Penulis mendapati sebuah kesimpulan bahwasannya, salah satu 
pertimbangan adanya kebijakan transportasi publik Suroboyo Bus adalah Pemerintah 
kota Surabaya (Daerah), memang memiliki kewajiban untuk menyediakan 
transportasi angkutan yang nyaman bagi masyarakat. 
Jika, ini dihubungkan dengan teori yang penulis gunakan. Dari kelima prinsip 
dasar perumusan manajemen kebijakan yang berbasis kemajuan. Ada prinsip dimana 
menurut penulis hal ini, sesuai dengan indikasi yang penulis dapatkan dari hasil 
penelitian. Yakni, dalam membuat kebijakan publik, berdasarkan manajemen 
pembangunan. Salah satu poinnya adalah dibutuhkan, sebuah pemerintah yang kuat. 
Jadi, Peran Pemerintah termasuk daerah semakin kuat dan penting. Kuat dan penting, 
penulis maknai disini adalah dalam membuat kebijakan – kebijakan publik tersebut 
adalah sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi setiap pemerintah. Baik, pusat 
ataupun daerah.  
Dan dalam konteks kebijakan transportasi Suroboyo Bus. Hal ini, adalah 
salah satu bentuk aplikasi penerapan manajemen dimana pemerintah haruslah 
berperan dan memberikan memberikan arti (penting) tentang keberadaannya kepada 
masyarakat. Indikasi, diatas sudah mewakili hal ini. Jadi, melaksanakan kewajiban 
itu dalam rangka. Pemerintah sadar bahwa untuk menciptakan masyarakat yang kuat. 
Haruslah, memiliki Pemerintahan yang kuat pula.  

































Kemudian Pertimbangan kedua, Melihat dari konsistensi dari apa yang 
disampaikan dari informan. Berkaitan dengan pertimbangan lahirnya Suroboyo Bus. 
Disini, penulis juga melihat bahwa faktor jenis Bus bertipe Low Dheck. Itu, menjadi 
sebab mengapa desain Suroboyo Bus terlihat lebih rendah secara deck (tempat 
menginjakkan kaki). Dibandingkan angkutan bus yang lain. Yang selama ini, ada di 
Surabaya. Pertimbangan ini menjadi logis dan bisa diterima. Indikator yang pertama, 
penulis dapatkan dari pernyataan Dishub Kota Surabaya Bag. Kepala Unit Suroboyo 
Bus. Yang menyampaikan bahwa,  
„‟Trang artinya jalur utama, vider adalah ranting – ranting (jalan 
penunjang menuju jalur utama). Kemudian, memunculkan ide yang trang 
dulu. Yakni, kita akan membelah kota Surabaya dengan 2 trayek utama Dari 
Timur ke Barat dan Dari Utara ke Selatan. Dan pada akhirnya, Bu Risma itu 
memutuskan bahwa bus-nya itu harus berjenis low deck. Di luar negeri juga 
banyak yang menggunakan low dheck. Intinya adalah bus itu bisa sejajar 
dengan halte / padestrian. Sehingga, tidak perlu membutuhkan tempat yang 
terlalu tinggi. Apalagi, padestrian Surabaya tidak lebar.‟‟59 
Dari penjelasan yang ada diatas itu, penulis mengambil pernyataan Dishub. 
Yang menjelaskan bahwasannya Suroboyo Bus itu permintaan dari Bu Risma yang 
mengingkan bus – nya bertipe low deck. Dan pertimbangan low deck ini adalah 
dalam rangka sejajar dengan halte / padestrian. Di sisi lain, penjelasan Dishub 
Kepala Unit Suroboyo Bus yang menjelaskan bahwa ini mengadaptasi dari negara 
maju dan Bogota di Colombia. Seperti pernyataannya berikut ini : 
„‟Dari Bogota itu negara mana ya, India atau mana coba di 
check.Bogota itu kaya Surabaya, sekarang bagus sekali transportasinya. Tapi, 
memang kebanyakan di dunia itu bus-nya menggunakan tipe Low Deck. 
Penulis dulu di Singapura pakainya Low Deck. Malaysia Low Deck. Banyak 
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lah Low Deck semua perasaan.‟‟60      
    
 Dari penjelasan diatas, penulis bisa mengetahui bahwasannya pertimbangan 
low deck adalah juga didasari adaptasi dari negara – negara maju yang sudah 
menerapkan hal tersebut sebelumnya. Seperti Colombia, Singapura, Malaysia. Dan 
Inggris seperti apa yang disampaikan oleh Nu Neni, selaku pihak yang mewakili 
Bappeko. Pernyataannya adalah sebagai berikut : 
„‟Kalau, bawa flasdisk saya bisa kasihkan. RTRW disitu ada rencana 
jalan dlsb. Tapi, memang kita banyak study banding ke negara – negara maju 
ya. Jadi, memang desain Suroboyo Bus itu ya mengakomodir Inggris kalau 
tidak salah itu. Mengadaptasi Inggris yang Alexander Dennis atau apa itu. 
Alexander Denis itu, produk yang ada di Inggris. Cuma kita sih, produk 
Mercy yang ada di Indonesia itu.‟‟61  
 
 Secara fakta, produk Bus Alexander Dennis yang ada di Inggris. Secara 
desain Busnya sendiri adalah seperti halnya dengan Suroboyo Bus. Meskipun 
bertingkat, tapi secara deck-nya termasuk dalam kategori lower (rendah).  
Di pernyataan lain-nya pun Bu Nena, menyampaikan bahwsannya Bus itu dibuat low 
deck. Bertujuan untuk menampung kaum disabilitas. Yang disannggap kaum 
marginal selama ini. Hal itu, dapat terjelaskan dalam pernyataannya sebagai berikut 
ini : 
„‟Oh iya, kan kita kalau ada program. Itu, terintegrasi dengan 
beberapa PB. Jadi, kaya responsive gender, tidak hanya secara sex perempuan 
laki yah. Tapi, kaya kaum disabilitas. Maksutnya, kaum marginal juga. 
Memang kaya begitu. Jadi, memang Suroboyo Bus itukan dibuat lowdeck. 
Jadi, semua kaum disabilitas itu bisa masuk. Terus, dibuat perempuan lakinya 
dibedakan kursinya.‟‟62 
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Melihat, dari konsistensi dari apa yang disampaikan dari informan. Berkaitan 
dengan pertimbangan lahirnya Suroboyo Bus. Disini, penulis juga melihat bahwa 
faktor jenis Bus bertipe Low Dheck. Itu, menjadi sebab mengapa desain Suroboyo 
Bus terlihat lebih rendah secara deck (tempat menginjakkan kaki). Dibandingkan 
angkutan bus yang lain. Yang selama ini, ada di Surabaya. Pertimbangan ini menjadi 
logis dan bisa diterima. Indikator itu bisa dilihat dari Pertama, memang secara 
kenyataan padestrian dan juga halte – halte yang ada di kota Surabaya itu tidaklah 
tinggi. Halte yang ada di kota Surabaya dimanapun tempatnya itu menyesuaikan 
dengan padestrian kota Surabaya.  
Walhasil, menjadi sebuah hal yang wajar jika ketinggian Dheck dari 
Suroboyo Bus itu menjadi sama. Disisi lain, adaptasi dari negara – negara lain pun 
juga bisa diterima. Seperti, apa yang disampaikan oleh Pak Riza sebagai kepala unit 
Suroboyo Bus, Singapura, Malaysia dan Bogota Colombia pun juga memang benar 
menggunakan Low Dheck. Kemudian, Bus yang ada di Inggris seperti yang 
disampaikan oleh Bu Nena. Sebagai pihak yang mewakili Bappeko pun juga setipe 
dengan Suroboyo Bus. Dari keadaan yang ada ini.  
Jika ini dihubungkan, dengan teori yang penulis gunakan. Dari kelima prinsip 
dasar perumusan manajemen kebijakan yang berbasis kemajuan. Ada prinsip dimana 
menurut penulis hal ini, sesuai dengan indikasi yang penulis dapatkan dari hasil 
penelitian. Yakni, dalam membuat kebijakan publik, berdasarkan manajemen 
pembangunan. Salah satu poin dasarnya adalah dalam pembuatan kebijakan publik 
itu haruslah memenuhi prinsip pengkreasian nilai (value creation). Outputnya adalah 
adanya kemanfaatan optimum yang nantinya dirasakan oleh pemegang saham. 

































Dalam konteks ini adalah rakyat. Penulis, melihat adanya pertimbangan low dheck 
disini itu karena para perumus kebijakan. Sama – sama ingin menelurkan nilai kresi 
nilai (value creation)/ Dalam rangka, memberikan nilai manfaat secara maksimum 
kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut. 
Selanjutnya Pertimbangan ketiga, melihat dari konsistensi dari apa yang 
disampaikan dari informan. Berkaitan dengan pertimbangan lahirnya Suroboyo Bus. 
Disini, penulis juga melihat bahwa salah satu pertimbangan atau pertimbangan yang 
ketiga. Adanya, Suroboyo Bus dengan desain pembayaran menggunakan botol 
sampah adalah karena adanya alasan kebersihan atau ramah terhadap lingkungan. 
Indikasi itu, terlihat dari pernyataan dari petugas DKRTH yang mengamati secara 
langsung mengenai perbedaan antara keadaan sampah yang ada sebelum dan sesudah 
adanya Suroboyo Bus. Secara tidak langsung, hal ini juga mengindikasikan bahwa 
spirit itu dipahami.   
Indikasi itu, juga dapat di afirmasi dari Bappeko. Bahwa dengan 
menggunakan botol plastik. Ada spirit menjaga kebersihan karena kebijakan ini 
ramah terhadap lingkungan. Hal ini, dapat tergambarkan dari pernyataan dari 
Bappeko seperti halnya dibawah ini : 
„‟Ya, termasuk Suroboyo Bus itu tidak papa, kita gratiskan. Tapi, 
untuk edukasi kemarin itu ada wacana. Gimana, kalau bayarnya pakai botol, 
maksutnya sampah gitu. Sampah apa yang boleh, maksutnya sampah yang 
ringkes gitulah istilahnya. Kita alternatifkan pakai botol plastik. Sambil 
edukasi ke masyarakat untuk recycle sampah.‟‟63 
                                                          
63 Ibid, 

































 Pernyataan memberikan edukasi ke masyarakat dan juga recycle sampah 
disini adalah pernyataan yang penulis identifikasi ada spirit menjaga lingkungan. 
Edukasi yang dimaksut selain masyarakat terbiasa dengan sistem halte 
pemberhentian Suroboyo Bus. Harapan lain, adalah masyarakat bisa juga menjaga 
penggunaan sampah botol tersebut. Hal ini, juga sejalan dengan pendidikan 
bagaimana „‟recycle sampah. Atau bisa dimaknai sebagai daur ulang  sampah.  
Hal yang sama, juga disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota 
Surabaya. Pak Edi Rachmat. Bahwa sampah botol plastik adalah tipe sampah yang 
sulit terurai. Sehingga, mengapreasiasi bentuk inovasi kebijakan menggunakan bus 
dengan membayar seperti ini, karena hal itu memberikan kesadaran kepada 
masyarakat. Seperti hal-nya pernyataan yang terjelaskan berikut ini : 
„‟Adanya Suroboyo Bus, supaya masyarakat itu sadar. Untuk 
membuang sampah pada tempatnya. Terutama, sampah plastik ya. Yang 
susah diurai. Jadi memang itu, tidak ada Perdanya. Itu hanya aturan walikota 
saja. Itukan inovasi‟.64 
Indikasi lain pun juga digambarkan dari pernyataan Anggota Komisi C 
DPRD Kota Surabaya. Bu Habibah bahwa Suroboyo Bus ada spirit mencetak bus 
milllineal yang ramah terhadap lingkungan. Sepengamatan penulis pun, penulis juga 
mencoba dan mengamati bahwa Suroboyo Bus ini juga termasuk moda transportasi 
massa yang tidak menghadirkan polusi udara. Sebagaimana dibandingkan dengan 
bus kota, yang „‟masih mengeluarkan asap kendaraan‟‟ ada meski tidak dalam 
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jumlah yang banyak. Yang kurang ramah terhadap lingkungan. Pernyataan ini, 
terjelaskan sebagaimana berikut : 
„‟Membudayakan masyarakat untuk menjaga lingkungan itu dengan 
membayar bus. Bus bukan yang old, tapi yang millineal. Dan plat kuning yah, bukan 
plat merah. Karena, kalau merah sehingga, kita tidak bisa terlalu intervensi disana. 
Tapi, kalau itu adalah transportasi kita, kita bisa memfreekan itu tadi.‟‟65   
Indikasi yang ada selain dari pernyataan diatas adalah pernyataan dari 
Petugas DKRTH Mas Devalco. Petugas DKRTH menjelaskan bahwasannya, adanya 
Suroboyo Bus juga dalam rangka menjaga kebersihan dan hal itu bisa dibilang cukup 
efektif. Hal ini, bisa dilihat dari pernyataannya.Yakni :  
„‟Ya mungkin, untuk menjaga kebersihan. Karena, ada perubahan. biasanya 
kalau dari botolnya. Perubahan, dari kebersihan. Dari kebersihan, dulu kalau belum 
ada Suroboyo Bus. Banyak, botol di jalanan. Berserakan. Kalau sekarang ini kaya 
mengurangi itu sih.‟‟66 
Jika, ini dihubungkan dengan teori yang penulis gunakan. Dari kelima prinsip 
dasar perumusan manajemen kebijakan yang berbasis kemajuan. Ada prinsip dimana 
menurut penulis hal ini, sesuai dengan indikasi yang penulis dapatkan dari hasil 
penelitian. Yakni, dalam membuat kebijakan publik, berdasarkan manajemen 
pembangunan. Salah satu poin dasarnya adalah bagaimana kebijakan publik itu 
memberikan konsistensi penyelenggaraan pembangunan mulai dari visi dan misi, 
dilanjutkan strategi, kemudian implementasi, ditutup dengan kontrol pengendalian. 
Plus semangat reinversi di setiap momen pembagunan. Dari, indikasi – indikasi yang 
ada diatas. Penulis melihat, pertimbangan penggunaan pembayaran menggunakan 
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botol plastik. Hal itu, sejalan dengan perencanaan makro kota Surabaya, dalam hal 
ramah terhadap lingkungan hidup. 
Faktanya, program – program menjaga lingkungan pun, juga Pemkot berikan. 
Seperti bersih – bersih kampung, Go Green and Clean, Pembangunan tumbuhan – 
tumbuhan hijau, Melebatkan taman kota dn memperbanyak lahan yang dibuat taman 
kota. Menandur tanaman di tengah padestrian pembatas dua sisi kendaraan dan lain 
sebagainya. Dari keadaan ini, menurut penulis dilhat berdasarkan arah dan tujuan 
Program kebijakan transportasi publik. Disini, itu mengarah ke saling menguatkan 
dan menjaga keramahan lingkungan. Hal ini, disiplin dan terjaga kekonsistensiannya. 
Dan adanya membayar dengan menggunakan botol itu juga, merupakan sarana (cara 
Pemkot), untuk mengedukasi para remaja atu pengangguran untuk menjalankan 
kegiatan yang lebih produktif lagi. 
Selanjutnya Pertimbangan keempat, melihat dari konsistensi dari apa yang 
disampaikan dari informan. Berkaitan dengan pertimbangan lahirnya Suroboyo Bus. 
Disini, penulis juga melihat bahwa salah satu pertimbangan atau pertimbangan yang 
adanya Suroboyo Bus adalah karena adanya pengondisian bagi masyarakat. Dari 
yang awalnya, dalam menjalankan aktifitasnya itu menggunakan mobil pribadi. 
Menjadi, berpindah menggunakan transportasi massa berupa Bus. 
Indikasi yang pertama hal ini, dapat dilihat dari pernyataan Bappeko. Seperti 
berikut ini : 
„‟Jadi, istilahnya memang di rencana awal tidak ada bus itu. Kita, 
rencana awal memang trem sama MRT ini. Karena kita, berkaca dari negara 
– negara maju. Maksutnya, kan gak ada bus itu. Jarang ya, rata – rata trem, 

































MRT. Kalau bus itukan berhenti – berhenti. Sama aja, kemacetan itu belum 
teratasi. Kan tetap jalurnya sama. Terus habis gitu, orang – orangnya juga. 
Cuma gapapa lah itu sementara yah. Sambil menarik penumpang. Orang – 
orang sudah berpindah dari moda transportasi pribadi ke bus itukan lumayan. 
Meskipun, ya belum banyak.‟‟67 
Dari penjelasan yang ada diatas itu, ada pernyataan bahwa „‟terus habis gitu, 
orang – orangnya juga. Cuma gapapa lah itu sementara yah. Sambil menarik 
penumpang. Orang – orang sudah berpindah dari moda transportasi pribadi ke bus 
itukan lumayan. Meskipun, ya belum banyak‟‟. Jadi dari pernyataan ini penulis 
mengidentifikasi ada spirit lain. Dengan kehadiran Suroboyo Bus ini. Yakni, dalam 
rangka mengondisikan masyarkat agar berpindah dari kendaraan pribadi menuju 
kendaraan umum.   
Hal yang sama, juga penulis dapatkan dari pernyataan Anggota DPRD 
Surabaya Komisi B. Yakni, Pak R. Edi Rachmat. Beliau menyampaikan 
bahwasannya: 
„‟Kemudian juga, membiasakan diri naik bus yah. Supaya tidak 
banyak mobil di jalan. Dengan membayar menggunakan sampah tersebut.‟‟68 
Pernyataan diatas, secara ekplisit menjelaskan bahwa kehadiran Suroboyo 
Bus bisa dibahasakan sebagai sarana pengondisian perpindahan dari penggunaan 
mobil pribadi menggunakan bus nantinya.  Kemudian, pernyataan sama dengan 
pembahasaan yang berbeda disampaikan oleh anggota DPRD Surabaya Komisi C. 
Yakni, Bu Camelia Habiba. Beliau menyampaikan bahwasannya : 
„‟Terus, membalikkan masyarakat itu pada transportasi massal‟‟69 
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Dari beberapa indikasi penjelasan yang ada diatas, ditambah dengan indikasi 
bahwa di akhir tahun 2018 akan ada penambahan armada Bus sebanyak 10 lagi. 
Maka, menurut penulis disini itu, Hal ini, menunjukkan bahwa program ini bisa 
terbilang mendapat respon yang positif. Jika, ada upaya penambahan Bus dari 
Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan, secara hitung – hitungan pertimbangan 
diatas. Memang ada kondisi dimana ada tujuan dari pemerintah disini mengondisikan 
untuk masyarakatnya berpindah alat transportasi. Maka, dari beberapa indikasi yang 
ada diatas. Menurut penulis, ini termasuk dalam sebuah alasan yang logis (bisa 
diterima). 
Jika, ini dihubungkan dengan teori yang penulis gunakan. Dari empat prinsip 
dasar perumusan manajemen kebijakan yang berbasis kemajuan. Penulis 
mengidentifikasi bahwasannya secara dasar pertimbangannya disini itu memenuhi 
secara keseluruhan aspek dasar pertimbangan lahirnya sebuah kebijakan manajemen 
pembangunan menurut Riant Nugroho.  
Yang pertama, untuk aspek pertimbangan – pertimbangan atau alasan akan 
adanya inovasi kebijakan transportasi publik diantaranya adalah menghadirkan 
transportasi publik yang nyaman telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk 
sebuah tujuan pergerakan. Sehingga telah menjadi tugas dari pemerintah daerah Kota 
Surabaya sebagai Pemerintah yang sudah seharusnya membuat transportasi yang 
dibutuhkan oleh masyarakat Kota Surabaya.  
Yang kedua, bentuk desain Suroboyo Bus adalah permintaan dari Pemerintah 
Kota yang secara prinsip meniru bebrapa negara – negara maju seperti di Singapura, 
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Malaysia dan Bogota Colombia yang kebetulan memang menggunakan Low Dheck. 
Jika hubungkan dengan teori manajemen pembangunan. Indikasi diatas, adalah 
memenuhi prinsip pengkreasian nilai (value).  
Yang ketiga, wujud  dari mekanisme pembayaran Suroboyo Bus dengan 
menggunakan limbah botol plastik disini itu, karena memang ada pertimbangan 
kebersihan atau ramah terhadap lingkungan. Jika, ini dihubungkan dengan teori yang 
penulis gunakan Yakni, dalam membuat kebijakan publik, berdasarkan manajemen 
pembangunan. Penulis, mengidentifikasi bahwa hal ini sesuai dengan prinsip 
bagaimana kebijakan publik itu memberikan konsistensi penyelenggaraan 
pembangunan mulai dari visi dan misi, dilanjutkan strategi, kemudian implementasi, 
ditutup dengan kontrol pengendalian. Plus semangat reinversi di setiap momen 
pembagunan.  
Yang keempat, adanya inovasi transportasi publik Suroboyo Bus ini juga 
dalam rangka ada pertimbangan pengondisian masyarakat.. Jika, ini dihubungkan 
dengan teori yang penulis gunakan. Penulis, mengidentifikasi bahwa hal ini negara / 
pemerintah haruslah kuat, dan masyarakat kuat. Artinya, adanya kebijakan itu tidak 
dalam rangka untu menguatkan pemerintahan saja, tetapi juga menguatkan 
masyarakat. 
b. Analisis Implementasi Kebijakan Suroboyo Bus  
 
Sebelum melakukan pengukuran kaitannya dengan keunggulan dari Suroboyo 
Bus. Langkah yang harus dilalui untuk tahapan yang kedua, adalah melakukan 
analisa terlebih dahulu. Berkaitan dengan implementasi kebijakan Suroboyo Bus ini, 
sesuai dengan teori yang sudah penulis jadikan sebagai instrumen yang membantu. 

































Dalam teori Riant Nugroho. Dikatakan implementasi sebuah kebijakan itu berjalan 
efektif, adalah manakala memenuhi beberapa target. Diantaranya adalah tepat sesuai 
masalah, tepat secara pelaksanaan, tepat secara target, tepat secara lingkungan, dan 
tepat secara proses.  
Jika dianalisa berdasarkan implementasinya sendiri. Penulis disini, melihat 
bahwasannya implementasi dari Suroboyo Bus sendiri. Disini itu, memenuhi 
indikator tepat masalah. Indikasinya, adanya Suroboyo Bus disini itu sebenarnya 
dikarenakan adanya keinginan menjawab beberapa permasalahan. Diantaranya 
adalah Pertama, mengatasi dan sebagai sarana pencegahan kemacetan kota Surabaya, 
yang diakibatkan volumen kendaraan yang itu semakin banyak di Surabaya. Kedua, 
adanya kebutuhan memberikan transportasi publik yang aman, nyaman dan modern. 
Ketiga, adanya kebutuhan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tanggung 
jawab untuk menjaga lingkungan hidup kota Surabaya.  
Hal- hal diatas itu, dianggap sebagai masalah. Hal ini dapat diafirmasi dari 
pernyataan dari Bappeko yang menunjukkan bahwa Surabaya. Ada masalah di 
transportasi publik, Untuk masalah berkaitan dengan kemacetan. Beberapa perkara 
mengenai kemacetan. Hal itu, dapat terafirmasi dari beberapa pernyataan informan 
yang penulis dapatkan. Seperti pernyataan dari Kepala Unit Suroboyo Bus, bapak 
Riza. Dan juga, Bu Habiba selaku Anggota DPRD Komisi C. Meskipun di satu sisi, 
Bu Nena Bappeko menyampaikan bahwa kemacetan masih belum sebegitu pengaruh 
atau berhasil diatasi dari adanya Suroboyo Bus. Karena, plan di awal adalah 
membuat MRT. Namun, pernyataan dari informan yang lain. Seperti Kepala Unit 
Suroboyo Bus dan juga  Anggota DPRD Komisi C. Menjadi data, yang menurut 

































penulis bisa diidentifikasi bahwa kehadiran Bus ini sebagai pemecah masalah. 
Berikut pernyataannya : 
„‟Untuk dinamika proses perumusan sebelumnya itu tidak ada. Kita 
tidak memanfaatkan Damri, karena Damri itu milik Pemkot kota. Damri 
milik dinas perhubungan. Biaya peremajaan itu tinggi. Kenapa harus bus ? 
Karena, untuk 10 – 20 mobil bisa terfasilitasi di bus. Dan gini loh bahkan, 
mungkin untuk 40 kendaraaan roda dua sepeda motor bisa masuk dalam 1 
bus.‟‟70 
Pernyataan bahwasannya kenapa harus Bus ? Karena, untuk 10- 20 mobil itu 
bisa terfasilitasi dengan Bus. Pernyataan itu, secara tidak langsung adalah 
menunjukkan mengenai perbandingan bahwa Bus itu bis memfasilitasi mereka yang 
biasa menggunakan mobil pribadi berupa roda empat sampai 10-20 orang. 
Sedangkan, untuk kendaraan pribadi roda dua itu bisa 40 kendaraan. Dari pernyataan 
itu, ada pesan effisiensi tentang kehadiran Suroboyo Bus.  
 Di pernyataan yang lain. Bu Camelia menyampaikan ketika penulis 
menanyakan mengenai dasar pertimbangan adanya kebijakan program Suroboyo Bus 
ini. Beliau menyampaikan dengan pernyataan,  
„‟Iya, semangatnya itu untuk mengurangi kemacetan. Terus, 
membalikkan masyarakat itu pada transportasi massal. Ramah lingkungan 
„‟iku mau’. Iya, „‟sampah iku kan‟‟, menjaga kebersihan. Mengurangi limbah 
plastik lagi. Itu, dari segi lingkungannya. Terus dari sisi , transportasi massal 
itu. Satu, polusi. Yang kedua, kemacetan itu tadi. Semangatnya, bagaimana 
menangani kemacetan di „‟Suroboyo’’.71 
 Jelas diatas, ada penytaan yang ekplisit bahwa semangat dari Suroboyo Bus 
adalah mengurangi kemacetan. Dengan mengondisikan masyarakat dari transportasi 
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pribadi menuju kepada transportasi massal. Dari kutipan part interview yang lain. Bu 
Camelia menyampaikan data yang sama. Sebagaimana berikut ini,  
„‟Nanti, Dishub yang akan mengurai. Atau mekanisme yang kedua itu 
adalah Bottom Up. Anggaran itu, dari bawah. Dari Dishub sendiri. Dishub 
melakukan kajian dengan stakeholders terkait yang ada. Dengan beberapa 
universitas. „’Piye seh caranya menangani kemacetan nang suroboyo ini’’. 
Oh ternyata dibutuhkan transportasi massal, berupa Bus Surabaya. Ini nanti 
dia akan mengajukan ke Bappeko itu. Karena, Bappeko adalah tim anggaran. 
Nanti Bappeko akan mengajukan kepada Sekda. Sekda ke Walikota. Baru 
nanti, walikota menganggarkan anggaran secara bersama – sama.‟‟72 
Selanjutnya, Yang menunjukkan bahwasannya masalah transportasi di 
Surabaya adalah faktor sarana transportasi yang tersedia saat ini, bukanlah yang 
memberikan kenyamanan, nyaman dan modern. Datanya, adalah seperti halnya 
berikut ini.  
„‟Pr-nya Surabaya yang paling tidak bisa terelaisasi itu ya 
transportasi. Bemo pun juga modelnya kaya gitu. Kalau kita revitalisasi 
angkot, itu effort – nya lebih besar. Itukan, kita sih rencananya memang 
revitalisasi angkot.‟‟73 
 Dari pernyataan Bu Nena, yang mewakili Bappeko. Penulis, mengidentifikasi 
bahwasannya memang Surabaya bermasalah di aspek transportasi massal. Dan untuk 
mengatasi masalah itu, sebenarnya ada solusi yakni revitalisasi (peremajaan) angkot. 
Tapi, effortnya ternyata lebih besar. Hal yang sama, diungkapkan juga oleh Pak 
Reza, selaku kepala unit Dishub yang bertugas untuk berjalannya Suroboyo Bus. 
Beliau, menyampaikan bahwa biaya peremajaan Bus seperti Damri itu tinggi. Lebih 
lengkapnya, seperti hal-nya berikut ini.  
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„‟Untuk dinamika proses perumusan sebelumnya itu tidak ada. Kita 
tidak memanfaatkan Damri, karena Damri itu milik Pemkot kota. Damri 
milik dinas perhubungan. Biaya peremajaan itu tinggi. Kenapa harus bus ? 
Karena, untuk 10 – 20 mobil bisa terfasilitasi di bus. Dan gini loh bahkan, 
mungkin untuk 40 kendaraaan roda dua sepeda motor bisa masuk dalam 1 
bus.‟‟74 
 
Di pernyataan yang lain, Bu Habiba selaku anggota Komisi C pun juga secara 
tidak langsung menyampaikan pesan yang sama. Bahwasannya, Bus kota yang ada di 
kota Surabaya. Seperti Bus Damri seperti yang penulis ajukan sebagai pertanyaan itu 
mendapatkan jawaban bahwa Bus kota yang ada selama ini itu adalah sudah old. 
Sehingga, peminatnya tidak terlalu banyak peminat. Dalam kutipan wawancaranya 
adalah sebagaimana berikut ini,  
„‟Tapi, itukan sudah old. Tidak millenial’ lagi, di kita ituloh. 
Sehingga, peminatnya itukan tidak terlalu banyak. Dan Di damri itupun, plat 
kuning yah. Bukan plat merah. Sehingga, kita tidak bisa terlalu intervensi 
disana.‟‟75 
 Di pernyataan yang lain, Pak Eko selaku Staff Sekretariat Dkrth bagian 
Pencetakan Kupon atau tiket Suroboyo Bus, juga menyampaikan hal yang kurang 
lebih sama. Pernyataan itu, dapat terlihat dari kutipan wawancara yang dilakukan 
penulis. Seperti berikut ini,  
„‟Kalau dulukan Bus, sembarang masuk. Samean gak mengalami 
mungkin. Saya yang mengalami, Bus Kota itu kaya‟ apa yah. Gak ada Ac-
nya, orang rokokan bebas. Jadi, kita perhatikan itu estetika. Kenyamanan, 
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lingkungan, keindahan.‟‟76       
  
 Pernyataan yang menjelaskan bahwa Bus Kota itu kaya‟ apa yah. Gak ada 
Ac-nya, orang rokokan bebas. Itu, menunjukkan data mengenai keadaan dan kondisi 
dari Bus Kota itu sendiri. Atau fasilitas transportasi massa yang sudah dimiliki kota 
Surabaya. Fasilitas Bus Kota itu, penulis identifikasi sebagai sebuah masalah yang 
ada di transportasi massal yang ada di Surabaya untuk saat ini.  
  Pernyataan serupa dari Bu Nena selaku pihak yang mewakili Bappeko pun 
juga menjelaskan sebagaimana berikut ini,  
„‟Ya bisa, karena belum ada yang lain yah. Karena lebih nyaman yah. 
Maksutnya, copet tidak ada. Karena, kan bus kota terkenal banyak copet. 
Jadi, bisa menciptakan suatu moda transportasi yang nyaman , layak dan 
modern.‟‟77 
 
 Pernyataan dengan kata „’Bus Kota terkenal banyak copet’’. Adalah sebuah 
penilaian tentang karakteristik dari Bus Kota sebagai transportasi massa di Surabaya.  
Masalah yang ketiga, berkaitan dengan tanggung jawab menjaga lingkungan 
hidup di kota Surabaya.  Indikasi, dapat dilihat dari pernyataan Bu Habiba berikut,  
‟Membudayakan masyarakat untuk menjaga lingkungan itu dengan 
membayar bus.‟‟78  
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 Pernyataan, bahwa membudayakan masyarakat untuk menjaga lingkungan itu 
adalah harapan yang ingin dicapai dari adanya Suroboyo Bus. Pernyataan lain, dari 
Bu Camelia adalah sebagaimana berikut ini,  
„‟Iya, semangatnya itu untuk mengurangi kemacetan. Terus, 
membalikkan masyarakat itu pada transportasi massal. Ramah lingkungan 
„‟iku mau’. Iya, „‟sampah iku kan‟‟, menjaga kebersihan. Mengurangi limbah 
plastik lagi. Itu, dari segi lingkungannya‟‟79 
 Secara diksi pernyataan diatas, jelas ekpliti bahwa ada aspek lingkungan yang 
diperhatikan. Artinya, ini menjadi masalah yang memang mau diselesaikan tersendiri 
oleh adanya Suroboyo Bus ini.  
Pernyataan serupa disampaikan oleh Pak Edi Rachmat dimana, beliau 
menjelaskan sebagaimana berikut, 
„‟Adanya Suroboyo Bus, supaya masyarakat itu sadar. Untuk 
membuang sampah pada tempatnya. Terutama, sampah plastik ya. Yang 
susah diurai. Jadi memang itu, tidak ada Perdanya. Itu hanya aturan walikota 
saja. Itukan inovasi.‟‟80 
 
 Prinsip,  bahwa adanya program ini adalah dalam rangka meningkatkan 
kesadaran tentang membuang sampah pada tempatnya. Dan memanfaatkan sampah 
terutama untuk hal yang terurai. Di data yang lain, Pak Eko selaku bagian sekretariat 
DKRTH pun menyampaikan hal yang serupa. Bahwa, Suroboyo Bus ini juga 
memberikan alternatif cara untuk menangani masalah tanggung jawab moral setiap 
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penghasil sampah supaya memilah sampahnya sendiri. Hal itu, dapat dilihat dari 
pernyataan berikut ini,  
„‟Kalau waktu itu, kayanya ndak. Karena ini sifatnya, waktu itu ya 
edukasi itu tadi. Kita mengedukasi warga. Kalau, ada tanggung jawab 
sampah. Karena, apa ? Karena, kalau mengacu perdanya pun. Setiap sumber 
sampah. Harus mengolah sampahnya. Sumber sampah itu siapa ? sumber 
siapa adalah setiap orang yang menghasilkan sampah, itu menurut perda 5 
tahun 2014. Setiap sumber sampah itu, harus memilah sampah. Mas-nya ini 
punya rumah di Surabaya misalnya. Samean, kewajiban untuk memilah 
mengelola sampahnya.‟‟81  
 
Dari kutipan wawancara yang ada diatas, penulis mengidentifikasi 
bahwasannya beberapa hal diatas itu termasuk kedalam pengklasifikasian masalah. 
Dan masalah – masalah itu spesifik di aspek kemacetan di kota Surabaya , kemudian 
fasilitas transportasi massal terutama Bus, dan juga tentang tanggung jawab untuk 
menjaga lingkungan hidup di kota Surabaya. Dan masalah – masalah tersebut, 
kenyataannya pun juga terjawab dengan kehadiran dari Suroboyo Bus. Karena, 
secara objektifnya. Suroboyo Bus. Menghadirkan fasilitas yang lebih baik. Seperti 
keamanan, kenyamanan dan estetika yang disampaikan oleh beberapa informan yang 
ada diatas tersebut. Bukan, hanya sesuai dengan masalah. Tetapi, penulis 
mengidentifikasi bahwa kehadiran dari Suroboyo Bus sendiri itu juga sesui dengan 
karakter masalah yang hendak dipecahkan.  
 Beberapa indikasi yang bisa terlihat adalah seperti Pertama, Suroboyo Bus 
secara fasilitasnya terdapat AC, kemudian menghadirkan Bus yang ramah terhadap 
wanita sehingga aman dari potensi pelecehan seksual. Dan selain itu, juga 
memberikan fasilitas kepada disabilitas. Ditunjang dengan layanan gratis membayar 
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menggunakan botol plastik. Beberapa hal tersebut, faktanya tidak ada dan tidak 
diberikan oleh Bus Kota yang sebelumnya sudah beroperasi di kota Surabaya. Selain 
itu, fasilitas lain seperti adanya fasilitas yang bisa melihat keberadaan Bus yang 
mendekati dan menjauhi halte pun juga menjadi nilai tambah yang tidak didapatkan 
di Bus Surabaya yang lain.  Sehingga, kesimpulannya Yang pertama, kebijakan  
transportasi publik Suroboyo Bus ini bisa dikatakan tepat sesuai dengan masalah. 
 Bukan hanya, tepat sesuai dengan masalah. Penulis, juga mengidentifikasi 
bahwasannya hal ini juga tepat sesuai dengan karakter masalahnya juga. Karena, 
karakter masalah yang ada adalah di aspek transportasi massal berupa fasilitas dan 
juga aspek layanan yang juga menjaga lingkungan hidup di kota Surabaya. 
Pemecahan berupa transportasi massa berbentuk Bus. Dengan bisa menggantikan 
sejumlah 20 R4, 30-40 R2. Dan dengan Bus berdesain low dheck nan modern. Yang 
diadopsi dari negara- negara yang maju secara transportasi seperti Colombia, Inggris, 
Singapura.  
Fasilitas transportasi massa ini, menurut penulis hal ini bisa disubstitusikan 
dengan transportasi pribadi tadi. Selain itu, bisa juga diistilahkan bahwa pemecahan 
berupa Suroboyo Bus ini juga sesuai karakter masalah. Karena, masalah kemacetan, 
fasilitas transportasi massa dan penjagaan terhadap lingkungan dari transportasi 
massa itu. Dijawab juga, dengan transportasi massa yang bisa menampung beberapa 
penumpang, fasilitas transportasi yang lebih baik dan juga ramah lingkungan. Bukan 
hanya itu, untuk aspek ketiga berkaitan dengan apakah kebijakan dibuat oleh 
lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan 
karakter kebijakannya.  

































Faktanya pun, ini juga sudah dipenuhi dengan keberadaan dari Suroboyo Bus. 
Karena, Pemerintah Kota, memilih partner pengelola kebijakan Suroboyo Bus juga 
diambil dari Dinas – dinas yang memang sesuai dengan Tuposkinya. Dinas 
perhubungan adalah dinas yang bertanggung jawab dalam hal transportasi. 
Kemudian, Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Terbuka Hijau adalah dinas yang 
memang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan pengelolaan limbah sampah 
yang ada di kota Surabaya. Sehingga, dari beberapa analisa diatas. Penulis, 
mengidentifikasi bawhasannya kebijakan transportasi publik ini adalah tepat sesuai 
dengan masalah. 
 Yang kedua, kebijakan transportasi ini pun juga masuk dalam ranah tepat 
secara pelaksanaannya. Dalam teori Riant Nugroho, berkaitan dengan implementasi 
kebijakan yang efektif dijelaskan bahwasannya. Dikatakan tepat secara 
pelaksanannya, adalah manakala kebijakan itu tidak hanya dimonopoli oleh satu 
pihak. Melainkan, melibatkan stakeholders stakeholders yang lain. Contohnya, 
misalkan dalam hal pengerjaan kebijakan. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi 
menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat / 
swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting 
out). Di beberapa kebijakan ada yang pemerintah bekerjasama dengan masyarakat 
atau pemerintah bersama swasta. Prinsipnya, tidak jalan sendirian.  
Untuk konteks Suroboyo Bus, karena semangatnya adalah membuat 
transportasi massal yang menampung mereka agar mereka yang menggunakan 
kendaraan pribadi berpindah ke transportasi massa. Kemudian juga, alat transportasi 
itu juga bisa memberikan nilai edukasi menjaga lingkungan hidup. Dengan 

































mekanisme berjalannya program Suroboyo Bus. Membayar dengan limbah botol 
plastik, disini itu menurut penulis masuk dalam ranah tepat secara pelaksanaan. 
Karena, operasionalisasi program ini murni dijalankan Pemerintah Kota, lewat 
instansi dinasnya. Yakni, Dishub dan DKRTH bekerjasama dengan masyarakat.  
Dalam hal ini, yakni masyarakat harus memberikan sumbangsihnya berupa 
menukar alat pembayaran sampah dengan tiket. Artinya, jika tidak ada usaha atau 
perjuangan masyarakat dalam mengumpulkan sampah. Sesuai, dengan kriteria maka 
kebijakan inipun. Tidak akan bisa, direalisasikan dengan lancar. Oleh karena itu, 
darisini dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan dari Suroboyo Bus ini adalah 
kerjasama antara pihak Pemerintah dan masyarakat. Sehingga, hal ini itu masuk 
dalam ranah kebijakan yang tepat secara pelaksanaannya.  
Yang ketiga, Penulis disini juga mengidentifikasi kaitannya dengan tepat 
target. Dalam teorinya Riant Nugrohi dijelaskan bahwasannya. Ketepatan 
implementasi yang ketiga, adalah ketepatan berdasarkan target. Ketapatan ini, 
berkaitan dengan 3 hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang 
direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak 
bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam 
kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Dan yang Ketiga, apakah intervensi 
implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan 
sebelumnya. Karena, terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada 
prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak effektif dengan 
kebijakan sebelumnya.  

































Setelah penulis mengumpulkan data, penulis mengidentifikasi bahwasanya 
ada indikasi bahwa kebijakan Suroboyo Bus. Juga, masuk dalam ketepatan secara 
target. Indikasi yang pertama, berkaitan dengan ketepatan secara target apakah 
implementasi tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang lain. Berdasarkan data 
yang penulis peroleh, adanya Suroboyo Bus, sendiri adalah kebijakan yang dalamnya 
bertransformasi menjadi layanan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. 
Itulah, sebabnya dalam masalah plat-nya seperti yang disampaikan oleh Bu Nena 
yang mewakili pihak Bappeko. Dan juga, Bu Habiba yang mewakili Anggota Dewan 
Komisi C menjelaskan bahwasannya plat Suroboyo Bus adalah kuning, bukan 
merah. 
Oleh sebab itu, Pemerintah Kota memiliki hak intervensi lebih. Karena, jika 
platnya merah maka, hal itu akan dikelola oleh pihak swasta. Dan hal itu, yang 
melakukan operasionalisasinya adalah pihak swasta. Dan pihak swasta sebagai 
operator. Memiliki hak membuat mekanisme teknis berjalannya program tersebut. 
Suroboyo Bus, adalah produk Pemerintah Kota Surabaya bersama instansi yang 
berkaitan. Dan Mekanisme pembayarannya sendiri, diatur dan sudah ada payung 
hukumnya. Yakni, dalam Perwali No.67 tahun 2018. Yang didalamnya, menjelaskan 
tentang kontribusi sampah dalam penggunaan layanan bus Surabaya. Namun, 
memang masalah plat ini penulis identifikasi sebagai sebuah kelemahan yang 
dimiliki oleh Suroboyo Bus. Dengan keadaan plat kuning, berarti ini menunjukkan 
bahwasanya sepenuhnya biaya pengadaan dan perawatan ditanggung oleh 
Pemerintah Kota Surabaya. Tentunya, hal ini akan mengakibatkan gemuknya 

































anggaran yang diambil dari APBD Kota Surabaya. Berbeda, jika plat – nya merah. 
Karena, akan dibantu oleh pihak swasta.   
Dari fakta ini, penulis juga mengidentifikasi bahwa hal ini sesuai juga dengan 
indikator kedua berkaitan dengan ciri- ciri kebijakan ini, yakni tepat secara target. 
Yakni, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. 
Menurut penulis, karena operator adalah dari pihak Pemerintah. Maka, secara 
otomatis kebijakan transportasi publik ini siap untuk diintervensi. Berdasarkan, data 
yang ada pun implementasi kebijakan ini juga sesuai dengan ciri yang ketiga, yakni 
apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui 
implementasi kebijakan sebelumnya. Kenyataannya, Suroboyo Bus adalah moda 
transportasi yang belum pernah ada di kota Surabaya. Itulah sebabnya penulis, 
mengistilahkan dengan kata inovasi. Dari beberapa analisis yang sudah penulis 
lakukan diatas, maka dapat diketahui bahwasannya secara indikasi – indikasi yang 
ada di lapangan mengenai implementasi kebijakan transportasi publik Suroboyo Bus. 
Itu, memenuhi implementasi tepat secara target.  
Yang keempat, Penulis disini juga mengidentifikasi kaitannya dengan 
ketepatan di aspek lingkungan. Berdasarkan teori yang penulis gunakan. Pertama, 
lingkungan kebijakan. Yakni, lingkungan interaksi di antara perumus kebijakan dan 
pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Yang kedua, lingkungan 
eksternal. Yang disebut Calista variabel eksogen, yang terdiri atas public opinion, 
yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan dlsb. Berdasarkan 
fakta yang penulis peroleh. Kebijakan Inovasi Transportasi Publik Suroboyo Bus. 

































Penulis mengidentifikasi bahwasannya memang ada indikasi – indikasi yang 
menunjukkan bahwasannya kebijakan ini tepat secara aspek lingkungannya.  
Indikasi itu, yakni berkaitan dengan ketepatan di aspek lingkungan yang 
pertama. Yakni di internal. Menurut data yang penulis dapatkan. Mulai dari 
perumusan Suroboyo Bus, sampai dengan tataran implementasi di masyarakatnya. 
Diketahui, bahwasannya senantiasa ada interaksi dengan pihak – pihak terkait yang 
sesuai dengan jobdesk-nya. Penulis maknai hal ini, sesuai dengan stakeholdersnya. 
Data itu, dapat dilihat berdasarkan data berikut ini, menurut Pak Riza selaku Kepala 
Unit Suroboyo Bus. Menyampaikan, bahwasannya tahap penyaringan itu melibatkan 
beberapa stakeholders. Bahkan, masyarakat pun juga dilibatkan didalamnya. Berikut, 
petikannya. 
„‟Jadi prosesnya itu panjang sekali, dimulai dari tahun 2012 
sebenarnya dimana, di tahun 2012 itu kami membuat RSAU yakni (Rencana 
Sistem Angkutan Umum) yang dimana disana menjelaskan mengenai Object 
Survey. Yakni, tahapan membuat Home Interview dan Outside Interview. 
Yakni, melakukan penyaringan dari masyarakat Surabaya, masyarakat luar 
surabaya yang masuk surabaya, terkait dengan tujuan mereka mau kemana 
saja. Dan darisini, kemudian muncul konsep restrukturisasi angkutan umum. 
Yakni, mencari rute, jumlah armada, kebutuhan lain – lain. Selanjutnya, 
muncul konsep Trangider. Jadi, transgider itu adalah sebuah moda angkutan 
umum yang saling berkaitan.  
Trang artinya jalur utama, vider adalah ranting – ranting (jalan 
penunjang menuju jalur utama). Kemudian, memunculkan ide yang trang 
dulu. Yakni, kita akan membelah kota Surabaya dengan 2 trayek utama Dari 
Timur ke Barat dan Dari Utara ke Selatan. Dan pada akhirnya, Bu Risma itu 
memutuskan bahwa bus-nya itu harus berjenis low dhek. Di luar negeri juga 
banyak yang menggunakan low dheck. Intinya adalah bus itu bisa sejajar 
dengan halte / padestrian. Sehingga, tidak perlu membutuhkan tempat yang 
terlalu tinggi. Apalagi, padestrian Surabaya tidak lebar. 
Di tahun 2013, kita matangkan kembali, tahun 2014 kita melakukan 
review, tahun 2015 merencanakan tipe dan unit bus dan juga melakukan 
ujicoba serta sosialisasi, tahun 2016 menganggarkan pembelian, dan di tahun 

































2017 menganggarkan pembelian. Tahun 2018 tepatnya bulan Februari 
melakukan soft launching dan di bulan April melakukan launching rute. Jadi 
memang, untuk pewalinya sendiri. Hanya mengatur tentang pembayaran 
melalui botol plastik.‟‟82 
Pernyataan, bahwa secara proses sangat panjang mengenai kebijakan 
Suroboyo Bus ini. Sampai – sampai, ada tahapan penjaringan di awal. Menurut 
penulis disitu Dinas Perhubungan sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pemkot. Sudah, 
menjalankan proses tepat secara lingkungan. Karena melibatkan stakeholders yang 
berkepentingan akan kebijakan ini.  Dari data yang lain, penulis juga dapatkan dari 
Bu Camelia, yang menyampaikan bahwasannya,  
„‟Iya, ikut terlibat langsung proses diskusinya. Pastilah, tidak 
mungkin, eksekutif atau walikota mengambil kebijakan tanpa melibatkan 
legislatif. Karena, fungsi dari legislatif inikan penganggaran. Regulasi dan 
juga monitoring. Ketika, kita tidak diajak „’ngomong, engkok lek ketika 
ngajukan anggaran’’ . Kita, bisa menolak seperti itu. Ndak di ACC. Kalau, 
tidak ada pembicaraan atau kesepakatan bersama‟‟ 
„‟Jadi gini, anggaran itu bisa bottom up. Bisa top down. Dalam artian, 
bottom up ini pemerintah kota. Melalui Bappeko, ada lembaga namanya 
Bappeko. Bappeko ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota. Dia ini 
adalah kokinya. Dia yang menyediakan bahan baku untuk memasak 
kasarannya.Itu, anggaran bisa dari Bappeko. Misalnya, Dishub kamu „‟tak kei 
anggaran sakmilyat’’ untuk penataan transportasi massa di Surabaya.
 Nanti, Dishub yang akan mengurai. Atau mekanisme yang kedua itu 
adalah Bottom Up. Anggaran itu, dari bawah. Dari Dishub sendiri. Dishub 
melakukan kajian dengan stakeholders terkait yang ada. Dengan beberapa 
universita. „’Piye seh carana menangani kemacetan nang suroboyo ini’’. Oh 
ternyata dibutuhkan transportasi massal, berupa Bus Surabaya. Ini nanti dia 
akan mengajukan ke Bappeko itu. Karena, Bappeko adalah tim anggaran. 
Nanti Bappeko akan mengajukan kepada Sekda. Sekda ke Walikota. Baru 
nanti, walikota menganggarkan anggaran secara bersama – sama.‟‟83 
 Pernyataan dari Bu Camelia, yang menyebutkan bahwasannya tidak mungkin 
walikota saja yang memutuskan. Pasti, ada pihak eksekutifnya juga. Termasuk juga, 
menjelaskan mengenai ada proses dan mekanisme ACC terlebih dahulu. Dari 
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Bappeko, Dishub dan Sekda Walikota. Hal ini menunjukkan bahwa di internalnya 
sendiri. Ada proses diskusi yang hidup dan berjalan terutama yang dilakukan oleh 
stakeholders – stakeholders yang berkepentingan dan memiliki hajat secara langsung.  
 Selain Bu Camelia, Bu Nena yang mewakili pihak Bappeko – pun. Juga, 
menginformasikan hal yang serupa. Sebagaimana, dalam kutipan wawancara berikut 
ini : 
„‟Oh iya, sebenarnya sih kalau hitung – hitungan tidak seberapa sulit 
yah. Karena kan kalau ini, dengan kapasitas berapa, waktu tempuhnya berapa 
dari Bus itukan bisa. Itu, yang menghitung bukan Bappeko. Kalau, 
perencanaan makro itu Bappeko. Itukan, kalau teknis Dinas perhubungan. 
Jadi, kalau misalkan oh ini ada masalah ini, jadi yang banting setir yah dinas 
perhubungan. Mereka, perencanaan teknisnya, berubah jadi Bus itu mereka 
yang mengkaji.  
Tapi kemarin sih, kita sempat support sih. Support hitung – hitungan 
kasar ke Dishub. Intinya, kalau alternatif kalau pakai Bus gini – gini, sempat 
ada. Cuman, tidak ada dokumen legalnya. Nantikan overlap, dengan 
perencanaan kita yang pakai Trem kan itukan muncul itu karena ada kendala 
tadi. Jadi, yang perencanaan itunya Dishub. Maksutnya, secara dokumen.‟‟84 
  
Dari cuplikan data interview diatas kan terlihat bahwa ada proses penteknisan 
yang dilakukan oleh Dishub. Dan dari pihak Bappeko pun sepakat  dan support dari 
usulan yang disampaikan oleh Dishub tersebut. Di data yang lain, ketika penulis 
menanyakan pembayaran sampah itu sebenarnya kontribusi dan perannya siapa? Bu 
Nena pun juga menjelaskan bawhasannya hal tersebut. Masuk, dalam proses rapat 
atau diskusi itu tadi. Sebagaimana cuplikan interview berikut ini : 
„‟Iya, ya dirapat itu tadi. Memang kalau, ada satu program itu dinas 
terkait selalu dirapatin. Apa ide – idenya. Kan kalau gratis tok itu nanti. Uyel 
– uyelan. Kan orang – orang pada tidak niat naik. Tapi, hanya ikut – ikutan. 
Nah, kalau ada botol inikan mereka ada effortnya sedikit lah. Selain, edukasi 
juga terkait pengelolaan untuk sampah. „‟85 
 
 Dari data yang lain pun juga sama, Pak Eko selaku sekretariat DKRTH juga 
menjelaskan data yang kurang lebihnya sama dengan apa yang disampaikan oleh 
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pihak – pihak yang penulis sebutkan diatas. Ketika, penulis menanyakan tentang 
dinamika perumusan di awal, mengenai Suroboyo Bus. Diantaranya adalah seperti 
berikut ini : 
„‟Ya, gini mas. Tentunya dalam setiap kebijakan yang dilakukan 
Pemerintah Kota. Pasti, ada rapat koordinasi misalnya. Kebijakan itukan, bisa 
dari walikota. Bisa dari kepala dinas. Nah, untuk kebijakan itu bisa 
diterapkan dijalankan kemudian nanti gimana, siapa berbuat apa. Itu 
dikoordinasikan. Oh oke, Suroboyo Bus nanti dalam kurun berjalannya nanti. 
pembayaran pakai sampah misalnya yah. Kaya, yang saat ini sudah berjalan. 
Nanti, operasional Bus-nya perawatan. Kemudian, pengadaannya mungkin. 
Jalurnya, siapa yang nentuin. Itu, Dishub. Oh ini, bagiannya Dishub. Oh 
sampah ini, bagiannya sesuai dengan tupoksi dinasnya masing – masing.‟‟86 
 
Pernyataan bahwa ada rapat koordinasi itu menunjukkan bahwa ada proses 
pembicaraan di internal ketika proses perumusan tersebut. Di petikan pernyataan 
yang lain. Pak Eko, mengulangi pernyataan yang hampir sama. Ketika, penulis 
menanyakan dan menegaskan bahwa ada proses diskusi dalam  perumusan 
sampahnya ini. Data tersebut, sebagaimana pernyataan berikut ini : 
„‟Eh, tentunya untuk menjalankan suatu kebijakan. Agar, berjalan 
dengan baik. Masing – masing, semuanya ini ada saran dan masukan. 
Enaknya gimana, disepakati gitu loh. Oh nanti, sampah. Nanti, sampah apa 
yang dikasihkan itu ? Gak semua sampah kan bisa anu. Misalnya, Bus 
membawa sampah makanan kan bisa bau nanti Busnya. Nah, itukan ada 
masukan ada saran. Itu, yang menjadi suatu keputusan untuk menjalankan 
suatu kebijakan.‟‟ 
  
„‟Aaa.. kalau sejarahnya sih. Saya,tidak ikut langsung yah. Tapi, 
kayanya sih Bu Wali yah. Jadi, punya ide gitu. Ini, transportasi massal. Untuk 
sementara edukasi ke warga, membayar sampah. Kalau, cuman gratis gitukan 
gak mendidik nih. Ada misalkan, kita bikin transportasi massal misalnya. 
Orang diajak untuk beralih ke transportasi massal Bus gini. Kan gak 
mendidik nih kalau gratis. Nah, ditambahi lah itu, sekalian naik transportasi 
massal. Dengan mengelola lingkungan. Caranya, warga diajari milah sampah. 
Sampahnya tertentu. Ditentukan, nanti itu bisa dimanfaatkan untuk naik 
transportasi massal.‟‟ 
                                                          
86
 Pak Eko, Sekretariat Bagian Percetakan Tiket / Kupon Suroboyo Bus DKRTH kota Surabaya. 
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„‟Jadi gini loh mas, kan tadi kan saya sudah cerita yah. Kan gak serta 
merta punya ide ini, harus jalan nggak. Ini ada bus nih, kalau sampahnya 
segala jenis sampah yang dibawah. Temtunya, secara estetika kan tidak 
memungkinkan. Tentunya, harus berfikir ini. Apasih yang sekiranya, dibawa 
tanpa mengurangi estetika. Baik, secara lingkungan. Kalau, lingkungan bisa 
jadi bau kan gitu kan. Botol bekas minuman inikan, relatif bersih. Itu yang 
dijadikan arah keputusan dalam menjalankan kebijakan. Dari, berbagai 
macam masukan itu tadi‟‟87 
 
Dari penjelasan itu, penulis mengidentifikasi bahwasannya dalam perumusan 
di awal itu ada berbagai macam peran dan kotribusi dari dinas terkait yang ada 
tersebut. Yang sudah ditunjuk sebagai pihak yang melakukan operasionalisai 
kebijakan Suroboyo Bus. Dan ketika, dihubungkan dengan teori Riant Nugroho 
mengenai efektifitas sesuai target. Maka, hal ini menurut penulis sama dengan ciri – 
ciri sesuai dengan target lingkungan internal. Bukan hanya, target lingkungan 
internal saja. Kenyataannya, target lingkungan itu juga ada indikasi yang 
menunjukkan sesuai dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu meliputi 
yang utama adalah adanya opini atau persepsi publik yang positif.  
Berdasarkan, data yang penulis dapatkan. Respon publik sendiri, mengenai 
berjalannya program kebijakan inipun. Kenyataannya adalah positif-positif saja. Hal 
ini, dapat dilihat dari beberapa indikasi. Diantaranya adalah pernyataan dari Pak Riza 
selaku Kepala Unit Suroboyo Bus. Beliau, menyampaikan bahwasannya :   
„‟Minat masyarakat sangat besar. Mereka sangat beruntung 
menggunakan bus ini. Karena, cara pembayarannya menggunakan sampah 
plastik ini aman, nyaman, dingin ramah‟‟88 
 




 Pak Riza, Kepala Unit Suroboyo Bus Dishub Surabaya. Wawancara, Surabaya, 28 November 2018 

































Dari pernyataan yang ada diatas, penulis mengidentifikasi bahwasannya 
pernyataan dari Pak Riza yang menjelaskan bahwasannya minat masyarakat besar, 
adalah sebuah penilaian dari Kepala Unit yang bertugas sebagai pihak yang 
melakukan pengelolaan berjalannya Suroboyo Bus tersebut. Dari data yang lain, 
penulis juga mengidentifikasi hal yang serupa yakni, berkaitan dengan respon positif 
dari masyarakat. Hal ini, dapat terafirmasi dari pernyataan dari Bu Habiba. Ketika, 
saya menyampaikan tentang tanggapannya mengenai Suroboyo Bus. Beliau, 
menyampaikan bahwasannya  
„‟Oh kalau terkait operasionalnya. Kegiatannya itu sangat baik. 
Banyak respon dari masyarakat sampai antri – antri. Mereka, mau menikmati 
Suroboyo Bus‟‟89 
 
Perkataan bahwasannya, kegiatan itu sangat baik. Kemudian, banyak respon 
dari masyarakat sampai antri – antri, hal ini menunjukkan fakta nyata bahwasannya 
berjalannya transportasi Suroboyo Bus. Mendapatkan, respon positif dari 
masyarakat.  Data lain, juga disampaikan oleh Users yang penulis jadikan responden. 
Baik, Users – Lisna Mahasiswa Uinsa dan juga Ara Mahasiswa Unair. Berikut 
adalah pernyataan dari Lisna Mahasiswa Uinsa mengenai respon mengenai Suroboyo 
Bus. 
„‟Pertama kali ? Heran dan kagum lah. Awalnya naik bus biasa, bus 
hijau. Tidak ada AC – nya. Sama puas. Gambarannya simple – sih. Puas – 
nya itu karena pelayanannya ituloh sangat baik, uda gitu ramah. Kalau 
dibandingkan dengan bus – bus biasa jelas beda. Pemberhentiannya juga tepat 
waktu dan pas di halte. Kalau bus – bus biasa kan.harus bengok – bengok. 
Sudah ada waktunya. Harus panggil – panggil pak – pak, terus datangnya ga 
bisa ditentukan. Terus perasaan untuk yang kedua kali? Pokoknya ingin 
mencoba lagi. Karena, puas dengan layananannya.‟‟ 
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Keseluruhan sudah mumpuni bagi transportasi masyarakat masa kini. 
Mungkin kalau bisa jangkauan / trayek – nya bisa jauh. Bisa sampai luar kota. 
Maka bagus. Sudah enaklah.90 
 
Dalam data yang lain, Ara Mahasiswa Unair menjelaskan mengenai respon 
perasaannya setelah menggunakan Suroboyo Bus. Sebagaimana berikut ini : 
„‟Senang, karena fasilitasnya itu nyaman kan. dingin, Ada musik – 
musiknya, petugasnya ramah. Kursi – kursinya macam – macam maksutnya 
terklasifikasi.‟‟91 
 Penjelasan mengenai, perasaan senang karena fasilitasnya itu nyaman kan. 
dingin, Ada musik – musiknya, petugasnya ramah. Dengan kedudukan Ara sebagai 
pengguna Suroboyo Bus. Maka, darisini penulis identifikasi bahwa ini mewakili 
respon positif dari masyarakat. Artinya, sudah ada beberapa indikasi bahwasannya 
kebijakan transportasi publik ini itu tepat secara kondisi lingkungan eksternalnya. 
Karena, sudah ada interpretasi dari masyarakat mengenai kebijakan Suroboyo Bus 
ini.  
 Indikasi lain, sebenarnya bisa dilihat dari pernyataan stakeholders yang lain. 
Yakni, petugas DKRTH yakni dari Mas Devalco. Selaku, pihak yang biasanya 
menukarkan limbah botol plastik yang ada. Berdasarkan, data yang disampaikan. 
Botol sampah yang diberikan itu cukup banyak. Yakni, busa sampai 7-8 karung. 
Bahkan, kalau weekend bisa sampai seminggu atau lebih dari itu.  
„‟Oh ndak kita tidak menghitung itu. Kita hitungnya kiloan. Kalau 
satu hari. Kemungkinan satu karung gini kan biasanya 10 sampai 14 kg. Ga 
tentu, kadang 10, kadang 14 kadang 12. Tapi, kalau per hari mulai hari senin 
sampai jum‟at. Kemungkinan kalau di Bungurasih sini dapatnya mungkin 7 – 
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8 karung. Kalau, dalam seminggu, bisa lebih. Kemungkinan, hampir 50 ton. 
50.000 kg.‟‟ 92   
 
Dari penjelasan yang ada diatas, diketahui bahwasannya, sampah botol yang 
terkumpul sendiri. Bisa, sampai 7 – 8 karung. Bahkan, untuk weekend itu bisa 10 
hingga 14 karung. Dan sampah botol plastik yang terkumpul hingga detik ini 
berjumlah 50.000 kg. Data ini, merupakan data yang cukup banyak. Ini, 
menunjukkan bahwa ada bentuk partisipasi aktif dari masyarakat. Atau respon yang 
positif terhadap kebijakan ini. Ketika, penulis menanyakan mengenai adakah 
perubahan mengenai sampah botol plastik. Dengan adanya Suroboyo Bus. Ternyata, 
berdasarkan penjelasan dari Mas Devalco adalah : 
„‟Ya, biasanya kalau dari botolnya. Perubahan, dari kebersihan.Dari 
kebersihan, dulu kalau belum ada Suroboyo Bus. Banyak, botol di jalanan. 
Berserakan. Kalau sekarang ini kaya mengurangi itu sih.‟‟93 
 Bu Nisa, sebagai bagian pemanfaatan sampah dari Dkrth – pun juga 
menyampaikan hal yang serupa. Ketika, ditanyai mengenai perubahan adanya 
Suroboyo Bus tersebut. Yakni : 
„‟Kalau dari kita yah, adanya botol itu ya pengaruh mas. Biasanya, 
berkeliaran sampahnya itu yo numpuk. Terus yah, bantu masyarakat sing 
misale iku gak duwe duwit, isok di bantu iku. Tapi, kalo samean tanya di 
beralihnya itu. Aku gaduwe datae. Gak ngerti, gitu. Dari lingkungan yang 
lumayan. Biasaya, botol itukan berserakan. Itu, bisa terkelola lah gitu.‟‟94  
  
Bu Nena, sebagai staff Bappeko bagian evalitbang pun, ketika penulis 
konfirmasi mengenai penialainnya pun. Juga, menyampaikan bahwa repson 
masyarakat bagus. Berikut, petikan wawancara pesan yang disampaikan.  
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„‟Tapi kalau diihat dari maksutnya implementasinya, masyarakat sih 
support sih. Sampai, kita kewalahan menampung sampahnya. Maksutnya, 
diluar perkiraan. Bertumpuk, dipikirnya kita tidak seberapa banyak 
peminatnya. Ternyata, rute Utara – Selatan. Kan awalnya, kita hanya rute 
Utara – Selatan aja. Di awal pertama itu. Terus, ternyata di awal bulan yah itu 
besar banget peminatnya. Terus ada mereka juga pingin yang rute lain. 
Makanya itu kita, buat Barat – Timur itu tadi.‟‟ 
 
Dari data diatas diketahui, bahwa Bu Nena menyampaikan bahwasannya 
secara implementasinya bagus. Melihat dari respon masyarakat. Yang dilihat dari 
jumlah sampah. Dan permintaan akan adanya penambahan rute Bus-nya. Di data 
yang lain pun, ketika penulis menanyakan effektifitas implementasi Suroboyo Bus. 
Beliau, juga menyampaikan bahwa ya bisa Suroboyo Bus, dikatakan sebagai 
kebijakan yang effektif. Secara kutipan wawancarannya adalah berikut ini,  
„‟ Ya bisa, karena belum ada yang lain yah. Karena lebih nyaman yah. 
Maksutnya, copet tidak ada. Karena, kan bus kota terkenal banyak copet. 
Jadi, bisa mencipatakan suatu moda transportasi yang nyaman , layak dan 
modern‟‟95 
 
 Serangkaian petikan wawancara yang penulis petik diatas menunjukkan 
bahwasannya memang indikasi menunjukkan bahwasannya kebijakan Suroboyo Bus 
itu memenuhi aspek tepat lingkungan. Data lain, fakta bahwasannya penumpang 
Suroboyo Bus yang itu berjumlah dari 250 orang – 2500 orang di tiap hari dalam 
seminggu. Ini, menunjukkan bahwasannya memang ada respon yang memang positif 
dari masyarakat terhadap kebijakan yang ada tersebut. Berikut, petikan 
wawancarannya.  
 „‟Kira- kira, hari biasa untuk trayek Utara Selatan itu 1300 – 1500 
orang. Sedangkan, untuk weekend sabtu minggu 1800 – 2500 an. Untuk, 
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trayek timur barat hari biasa 250 – 300 orang. Sedangkan, untuk weekend 
sabtu minggu 300 – 600 an lah.‟‟96 
 
Meskipun begitu, ada sisi kelemahan yang dimiliki oleh Suroboyo Bus. 
Terkait 
dengan kondisi lingkungan yang ada. Yakni, ada masukan dan juga komplain dari 
masyarakat pengguna Suroboyo Bus. Seperti ketidakramahan dalam pelayanan dari 
Suroboyo Bus. Dan juga waktu transisi yang cukup lama menunggu bus satu dengan 
bus selanjutnya di halte. Hal ini, dapat terafirmasi dari pernyataan berikut ini yang 
disampaikan oleh Pak Riza. 
  
„‟Ada banyak, masukannya mungkin headway-nya harus lebih ditata. 
Biar, ga terlalu lama orangnya menunggu. Headway itu jarak antar 
kendaraan. Jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan dua.‟‟ 
  „‟Ya ndak ada, paling ya petugasnya kurang ramah.‟‟ 
 
Yang kelima,  berkaitan dengan tepat secara proses. Dimana, ada 3 proses 
diantaranya adalah policy acceptance. Di sini publik memahami kebijakan sebagai 
sebuah „‟aturan main‟‟ yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah 
memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya ada policy 
adaption. Dimana di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah „‟aturan main‟‟ 
yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan 
sebagai tigas yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah stategis readiness. 
Dimana, di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi 
lain birokrat on the street (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan. 
Menurut penulis, kebijakan suroboyo bus ini itu juga bisa disebut atau 
dinyatakan tepat secara proses. Identifikasi bahwa kebijakan ini termasuk dalam 
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policy acceptance adalah secara faktanya sendiri, masyarakat sendiri mematuhi 
aturan main dalam hal syarat dalam menggunakan suroboyo bus. Seperti, halnya 
harus menukarkan tiket terlebih dahulu, kemudian harus membawa botol dengan 
kriteria tertentu, harus bersih dan tidak berisikan air (sudah menjadi limbah). Bukan 
hanya itu, aturan seperti harus mengantri di halte, kemudian juga tidak adanya data 
yang menunjukkan bahwasannya masyarakat tidak mematuhi aturan main yang 
berlaku. Ini, menunjukkan bahwasannya secara proses suroboyo bus memenuhi 
aspek policy acceptance. 
Data, itu sebenarnya dapat terafirmasi dari pernyataan yang disampaikan oleh 
Pak Eko, Bu Nissa dan Mas Devalco dari DKRTH. Kemudian juga dari Dishub yang 
diwakili oleh Pak Riza. Dalam kutipannya, Bu Nissa menyampaikan bahwasannya : 
„‟ Masih sesuai, he em. Cuman mereka, kalau dari yang halte 
bungurasih sama rajawali. Sampahnya banyak. Kalau yang naik bus. Paling 
cuman  sekali jalan ajah. Kalau bawa botol berapa tuh, 5 yang sedang, 10 
yang kecil –kecil. Kalau, yang dari halte rajawali sama bungurasih bawa 
banyak. Kalau dari ininya, tiket masyarakat sudah paham. Kalau, yang 
dibutuhkan  ini – ini. Kan memang sudah berjalan lama toh. Paling nggak 
dari April. Jadi, masyarakat sudah pada tahu‟‟97 
 
Pernyataan itu muncul, ketika penulis menanyakan mengenai implementasi 
pelaksanaan yang berlangsung apakah masyarakat sudah sesuai ataukah belum 
dengan syarat untuk bisa menikmati layanan suroboyo bus. Dalam penyampaiannya, 
Bu Nissa menyampaikan masih sesuai. Bukan, hanya Bu Nissa, Pak Eko juga sama. 
Beliau, menyampaikan seperti berikut ini : 
„‟ Ya, kita kan sudah berjalan beberapa (menanyakan ke teman 
setahun staff lain di bagian perlengkapan yang ada di ruangan tersebut, 
deengan pernyataan. „‟Setahun bukan Suroboyo Bus itu?)‟‟. Alhamdulillah 
dari awal, karena kan orang kan dari awal. Waktu, kita soft launching sudah 
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tersebar di media. Jadi, kita sosialisasinya juga apa yah ? Apa yah ? orang 
bicara. Orang baca berita. Jadi tau. Ya, memang sesekali itu ada. Ya, waktu 
itu langsung kita kasih tahu setornya sampahnya harus begini. Ya, tapi jarang. 
Sudah hampir tidak ada. Ada lah, namanya warga juga, orangnya banyak 
kan.‟‟98 
 
Pernyataan itu, adalah jawaban dari pertanyaan penulis mengenai 
implementasi berjalannya kebijakan ini. Secara mayoritas, tidak ada yang melanggar 
aturan. Adapun ada itu pun hanya pihak tertentu. Dan itu, ada upaya untuk 
melakukan peneguran agar sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dan 
dirumuskan menjadi syarat penggunaan Suroboyo Bus. Sedangkan, jika Mas 
Devalco ketika penulis menanyakan mengenai implementasi penukaran sampah 
botol plastik selama ia menjadi petugas penukaran sampah. Beliau menyampaikan 
sebagaimana kutipan pernyataan berikut ini : 
  „‟Mungkin ini mas, kalau dari penumpang. Kalau dari Bu Risma 
itukan disuruh menggunakan botol yang bersih. Nah, cuman ada penumpang 
yang masih menggunakan botol yang kotor. Harusnya, kaya ga banyak pasir, 
kaya bekas kopi. Lumayan banyak yang seperti itu.‟‟99 
 
Dari data diatas, penulis mengidentifikasi bahwasannya pernyataan diatas 
dari Bu Nissa dan juga Pak Eko. Yakni, di poin penumpang itu masih menggunakan 
botol yang kotor. Seperti, ada pasir, bekas kopi. Padahal, seharusnya tidaklah seperti 
itu. Dan ternyata, realitas yang seperti itu menurut Mas Devalco lumayan banyak. 
Darisini, menunjukkan ada perbedaan data. Tetapi, menurut penulis sekalipun ada 
perbedaan data. Secara prinsip tidak menghilangkan fakta, bahwasannya ada 
masyarakat yang menumpangi suroboyo bus yang itu sudah mematuhi aturan.  
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Jika, menurut Pak Riza selaku kepala unit suroboyo bus. Ketika penulis 
menanyakan seputar effektifitaskah kehadiran Suroboyo Bus, sesuai dengan tujuan 
keberadaannya. Beliau, menyampaikan bahwasannya : 
 
„‟Ya alhamdulillah mas, buktinya masyarakat antusias. Bahkan, kami 
tidak menyangka sambutan dari masyarakat juga banyak yang tertarik. 
Sampai antri. Makanya, di tahun selanjutnya wajar jika ditambah.‟‟100 
 
Dari pernyataan diatas, penulis mengidentifikasi bahwasannya program 
suroboyo bus dilihat secara implementasinya baik – baik saja. Dan tidak ada data 
yang menunjukkan implementasi yang dimana, masyarakat itu kurang jeli atau tidak 
mematuhi aturan yang ada. Karena kenyataannya, masyarakat menjalani aturan main 
yang menjadi syarat dari penggunaan suroboyo bus itu sendiri. Karena, masyarakat 
disini itu menjalankan aturan yang ada. Maka, hal ini juga memenuhi proses yang 
kedua dalam teori Riant Nugroho. Mengenai implementasi yang effektif. Apa itu ? 
Yakni, berkaitan dengan publik disini itu menerima kebijakan sebagai sebuah aturan 
main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima menerima 
kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam hal ini, instansi 
yang ditunjuk sebagai pengelola. Seperti, dkrth dan dishub disini menerima dan siap 
sedia menjalankan tugasnya setelah ditunjuk oleh pemerintah kota surabaya sesuai 
dengan tupoksi dari dinas tersebut.  
Bukan hanya tepat secara proses policy adaptationnya saja. Dari keadaan ini 
pun. Ini, juga menunjukkan bahwasannya proses ini itu tepat karena memenuhi 
proses strategic readiness. Dalam teori Riant Nugroho, mengenai implementasi yang 
effektif. Dijelaskan, bahwasannya strategic readiness adalah keadaan ketika publik 
siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the 
street (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan. Kenyataannya, 
dilihat berdasarkan implementasi berjalannya kebijakan sendiri. Publik atau 
masyarakat kota surabaya disini, bukan hanya siap menjalankan. Tapi, faktanya 
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sudah menerapkan aturan yang ada. Seperti mempraktekkan aturan – aturan yang 
diperlukan dalam menggunakan surabaya bus. Begitu juga, dengan pemerintah dalam 
hal ini birokrat. Faktanya, dinas perhubungan kota surabaya dan dinas kebersihan 
dan ruang terbuka hijau sudah menjadi operator atau pelaksana dari kebijakan ini. 
Oleh sebab itu, darisini indikasi ini menjelaskan bawhasannya implementasi dari 
kebijakan transportasi surabaya bus. Secara keseluruhan memenuhi aspek tepat 
secara proses. 
 Dan dari penjelasan data analisis yang ada diatas, berkaitan data yang penulis 
temukan, kemudian ketika dianalisa berdasarkan teori yang penulis gunakan. Dalam 
hal ini, penulis menggunakan teori implementasi yang effektif milik Riant Nugroho. 
Didapatkan kesimpulan bahwasannya implementasi kebijakan surabaya bus. 
Termasuk, implementasi yang effektif ketika dijalankan. Hal ini, dikarenakan 
menurut identifikasi yang sudah penulis lakukan. Memenuhi seluruh aspek, yakni 
tepat sesuai masalah, tepat secara pelaksanaannya, tepat secara target, tepat sesuai 
lingkungan dan yang terakhir tepat secara prosesnya.  
 
c. Analisis Keunggulan Kebijakan Suroboyo Bus  
 
 Sebelum melakukan analisa data mengenai bagaimana melakukan 
pengukuran atau penilaian berkaitan dengan program Suroboyo Bus. Penulis disini 
akan membahas mengenai prinsip informasi yang disampaikan oleh informan – informan 
yang sudah penulis jadikan sebagai sumber data. Tentunya, dihubungkan dengan 
rumusan masalah yang hendak penulis jawab nantinya. Rumusan masalah yang penulis 
angkat sendiri, ada 2 hal. Yakni, berkaitan dengan latar belakang adanya Suroboyo Bus 
dan juga, bentuk inovasi program dari Suroboyo Bus itu sendiri secara wujud dan 
implementasinya seperti apa. 
Prinsip untuk menjawab rumusan masalah kedua, berkaitan dengan wujud dan 
implementasi dari program Suroboyo Bus ini. Bisa dilihat, berdasarkan respon dari 

































masyarakatnya sendiri. Kemudian, dihubungkan dengan teori yang penulis gunakan. 
Yaitu, teori yang berhubungan dengan tolak ukur bisa dikatakan sebagai kebijakan yang 
unggul. Karena, memenuhi 3 prinsip dasar, yakni kebijakan yang cerdas, kebijakan yang 
bijak dan kebijakan yang memberi harapan.  
Maka, disini penulis mengambil pengumpulan data dari informan. adalah 
Bappeko, Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bagian Kepala Unit Suroboyo Bus, , Dinas 
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Surabaya. Spesifikasinya adalah Komisi B dan C, Users pengguna moda 
transportasi Suroboyo Bus (baik users yang menggunakan 1 kali, atau yang users yang 
sudah menggunakan >1 kali), Dan juga kondektur Bus itu sendiri.  
Dari beberapa informan yang ada diatas prinsipnya dijadikan data untuk 
menjawab  3 rumusan masalah berkaitan dengan dasar pertinbangan kebijakan Suroboyo 
Bus, implementasi efektifitasnya surabaya bus, hingga analisis keunggulan dari suroboyo 
bus. Nantinya, akan berujung kepada pengukuran apakah, inovasi kebijakan transportasi 
publik Suroboyo Bus ini, masuk dalam kategori kebijakan yang unggul ataukah tidak. 
Melihat dari apa yang penulis jelaskan dalam alasan - alasan yang ada diatas 
berpijak pada data yang terjelaskan dalam teknik triangulasi, jika dihubungkan 
dengan pembacaan mengenai implementasi inovasi sebuah kebijakan transportasi 
publik. Penulis mendapati sebuah kesimpulan bahwasannya, Implementasi yang 
pertama adanya kebijakan transportasi publik Suroboyo Bus adalah inovasi 
kebijakan transportasi publik, Suroboyo Bus mendapatkan respon yang positif dari 
masyarakat. Indikasinya dapat terlihat dari beberapa pernyataan dari beberapa 
informan. Diantaranya adalah Bappeko, Kepala Unit Suroboyo Bus, Kondektur Bus, 
Users Pengguna > 1, Users Pengguna = 1.  

































Beberapa pernyataan tersebut, bisa tergambar sebagaimana pernyataan 
berikut ini, sumber dari Bappeko  : 
‘’Tapi kalau diihat dari maksutnya implementasinya, masyarakat sih 
support sih. Sampai, kita kewalahan menampung sampahnya. Maksutnya, 
diluar perkiraan. Bertumpuk, dipikirnya kita tidak seberapa banyak 
peminatnya. Ternyata, rute Utara – Selatan. Kan awalnya, kita hanya rute 
Utara – Selatan aja. Di awal pertama itu. Terus, ternyata di awal bulan yah itu 
besar banget peminatnya. Terus ada mereka juga pingin yang rute lain. 
Makanya itu kita, buat Barat – Timur itu tadi.‟‟101 
 
 Pernyataan yang menjelaskan bawhasannya ternyata besar banget 
peminatnya. Dan juga, ada perluasan rute / trayek dari yang sudah diimplementasi di 
awal. Disini, penulis identifikasi sebagai pernyataan yang menunjukkan bahwa 
secara implementasinya sendiri. Penerapan Suroboyo Bus disini mendapatkan respon 
positif. Karena, tidak mungkin jika bukan karena respon positif, operasionalisasi 
Suroboyo Bus. Secara trayeknya kemudian ditambah. Selain itu, pernyataan ekplisit 
yang terjelaskan dalam diksi „‟di awal bulan yah itu besar banget peminatnya‟‟. Itu, 
juga menjelaskan mengenai respon yang bagus dari masyarakat. Di lain sisi, 
pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Unit Suroboyo Bus (Dishub). 
Pak Riza, menyampaikan bahwa :  
„‟Minat masyarakat sangat besar. Mereka sangat beruntung 
menggunakan bus ini. Karena, cara pembayarannya menggunakan sampah 
plastik ini aman, nyaman, dingin ramah 
„‟Ya alhamdulillah mas, buktinya masyarakat antusias. Bahkan, kami 
tidak menyangka sambutan dari masyarakat juga banyak yang tertarik. 
Sampai antri. Makanya, di tahun selanjutnya wajar jika ditambah.‟‟102 
 
 Jika ditelisik dari pernyataan yang ada diatas, pernyataan ekplisit seperti 
minat masyarakat sangat besar, mereka beruntung. Kemudian, pernyataan buktinya 
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masyarakat antusias, tidak menyangka masyarakat juga banyak yang tertarik sampai 
antri. Makanya, di tahun selanjutnya wajar jika ditambah. Pernyataan ini adalah 
pernyataan yang mengandung kepuasan dari masyarakat. Atau, adanya respon yang 
positif dari kehadiran Suroboyo Bus itu sendiri. Dan yang menyampaikan ini, adalah 
pihak yang melakukan operasionalisasi Suroboyo Bus. Yakni, Dinas Perhubungan. 
 Selain itu, pernyataan dari kondektur Bus dan juga Users seperti yang ada di 
bawah ini. Juga, mewakili akan hal tersebut. Pernyataan kondektur Bus, yakni : 
„‟Ndak mesti dek, ya kalau hari senin saja sepi. Gak tentulah. Tapi, 
yang mesti ramai itu biasanya hari weekend. Ya Sabtu Minggu, karena 
banyak anak kecil juga jalan – jalan‟‟.103 
 
Pernyataan bahwa kondisi biasa sepi, tidak bisa menutup fakta bahwa di 
momen weekend, pengguna Suroboyo Bus itu sangat banyak. Meskipun, dibuat 
sarana bermain anak – anak kecil. Disisi lain, pernyataan dari Users (Pengguna .> 
1x), yakni adalah sebagaimana berikut ini : 
„‟Pertama kali ? Heran dan kagum lah. Awalnya naik bus biasa, bus 
hijau. Tidak ada AC – nya. Sama puas. Gambarannya simple – sih. Puas – 
nya itu karena pelayanannya ituloh sangat baik, uda gitu ramah. Kalau 
dibandingkan dengan bus – bus biasa jelas beda. Pemberhentiannya juga tepat 
waktu dan pas di halte. Kalau bus – bus biasa kan.harus bengok – bengok. 
Sudah ada waktunya. Harus panggil – panggil pak – pak, terus datangnya ga 
bisa ditentukan. Terus perasaan untuk yang kedua kali ? Pokoknya ingin 
mencoba lagi. Karena, puas dengan layananannya.‟‟104 
 
Hal ini, juga sama adanya kondisi diatas. Menunjukkan fakta bahwa users 
pengguna lebih dari 1x disini itu, memiliki kekaguman atau memberikan respon 
positif, akan adanya Suroboyo Bus. Pernyataan ekplisit itu, bisa dilihat dari 
                                                          
103 Salah seorang kondektur bus / helpers Dishub Surabaya. Wawancara, Surabaya, 15 Oktober 2018 
104 Lisna, User Suroboyo Bus, Mahasiswa Uinsa. Wawancara, Surabaya, 10 Desember 2018 

































pemilihan kata puas. Puas, karena ternyata pelayanan dalam Suroboyo Bus itu sangat 
baik. Seperti, penjelasan dalam kata  ‘’uda gitu ramah. Kalau dibandingkan dengan 
bus – bus biasa jelas beda. Pemberhentiannya juga tepat waktu dan pas di halte. 
Kalau bus – bus biasa kan.harus bengok – bengok. Sudah ada waktunya. Harus 
panggil – panggil pak – pak, terus datangnya ga bisa ditentukan’’ 
Pernyataan inipun, juga didukung oleh users yang lain. Walaupun, hanya 
menggunakan 1x. Tapi, di dalam kediRiantnya ada keinginan untuk, mencoba 
kembali. Karena, secara fasilitas yang diberikan Suroboyo Bus itu memberikan 
kenyamanan bagi dirinya tersebut. Berikut pernyataannya : 
„‟Ada keinginan itu, karena nyaman. Cuman kan gatau, karena saya 
punya transportasi pribadi jadi gatau kapan mencobanya.‟‟105 
Pada prinsipnya, dari pernyataan – pernyataan yang ada tersebut. Jika, 
dihubungkan dengan teori kebijakan unggul yang ada 3 prinsip dasar yakni cerdas, 
bijaksana dan memberikan harapan. Penulis, menemukan beberapa indikasi dimana 
implementasi kebijakan transportasi publik Suroboyo Bus. Menurut penulis hal ini 
masuk dalam kriteria kebijakan transportasi publik yakni memberikan harapan. 
Indikasinya yang pertama, adalah adanya jumlah volume penumpang yang banyak, 
semakin bertambah dengan berjalannya waktu, sampai – sampai ada request 
penambahan rute / trayek. Dari sini, menunjukkan sebenarnya secara tidak langsung 
masyarakat seperti menaruh harapan tersendiri akan adanya transportasi publik 
Suroboyo Bus. 
                                                          
105 Ara, User Suroboyo Bus, Mahasiswa Unair. Wawancara, Surabaya, 13 Desember 2018 

































Indikasi yang kedua, dan secara aktual kenyataannya akan ada kebijakan baru 
yakni penambahan baru armada bus. Yakni, bertambah 10 di akhir tahun 2018. Dari 
sudut penulis, ini menunjukkan akan adanya harapan bahwa adanya Suroboyo Bus 
ini memang diinginkan menjadi solusi tersendiri, mengatasi masalah transportasi di 
kota Surabaya. Bentuk harapan itu, adalah sesuai dengan salah tujuan dari adanya 
transportasi massa. Yakni, ingin mengalihkan para pengguna moda transportasi 
pribadi menuju transportasi massa. Guna, mengantisipasi adanya kemacetan.  
Seperti hal-nya seperti yang disampaikan oleh Ibu Nena, sebagai pihak yang 
mewakili dari Bappeko. Bahwasannya, hal yang realistis dirubah untuk transportasi 
publik, adalah merubah mindset masyarakat untuk mau berpindah dari transportasi 
pribadi, menuju transportasi massa. Sebab, seiring berjalannya waktu. Volume 
kendaraan itu semakin berkembang menaik. Namun, tidak diiingi dengan 
pertambahan volume jalan. Hal ini, disebabkan karena menambah volume jalan itu 
adalah sebuah hal yang sudah untuk dilakukan. Indikasi yang kedua, dilihat 
berdasarkan karakteristik penumpangnya sendiri yang mengalami peningkatan, 
terutama di trayek Utara dan Timur.  
Dari keadaan dan kondisi yang ada ini, menurut penulis melihat bahwasannya 
ada antusias dari masyarakat menyambut adanya inovasi kebijakan  transportasi 
publik. Antusias itu, bisa berupa harapan tentang adanya moda transportasi massa 
yang lebih menarik dari moda transportasi massa yang dimiliki oleh kota Surabaya 
saat ini. Oleh karena itu, penulis disini mengidentifikasi bahwasannya dari beberapa 
indikasi – indikasi yang penulis temukan dan sebutkan diatas. Kebijakan transportasi 

































publik disini itu memenuhi prinsip kebijakan yang unggul, di aspek memberikan 
harapan yang lebih baik di masa yang akan datang. 
Disisi lain, penulis juga mengidentifikasi bukan hanya aspek memberikan  
harapan yang lebih baik saja. Maksutnya, penulis disini juga melihat bahwa kebijakan 
transportasi publik Suroboyo Bus ini juga masuk dalam ranah kebijakan yang 
bijaksana. Artinya, adanya kebijakan Suroboyo Bus ini fokus memecahkan masalah 
dan tidak menimbulkan masalah baru. Yang dimana, masalah barunya ini lebih besar, 
daripada masalah yang ingin dipecahkan.Berikut adalah indikasi – indikasi, yang 
menunjukkan bahwa implementasi dari adanya Suroboyo Bus disini itu, memenuhi 
prinsip kebijakan yang unggul di aspek bijaksana. Atau dalam pengambil keputusan 
kebijakan publik tidak menghindarkan diri dari kesalahan yang tidak perlu.  
Indikasi yang pertama adalah berdasarkan data yang penulis dapatkan 
berdasarkan hasil informan dari bebebrapa objek diatas. Diketahui, bahwasannya 
permasalahan yang diinginkan adanya moda transportasi Suroboyo Bus adalah 
Pertama, Pemerintah kota ingin menyelesaikan permasalahan dalam aspek ingin 
memindahkan masyarakat kota, dari yang awalnya menggunakan transportasi pribadi. 
Menjadi, menggunakan transportasi massa. Dasar pertimbangannya adalah dalam 
rangka melakukan pencegahan yang namanya kemacetan yang berpotensi terhadu dan 
secara fakta memang terjadi di beberap titik daerah yang ada di kota Surabaya. Dan 
dengan kualitas, pelayanan serta kapasitas moda transportasi berupa Bus dengan 
kapasitas lebih dari 40 orang, maka hal ini sudah bisa menjawab kebutuhan akan hal 
tersebut. Dan solusi ini, tidak menghasilkan sebuah masalah yang baru. Yang sifatnya 

































lebih besar dari masalah yang ingin dipecahkan. Sebab, secara kapasitas perbandingan 
mobil pribadi dengan transportasi massa memang begitu adanya.   
Indikasi yang kedua, adalah data yang penulis dapatkan ketika interview 
dengan Bu Nena yang mewakili Bappeko adanya keinginan dari masyarakat dalam 
konteks masyarakat kota Surabaya yang menginginkan moda transportasi massa yang 
menarik,nyaman dan cepat. Hal ini, menjadi permintaan tersendiri dari masyarakat ko 
Surabaya. Oleh sebab itu, secara konsep awal perencanaan dari Bappeko sendiri, 
awalnya adalah proyek MRT dan Trem. Namun, adanya Suroboyo Bus ini menjadi 
proyek „‟yang harus diciptakan dikarenakan‟‟ tidak adanya MRT dan Trem yang 
secara perencanaan dibatalkan. Dan solusi ini, tidak menghasilkan sebuah masalah 
yang baru. Yang sifatnya lebih besar dari masalah yang ingin dipecahkan. Sebab, 
proyek MRT dan Trem sendiri masih belum berwujud. Di sisi lain, meski Surabaya 
memiliki moda transportasi publik darat di jalan berupa Damri (Bus Kota). Namun, 
masih kalah di aspek kualitas pelayanan dan infrastruktur. Yang itu, memenuhi aspek 
kenyamanan dan menarik bagi masyarakat sesuai keinginan masyarakat itu sendiri.  
Indikasi yang ketiga adalah dilihat berdasarkan kualitas pelayanan. Sesuai 
data informan dari Kepala Unit Suroboyo Bus. Menyampaikan, bahwasannya 
Suroboyo Bus disini mengadaptasi teknologi Bus massal dari negara – negara maju. 
Tentu dengan mengadaptasi negara maju seperti Bogota Colombia, Singapura, 
Malaysia. Secara kecanggihan teknologi sudah bisa dikatakan baik. Berdasarkan data 
dari Bu Nena, Kasubid Bagian Penelitian dan Pengembangan pun juga 
menyampaikan bahwa Suroboyo Bus juga, melihat dari produk Alexandria di Inggris. 

































Indikasi yang keempat adalah berdasarkan faktanya sendiri, fasilitas Bus yang ada di 
Suroboyo Bus yang ada, disini juga memiliki kualitas yang baik.  
Dan solusi ini, tidak menghasilkan sebuah masalah yang baru. Yang sifatnya 
lebih besar dari masalah yang ingin dipecahkan. Sebab, secara kapasitas perbandingan 
mobil pribadi dengan transportasi massa memang begitu adanya. Dibandingkan, 
dengan spesifikasi Bus atau angkutan umum yang selama ini ada di Surabaya. Data 
mengenai fasilitas yang berkualitas, penulis banyak dapatkan dari data yang 
disampaikan oleh Pak Riza yakni sebagai Kepala Unit Suroboyo Bus dan Bu Nena, 
dari pihak yang mewakili Bappeko. Secara spesifikasi yang beliau sampaikan bus ini 
termasuk bus yang berkualitas dibandingkan dengan bus yang selama ini ada di kota 
Surabaya.  
Di data yang lain, penulis juga menjumpai pernyataan dari Bu Camelia 
Habiba dimana bu Camelia Habiba menyampaikan bahwa Suroboyo Bus ini, secara 
kualitasnya baik dan termasuk dalam angkutan modern. Karena, empatif dengan 
kondisi zaman milenial (suatu kondisi saat ini). Indikasi yang keempat berdasarkan 
fakta yang ada di lapangan. Mengenai fasilitas yang ada di Suroboyo Bus juga sama. 
Secara kualitas Suroboyo Bus, berdasarkan informasi dari informan khususnya Users. 
Secara infrakstruktur dan pelayanan tergolong baik. 
Infrastruktur yang tergolong baik itu diantaranya berkaitan dengan armada 
Bus yang ramah lingkungan, seperti tidak mengeluarkan asap kendaraan yang berefek 
kepada polusi. Selain itu, spesifikasi yang ada Bus yang menyedikan tempat duduk 
yang dibedakan berdasarkan beberapa kategori (seperti tempat bagi wanita, wanita 
menyusui, anak-anak, lansia, disabilitas dan umum). Ini, juga masuk dalam kulitas 

































infrastruktur yang harus diapresiasi. Selain itu, aspek lain – lain seperti pelayanan 
yang berkualitas pun. Juga, menjadi hal yang menunjukkan eksistensi adanya 
Suroboyo Bus, masuk dalam kategori kebijakan yang bijak.  
Beberapa contoh yang menunjukkan kualitas pelayanan adalah keramahan 
dari petugas Dishub dan DKRTH yang ada dalam Suroboyo Bus, transit Bus yang 
tidak asal (tidak ada berhenti dan menarik penumpang dimana saja, melainkan 
berhenti sesuai dengan halte yang sudah ada di kota Surabaya), kemudian decker Bus 
yang masuk dalam kategori Low Dheck. Sehingga, sejajar dengan padestrian dan 
halte yang ada di kota Surabaya. Hal ini, tidak atau belum ada selama ini di kota 
Surabaya. Selain itu fasilitas SITS (Surabaya Intelegence Technologi System) seperti 
keberadaan Suroboyo Bus yang otomatis bisa berjalan, meskipun rambu lalu lintas. 
Berada dalam warna merah (tanda berhenti). Dari keadaan yang ada ini, secara 
keseluhan penulis mengangap bahwa transportasi publik Suroboyo Bus, memenuhi 
prinsip kebijakan yang bijak dan juga bisa memberikan harapan baru di masyarakat. 
Selanjutnya untuk implementasi yang kedua, penulis mengidentifikasi 
bahwasannya melihat dari data yang penulis dapatkan, dan dihubungkan dengan 
pembacaan mengenai implementasi inovasi sebuah kebijakan transportasi publik. 
Penulis mendapati sebuah kesimpulan bahwasannya, salah satu wujud implementasi 
dari kebijakan transportasi publik Suroboyo Bus a Suroboyo Bus mendapatkan 
evaluasi dan saran – saran terkait dengan implementasi transportasi Suroboyo Bus 
yang ada di masyarakat. Diantaranya adalah Bappeko, Anggota DPRD Komisi C, 
Camelia Habiba, DKRTH, Users (pengguna hanya 1x).  

































Beberapa saran (evaluasi) itu, dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang ada 
berikut ini. Bappeko, menyampaikan bahwa : 
„‟Kalau, menilainya sih memang baik untuk masyarakat yah. Sebagai 
sarana awal lah. Tapi, kedepannya memang kita tetap tekankan Mass Rapid 
Transport. Maksutnya, yang berskala besar. Karena, kepadatan Surabaya itu 
bakal menurun. Karena kita itu, kalau bangun jalan itu, pertumbuhannya itu 
tidak sejalan dengan pertumbuhan kendaraan. Jadi, jalannya bangun sekian 
kendaraannya itu lebih tinggi.‟‟ 
 
„‟Kalau bus itu kan tidak seberapa memakan tempat. Kalau MRT kan 
masih pakai rel, jalurnya itu sendiri. Jadi, orang –orang itu lebih cepat lagi. 
Kan ada beberapa warga, waktu kita informan itu pinginnya apa ? Pinginnya, 
lebih cepat. Kalau, MRT kan lebih cepat, karena punya jalur sendiri.‟‟ 
  
„‟Iya, intinya harus ada badan usahanya dulu. Karena kan ada 
aturannya. Apa ya dipermenhum atau apa. Kaya, bus sekolah di model kaya 
gitu. Aslinya gaboleh transportasi itu tidak ada yang operasionalkan. 
Makanya kan, kita asumsikan sebagai lebih ke layanan. Kalau, sebagai 
transportasi umum itu harus ada badan usaha. Cuman, ini masih dikaji lebih 
dalam lagi. Soalnya kan, memang standardnya maksimal. Tidak seperti bus – 
bus biasa.‟‟106 
  
Dari pernyataan yang ada diatas, dapat diidentifikasi berkaitan dengan 
evaluasi dari Bappeko adalah intinya pihak Bappeko menyarankan untuk 
menggunakan MRT karena hal itu bisa lebih memecahkan masalah. Karena, 
keingunan mendapatkan moda transportasi publik yang lebih cepat lebih terfasilitasi 
dengan adanya MRT. Adapun, Bus yang sudah ada sendiri. Itupun, juga diberikan 
saran agar dibuat badan usahanya dulu. Pernyataan evaluasi pun juga disarankan oleh 
anggota DPRD Komisi C. Bu Camelia Habiba. Berikut pernyataannya,  
„‟Saya pun, juga mengevaluasi dari program Suroboyo Bus ini tentunya 
pro kontra ada. Apalagi, penulis di Dapil yang mewakili konstituen penulis di 
Dapil 2 ini adalah Surabaya Utara. Yang tidak tersentuh, dengan pelayanan 
Suroboyo Bus. Ada kecemburuan – kecemburuan dari masyarakat penulis 
untuk bagaimana menikmati Suroboyo Bus. 
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 Bu Nena, Bappeko bidang evalitbang. Wawancara, Surabaya, 17 Desember 2018. 
 


































„‟Makanya, di 2019 penulis kemarin ketika pembahasan anggaran. Saya 
mengusulkan bus mini. Kaya, semacam „‟elsappe ituloh‟‟ L300 carry besar 
itu mini bus yah. Itu, bisa masuk ke daerah Bulak Banteng, bisa masuk ke 
daerah Semampir. Sehingga, masyarakat secara merata bisa menikmati 
Suroboyo Bus. Tanpa, dulu ke kota dulu. Mau, pakai Suroboyo Bus. 
 
„‟Saya sudah memberikan masukan kepada Dinas DKRTH untuk bisa 
mencari partner. Untuk bisa mencari stakeholders, pengelola sampah itu. 
Harus ada MOU dengan pihak ketiga. Jangan sampai kolektif dikumpulkan, 
terus dibuang ke TPA. Jadi, harus ada LSM atau perusahaan yang bisa 
mendaur ulang suatu yang bermanfaat.107 
Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa pernyataan berkaitan dengan 
evaluasi dari Anggota DPRD Komisi C secara ekplisit disampaikan. Yakni, mewaliki 
daerah Surabaya Utara. Beliau menyampaikan bahwa daerah tersebut yang tidak 
tersentuh, dengan pelayanan Suroboyo Bus. Ada kecemburuan – kecemburuan dari 
masyarakat penulis untuk bagaimana menikmati Suroboyo Bus. Saran pun juga, 
beliau berikan dengan opsi memberikan bus mini yang masuk ke daerah – daerah 
yang tidak terjangkau pelayanan Suroboyo Bus.  
Termasuk juga, saran kepada DKRTH untuk mencari partner pengelola 
sampah itu. Yang dimana, harus menggunakan MOU dengan pihak ketiga. Untuk, 
melakukan daur ulang yang bisa bermanfaat. Karena, saran dari beliau adalah jangan 
sampai kolektif dikumpulkan, terus dibuang ke TPA. Jadi, harus ada LSM atau 
perusahaan yang melakukan pengelolaan. Di lain sisi, ada juga saran yang diberikan 
oleh Users (pengguna hanya 1x). Yakni, berkaitan dengan sosialisasi mengenai 
Suroboyo Bus yang itu perlu untuk digaungkan kembali. Agar, masyarakat semakin 
mengetahui mengenai transportasi publik Suroboyo Bus. 
                                                          
107 Bu Habiba, Anggota Komisi C DPRD kota Surabaya. Wawancara, Surabaya, 17 Desember 2018 
  

































Dari penjelasan yang ada diatas, berkaitan untuk aspek implementasi, yang 
menjadi data dan untuk selanjutnya diukur apakah sesuai dengan standard kebijakan 
yang unggul. Disini, melihat bagaimana respon dari stakeholders – stakeholders. 
Yang penulis, jadikan informan interview. Respon itu, biasanya berupa respon, 
masukan dan evaluasi dan juga cara pandang serta perasaan ketika menggunakan 
moda transportasi Suroboyo Bus. Berdasarkan, data yang penulis dapatkan tanpa 
menambah ataupun mengurangi data.  
Kurang lebihnya data triangulasi yang penulis dapatkan kurang lebihnya 
adalah seperti penjelasan yang ada diatas itu. Kaitannya dengan respon baik yang 
sifatya positif maupun pemberian. Untuk selanjutnya, dari data yang sifatnya 
majemuk (karena seringkali muncul diatas) itu kemudian, dibenturkan dengan 
indikator kebijakan publik yang unggul. Darisana, akhirnya menjadikan penilaian 
sebuah inovasi kebijkan publik ini bisa diketahui. Masuk dalam aspek unggul, biasa, 
buruk atau justru rusak. 
Sehingga, jika dihubungkan dengan teori kebijakan unggul. Sebenarnya, jika 
digambarkan dalam sebuah tabel. Inovasi kebijakan transportasi publik Suroboyo 
Bus itu, jika ditinjau berdasarkan implementasinya. Masuk, dalam kombinasi nomor 
3. kebijakan transportasi publik yang baik atau biasa. Bisa juga dibahasakan 
termasuk, kebijakan yang unggul, yang memenuhi aspek kebijakan yang bijaksana 
dan memberikan harapan. Tapi, masih kurang dalam aspek kebijakan yang cerdas. 
Karena, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Nena. Bahwasannya, konsep awal 
kota Surabaya berdasarkan perencaan tata kota adalah MRT. Sebab, MRT memiliki 
jalur sendiri. Dan secara kecepatan juga bisa lebih cepat, dibandingkan dengan Bus 

































yang mengikuti jalur umum. Seperti berjalannya transportasi Suroboyo Bus ini. Oleh 
sebab itu, jika dibentuk dalam format tabel. Surabaya Bus. Masuk, dalam kombinasi 
yang ketiga. Seperti yang ada dibawah ini.    
Kombinasi Cerdas Bijaksana  Harapan  Kondisi 
Kebijakan  
Kemungkinan Kondisi Negara Di Masa 
Depan 
1. V V V Unggul Mempunyai kepastian yang tinggi untuk 
menjadi negara yang berhasil dan menjadi 
unggul. Meskipun bergantung pada variabel 
pengaruh. Jumlahnya tidak banyak dan 
kadar pengaruhnya rendah. 
2. V V 0 Biasa Mempunyai kemungkinan untuk menjadi 
negara yang berhasil, tetapi sulit untuk 
menjadi unggul. Karena, masih bergantung 
pada banyak variabel pengaruh dengan kadar 
pengaruh yang cenderung tinggi.  
3. 0 V V Biasa 















































KESIMPULAN DAN SARAN  
 
  
A. Kesimpulan  
 
a.   Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dalam penelitian ini penulis 
bisa mengetahui mengenai pertimbangan adanya inovasi kebijakan transportasi 
publik. Pertama, meerupakan tanggung jawab Pemkot Surabaya menciptakan 
transportasi yang aman. Kedua, desain dan model meniru negara Maju, seperti di 
Singapura, Malaysia, Inggris dan Bogota Colombia. Ketiga, pembayaran 
menggunakan limbah botol karena ada pertimbangan kebersihan atau ramah 
terhadap lingkungan. Keempat, adanya pertimbangan pengondisian masyarakat.. 
b.   Sedangkan berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dalam penelitian 
ini. Penulis, juga bisa mengetahui mengenai implementasi efektifitas kebijakan 
transpotasi publik itu sendiri. Pertama, implementasinya tepat sesuai dengan 
masalah kemacetan. Kedua, tepat secara pelaksanaannya karena melibatkan 
stakeholders yang memiliki tupoksi dalam mengerjakan tugasnya, yakni Dishub 
dan DKRTH. Ketiga, tepat secara target karena Suroboyo Bus merupakan 
kebijakan baru di Surabaya. Tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang lain. 
Namun, ada sisi kekurangannya karena masih menggunakan plat kuning. Yang 
artinya, anggaran murni diambil dari APBD kota Surabaya. Keempat, tepat 
secara lingkungan karena perumusan program kebijakan Suroboyo Bus 
menampung aspirasi masyarakat dan stakeholders yang memiliki tupoksinya 
tersebut. Tapi, juga ada sisi kelemahan dimana aspirasi masyarakat juga ada 

































berkaitan dengan pelayanan petugas yang kadang – kadang tidak ramah. Dan 
menunggu transisi Bus satu dengan Bus selanjutnya (headway) di halte yang juga 
cukup lama. Dan terakhir adalah tepat secara proses, karena masyarakat 
menyetujui aturan penggunaan Suroboyo Bus. Banyak yang patuh terhadap 
aturan main. Sekalipun, ada kasuistik masyarakat yang membawa botol yang 
tidak sesuai aturan seperti kotor.  
c.   Sedangkan, jika diukur berdasarkan standard kebijakan yang unggul. 
Kebijakan Suroboyo Bus ini, Pertama, penulis identifikasi masuk dalam 
pengklasifikasian aspek kebijakan ini itu mampu memberikan harapan baru di 
masyarakat. Harapan yang lebih baik, di esok hari atau di masa yang akan 
datang. Kedua, dari kebijakan inovasi publik Suroboyo Bus. Penulis, bisa 
mengetahui mengenai implementasi Suroboyo Bus ini memenuhi aspek 
kebijakan yang bijaksana.  Kekurangannya, Kebijakan Suroboyo Bus ini belum 
bisa didentifikasi sebagai kebijakan yang cerdas solutif mengatasi inti masalah. 
Karena, kelemahan dari Suroboyo Bus adalah jalurnya yang mengikuti 
transportasi pada umumnya. Berbeda, dengan MRT atau sejenisnya sehingga 
probabilitas potensi tidak terjebak kemacetan lebih tinggi. 
B. Saran 
 
Perwujudtan optimal dari Pemerintah daerah terkait dengan transportasi 
publik adalah menjadi hal yang vital di kota Surabaya. Terlebih, kota Surabaya 
sebagai kota metropolitan. Yang sudah mengalami titik kemacetan dan juga 
berpotensi besar mengalami potensi kemacetan yang lebih besar lagi sebagaimana 
kota – kota besar yang lainnya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka 

































diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang mengambil tema bidang transportasi 
publik. Terus, mengawal dan mengikuti perkembangan inovasi transportasi publik 
kota Surabaya. Dan bisa fokus mendalami dan mengkaji penelitiannya di aspek 
tersebut. 
 Hal ini, bisa bermanfaat dalam aspek keilmuan agar kita mengetahui inovasi 
transportasi publik apa yang dibuat oleh pemerintah. Sebagai solusi pencegahan dan 
mengatasi kemacetan jika itu benar – benar terjadi. Mengingat, volume kendaraan 
kota Surabaya yang memang terus mengalami yang namanya peningkatan dan tidak 
diikuti dengan keseimbangan perluasan jalan. Ditambah lagi, jumlah penumpang 
masuk dan keluar yang ada di kota Surabaya yang diketahui dari tahun ke tahun 
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